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ABSTRAK

Nama : Adi Benny Cahyono

Program Studi : Kgian llmu Kepolisian

Judul : Mangjemen Sistem Keamanan Di Kawasan Industri
Modern Cikande Serang

Tesis ini membahas mangemen sistem pengamanan di Kawasan Industri Modern
Cikande. Hal ini merujuk pada proses mangjemen sistim keamanan khususnya berkaitan
dengan sekuriti fisk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholder) di kawasan industri modern cikande serang untuk mencegah terjadinya
kerugian (loss perevention) dan mencegah tindak kejahatan (crime prevention) terhadap
usaha mereka serta untuk menjamin tetap berlangsungnya proses produksi di Kawasan
tersebut.

Perumusan permasalahannya adalah bagaimana penyelenggaraan manajemen
sistim keamanan di Kawasan Industri Modern Cikande, dengan tujuan Untuk jelaskan
bahwa dalam pelaksanaan mang emen sistem keamanan (sekuriti fisik) yang baik dapat
mencegah terjadinya kerugian baik materiil maupun non materiil bagi perusahaan yang
ada di Kawasan Industri Modern Cikande sedangkan manfaat dilakukannya penelitian
dalam penulisan tesis ini terdapat dua ha yang mendasar yaitu akademis dan praktis.
Sistematika penulisan terbagi menjadi menjadi 6 bab yaitu pendahuluan, kajian
kepustakaan, metode penelitian, hasil temuan penelitian, pembahasan dan penutup

Rancangan dan pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode pendekatan melalui sudut pandang yuridis mangjerial, alasan penulis
karena metode sudut pandang yuridis mangjerial ini  penulis ingin mengetahui dan
menggambarkan sejauhmana  kiat-kiat dari peran managjerial perusahaan dalam
menentukan kebijakan atau menentukan langkah-langkah perubahan terhadap masalah
situasi keamanan di lingkungan perusahaan

Dalam temuan penelitian membahas tentang gambaran umum di Kawasan Industri
Modern Cikande, pelaksanaan mangjemen sistem keamanan di Kawasan Industri
Modern Cikande, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan di Kawasan
Industri Modern Cikande, dan bentuk penyelenggaraan managemen sistim keamanan
yang efektif dan efesien di kawasan industri modern

Pembahasan tentang analisis pelaksanaan mangemen sistem keamanan di
Kawasan Industri Modern Cikande dengan menggunakan teori mangemen, analisa
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengamanan di Kawasan Industri
Modern Cikande menggunakan teori SWOT dan analisa terhadap bentuk
penyelenggaraan mangjemen sistim keamanan yang efektif dan efesien di Kawasan
Industri Modern Cikande dengan menggunakan teori managemen

Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwa keamanan
di Kawasan Industri Modern Cikande disimpulkan sudah berjalan dengan bak, Karena
telah dilakukan berbagai upaya perubahan dan perbaikan dalam sistem keamanan di
lingkungan kawasan tersebut. Sistem pengamanan dilakukan melalui prinsip-prinsip
menejemen.

Saran, perlunya penambahan pos jaga yang dilengkapi CCTV, perlunya
meningkatkan kembali koordinas antar petugas keamanan kawasan dengan petugas
keamanan perusahaan dalam rangka memelihara keamanan di lingkungan kawasan dan
khususnya di lingkungan perusahaan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak
berjalan sendiri-sendiri.
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ABSRACT

Name : Adi Benny Cahyono

Program : Police Science Studies

Title . Security Management System In the Modern Industrial
Cikande Serang Area

This thesis discusses the management of security systems in Cikande Modern
Industrial Area. This refers to the process safety management system with particular
regard to physical security are undertaken by interested parties (stakeholders) in the
modern industrial area Cikande attack to prevent loss (loss perevention) and prevent
crime (crime prevention) of their business and to ensure the production process till
ongoing in the area.

Formulation of the problem is how the implementation of safety management
systems in Cikande Modern Industrial Area, with the aim to explain that in the
implementation of security systems management (physical security) that can either
prevent the loss of both material and non material for companies in the Industrial Area
Modern Cikande while benefiting doing research in writing this thesis there are two
fundamental things that is academically and practically. Systematics of writing is
divided into into six chapters namely introduction, literature review, research methods,
research findings, discussion and closing

The design and implementation of this research uses a qualitative approach with a
method of approach through managerial juridical point of view, the reason for the
author because the methods of managerial juridical point of view, the writer wanted to
know and describe the extent of tips from a manageria role in determining company
policy or determine the pace of change to the problem the security situation in the
corporate environment

In discussing research findings about the genera picture in Cikande Modern
Industrial Area, the implementation of security systems management in Cikande
Modern Industrial Area, the factors that affect the security system in Cikande Modern
Industrial Area, and forms of management of security systems are effective and efficient
in the modern industrial area

A discussion of the analysis of the implementation of security systems
management in Modern Industrial Area Cikande using the theory of management,
analysis of the factors that affect the security system in Modern Industrial Area Cikande
using SWOT anaysis and the theory of forms of management of security systems are
effective and efficient in Modern Industrial Area Cikande using the theory of
management

Conclusion that based on the findings and discussion that security in Cikande
Modern Industrial Area has been running well summed up, Because it has made various
efforts to change and improvement in the security system in the region. Security system
is done through the principles of management.

Advice, the need for the addition of the gatehouse equipped CCTV, the need to
improve coordination among the security personnel returned the region to the company
security in order to maintain security in the region and particularly in the corporate
environment so that the execution of his duty not to walk alone.
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BAB |

PENDAHULUAN

Pertumbuhan bidang ekonomi dan bidang usaha siaali iimdonesia
mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimangepgbangan bangsa
Indonseia dapat dilihat pada kemajuan ibukota (D&karta) yang selama ini
menjadi barometer terdepan yang merupakan pusaerpgahan dan pusat
pembangunan industri setiap harinya mengalami pe&skegan dan perubahan.
Dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan hidugyaeakat di ibukota, serta
berbagai kemajemukan di dalam masyarakat dalam ntbeaksi dan
mengembangkan kemampuannya di segala aspek kehjdyyrza mengatasi dan

mencukupi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Namun hingga kini pertumbuhan dan perkembangansaken tidak
seimbang dengan adanya persaingan dalam mené&aiijgen dan memperoleh
penghidupan yang layak. Kondisi ini yang mengajeknerintah harus cepat dan
tepat, guna mengatasi permasalahan ini, dengaakuokeln berbagai langkah-
langkah yang efektif dan efisien untuk dapat memigedikan dan memberikan
lahan-lahan pekerjaan kepada masyarakat, khususragsyarakat kecil yang
sangat membutuhkan pekerjaan, meskipun dengan ipleipgin yang minim,
namun hal ini sudah merupakan suatu jalan untulekaedalam meningkatkan

kesejahteraannya.

Untuk itu salah satu upaya pemerintah yang tepalahdmembangun
suatu kawasan industri sebagai wujud nyata dalamgkea menciptakan dan
mengembangkan pembangunan serta penyerapan teeggaDengan adanya
suatu kawasan Industri yang mapan dan nyaman dirddraapkan semakin
banyaknya para investor yang akan memberikan kbuosinya guna

meningkatkan dan memajukan perekonomian dan menlap&agan pekerjaan.
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Pembangunan kawasan industri yang nyaman dan njaganharus
didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yakg dsn yang tidak kalah
penting yaitu adanya sistem keamanan dan manajeyaeiy baik, guna
mendukung keberhasilan suatu perusahaan atau pstrilach sehingga terhindar
dari kerugian baik terhadap kegiatan operasionals#é@ana dan prasarana yang
ada. Manajemen sistem keamanan mutlak diperlukan faus ada dalam
membangun dan mengoperasionalkan baik itu menyangtaksanaan kegiatan
rutin manajemen perusahaan atau perindustrian sep@ya peningkatan
keamanan dengan membuat dan merencanakan strategiganan yang cepat,
tepat dan efektif, antara lain terhadap peningkalam pengembangan sumber
daya manusia serta melengkapi sarana dan prasamsoéi mengatasi dan
mencegah terjadinya berbagai macam bentuk ganggeamanan yang dapat
menghambat proses keberlangsungan produksi dangevaéadeoperasional dalam

industri tersebut.

Salah satu upaya yang efektif antara lain dengamangatkan potensi
petugas keamanan atau satuan keamanan (satp@evjgan penggunaan dan
pengelolaan satuan pengamanan yang tepat, terladen pelatihan, sistem
rekruitmen, pembinaan personil satpam, tekhnik pgmgn dan penjagaan
gedung dan kantor serta tekhnik-tekhnik atau upgencegahan dan
penanggulangan bahaya, gangguan alam seperti lzeatam, kebakaran dan
berbagai macam ancaman lain yang dapat terjadimdgl@rusahaan atau
perindustrian tersebut. Disamping itu sarana pendghainnya seperti alarm dan
pintu-pintu pengamanan gedung juga harus dilenghlabi perusahaan, sehingga
proses produksi dan manajemen dalam rangka mekgalammda perekonomian
dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapap tgtah ditentukan oleh

perusahaan tersebut.

! Satpam (Satuan Pengamanan) adalah satuan kelopgtoigas yang dibentuk oleh
instansi/proyek usaha untukm melakukan keamanak {ishisycal security dalam rangka
penyelenggaraan keamanan swakarsa dilingkungaamiyer|

2 Universitas indonesia
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Dalam rangka penjabaran Keputusan Presiden Repiloldnsia Nomor
63 tahun 2004 tantang pengamanan objek vital nalkidan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolidigara Republik
Indonesia, maka dalam rangka memberikan perlindungengayoman dan
pelayanan masyarakat Polri perlu menyusun pedoiystars pengamanan objek

vital nasional sebagai bentuk bantuan bagi otopéasyelola objek vital.

Sementara yang dimaksud dengan obyek vital mermpdeavasan,
lokasi, bangunan, instalasi dan usaha yang bersiidagis karena
gangguan terhadap objek vital nasional sangat bhggveh terhadap
hajat orang banyak dan kepentingan Negara. Dampakdgpat
mengakibatkan bencana kemanusian dan pembangurekacaian
transportasi dan komunikasi dan terganggunya pengghraan
pemerintahan Negara.

Berbicara masalah keamanan tidak lepas pada kdesspanan yang

penulis kutip mengandung arti luas dan arti senypity :

Keamanan dalam arti luas adalah keamanan yang itaerkdengan
keamanan negara, sedangkan Keamanan dalam artiit,seadplah
keamanan yang berkaitan dengan objek keamanaremdirs seperti,
kear?panan kampung, keamanan sekolah, keamanan rindlast lain-
lain.

Ada juga yang mengartikan bahwa keamanan adalab keadaan yang
memberikan perlindungan seseorang dari segala am;amebas dari ketakutan,
kekhawatiran, keraguan, serta adanya perasaan tieepadan keselamatén.
Cakupan keamanan itu sendiri tidak saja terbatda gaamanan lahir dan batin
dirinya sendiri, tetapi juga aset miliknya (hartentda, pekerjaan, informasi/data),

ikatan keluarga, orang-orang yang dicintai, dandkginingkungan sosialnya.

2 Skep Kapolri Nomor Pol : Skep 738/X/2005. tangtialOktober 2005 tentang Pedoman
Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.
3 Diktat MK Industrial Security Management, Jakar

* Hadiman, 2010Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti FisiBakarta: Program KIK Ul
Angkatan XIV.

3 Universitas indonesia
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Kalau merujuk pada pasal 2 dan pasal 13 UU No. fuii&002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamananlaetya mengandung empat
unsur pokok, yaitu (1pecurity,berarti bebas dari gangguan fidik maupun psikis;
(2) Surety berarti bebas dari perasaan khawatir;3&jety perassan berarti bebas
dari resiko; (4)Peace berarti perasaan damai lahiriah dan batiniah. Bal@mpat
unsur ini terpenuhi maka mampu untuk memenuhi esan, baik psikologis,
material, maupun spiritual.

Dari konsep tersebut keamanan menjadi tolak ukuk Haruknya
perkembangan suatu organisasi, karena setiap eggariaik swasta maupun
negeri membutuhkan rasa aman dan nyaman salahasaélyah perusahaan,
dimana kondisi dan situasi keamanan dapat mempamgeksis tidaknya suatu
perusahaan. Bila kondisi lingkungan kurang baik anp&rusahaan akan terkena
dampak dari kondisi tersebut namun sebaliknyakatadisi keamanan cukup baik
akan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan darkembangan suatu

perusahaan.

Sistem pengamanan nasional berupa obyek vital, $@wandustri,
perusahaan Negara maupun swasta merupakan bagiamashagemen keamanan
(security managementyang diterapkan di Indonesia pada khususnyaei8ist
pengamanan yang pada umumnya mencakup pengamatianpengamanan
khusus maupun keadaan daruramérgency managemgntPengamanannya
dilakukan mengacu pada tindakan-tindakan Kepoljgraitu menangani berbagai
masalah sosial yang terjadi dan dirasakan mengganggenghambat atau
mengancam kehidupan sosial masyarakat yang bera@davesan maupun diluar
kawasan. Masalah atau ancaman di kawasan objekteitiéu sangat berbeda dari
kawsan yang satu dengan masalah di wilayah lainn§ga penanganannya pun
bervariasi, mulai dari penanganan kegiatan rutiagidtan khusus maupun

penanganan masalah kontijensi (keadaan darurat).

4 Universitas indonesia
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Penanganan ancaman keamanan merupakan gambarametgaro
nasional dan tentunya akan juga berkaitan dengam dangsa di mata
internasional. Kegagalan penanganan masalah keanma@n berdampak luas
dan dapat menimbulkan keresahan serta ketakutan imagyarakat dan
masyarakat internasional yang ingin menginvestasikedalnya di Indonesia.
Selain menyebabkan karawanan sosial juga akan gaaggu citra diplomasi
Indonesia di mata dunia luar. Sehingga sistem peagan baik pada perusahaan,

kawasan dan sebagainga memerlukan penanganan klegaug dan berkualitas.

Dalam rangka menjaga keamanan dilingkungan perasafi@da beberapa
komponen yang harus diperhatikan dalam sistem keamalingkungan
perusahaan meliputi satu kesatuan, kerjasama, -unsur, dan tujuan yaitu
menciptakan keamanan lingkungan perusahaan. Ssatule® artinya setiap unsur
keamanan masing-masing tidak bisa dipisahkan, &ameasing-masing saling
mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu, dlikain kerjasama antara
unsur-unsur masyarakat, perusahaan, dan polisk umancapai tujuan bersama
yaitu menciptakan keamanan lingkungan perusahaarg ydidasari bahwa

perusahaan telah memberikan manfaat ekonomi pasiganakat sekitar.

Menyadari bahwa keamanan merupakan kebutupakok yang
diperlukan oleh setiap perusahaan agar mampu rmekg produksinya secara
aman dan lancar. Setiap investor atau pemilik pérasn selalu menjadikan
keamanan sebagai pilihan utama sebelum mereka ukelak investasi.
Rendahnya tingkat keamanan menjadi satu risikceneis yang memerlukan
biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh pemilikupghaan. Gangguan
keamanan seperti pencurian, penggelapan, pengrusalesin-mesin pabrik,
penjarahan, dan perampokan barang produksi perarsahangganggu kelancaran
produksi perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkerugian bagi

perusahaan.
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Untuk meningkatkan pengamanan di suatu lingkungaagahaan sangat
diperlukan suatu koordinasi dengan pihak yang lpenkingan gtakeholdey
yakni salah satunya aparat kepolisian bertanggawgh dan dapat memberikan
pembinaan terhadap sistim pengamanan yang diharapkatuk itu perlunya
pembinaan keamanan, berupa bimbingan, pelatihan &akal untuk
melaksanakan tugas dan ada tenaga satuan penganmaniamenjaga keamanan
di lingkungan suatu perusahaan. Sebagai bentemgaukeamanan pada suatu
perusahaan sangat ditentukan pada sistem yangatiganseperti penggunaan
jasa pengamanan, sistem yang diterapkan, bagainpan@ancanaan hingga

pengendalian dari sistem yang digunakan.

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hakekat dari permasalahan keamanan berimbas judm p@vinsi yang
baru berdiri dan faktor keamanan menjadi modal atamuk berdirinya semua
sendi kehidupan. Povinsi Banten merupakan proviegharu yang ke-30 di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedeagan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Otonomi Daérafmempunyai sistem
pemerintahan yang sama dengan provinsi lainnygerBipemerintahan di bawah
provinsi ada kabupaten/kota. Masing-masing kabumgledta terdiri dari beberapa
kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi dalam pabeatasa/kelurahan.
Provinsi Banten terbagi menjadi empat wilayah kaibeip dan dua wilayah kota
dengan total area 8.651.20 km2, empat kabupatemaalatin Tangerang, Serang,
Pandeglang, Lebak dan dua kota Tangerang dan Gil&jatus sebagai provinsi
diperolen Banten pada 4 Oktober 2000 melalui UU bNio@3, yang dulunya

merupakan salah satu keresidenan di Jawa Barat.

Salah satu kota yang relatif menonjol saat ini rdvmsi Banten adalah

kota Serang. Kota Serang dibangun dengan perjalaaitu yang panjang. Kini

® Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang GubBmerah.
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Serang telah tumbuh menjadi kota metropolis yangy&eberjarak 70 km dari
Jakarta. Berbagai jalur dan sarana transportadalusmelintasi kota Serang,
bahkan menjangkau hingga akses ke pelabuhan lanjainigaPriok dan bandara
Soekarno Hatta dengan menggunakan jalan tol. Senengang dibelah oleh jalan
tol antara Jakarta-Merak, kondisi tersebut yang emgratkan Serang menjadi
kota strategis, sebagai gerbang perekonomian kagirtd sekaligus gerbang

perekonomian Pulau Sumatera.

Di kota Serang sendiri ada beberapa gedung yangknkagegori cagar
budaya yang perubahannya tak bisa dilakukan semdpana Setidaknya di sana
ada empat gedung bersejarah. Gedung negara (kitork@dubenur Banten), dulu
kantor Residen Banten yang dibangun pada tahun-a80@edung Joang (kini
tempat organisasi massa berkantor), bekas sekaold (Mini Polres Serang), dan
bekas markas marsose Belanda dibangun pada tal@rah9 (kini menjadi
markas Korem 064 Maulana Yusuf Banten). Selainkibta Serang memiliki
kawasan industri yang terletak di Cikande Seramgae luas kurang lebih 600
Ha, dan terdapat berbagai perusahaan-perusaldstrin Secara geografis kota
Serang sangat strategis dapat ditempuh denganak@&petatau kendaraan roda 2
maupun roda 4. sedangkan kondisi topografis Kalempaderang memiliki

ketinggian 500-900 meter dari permukaan laut.

Kebutuhan keamanan bagi perusahaan menjadi serpakiing ketika
perusahaan beroperasi di daerah-daerah yang meimidksitas kejahatan tinggi,
seperti di negara Indonesia. Kawasan Industri Modeikande Serang adalah
salah satu kawasan industri yang saat ini mengaarkembangan yang sangat
cepat, dimana kawasan tersebut telah bermunculrelzerbpa perusahaan-
perusahan industri.. Sehingga masalah keamananpat@m persoalan yang
sangat penting yang harus diperhatikan oleh pgiaitk yang berkepentingan di
kawasan ini. Hal tersebut terutama dirasakan olngahaan-perusahaan asing

yang menanamkan investasi dan menjalankan prodilikisidonesia. Misalnya,
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ketika terjadi reformasi politik (kerusuhan Meihten 1998) banyak terjadi
penjarahan, perampokan, dan pembakaran berbagaipestuksi dan barang
perusahaan-perusahaan sehingga menyebabkan baegsdalman asing takut

untuk berinvestasi di Indonesia.

Melihat kerusuhan Mei 1998 memang telah merugikanyak orang
maupun pihak-pihak lain. Tragedi ini telah memipsiajaran agar tidak terulang
dan agar tercipta masyarakat lingkungan KawasamstndModern Cikande
Serang yang damai, aman, sejahtera dan hiduprbpidgan antara perusahaan
dan masyarakat sekitar perusahaan/Kawasan IndGgtande Serang. Oleh
karena keamanan merupakan hal yang penting dalanjagaestabilitas Kawasan

Industri Cikande Serang.

Atas dasar yang telah diuraikan diatas maka penrelisarik untuk
mengetahui dan mengkaji sejaunmana proses managinempkan pada sistem

keamanan di kawasan industri modern cikande serang.

1.2 M asalahan Pendlitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadalatapenelitian ini
adalah bagaimana pelaksanaan manajemen sistimakeandi kawasan industri

modern cikande serang ?

1.3 Fokus Pendlitian

Judul tesis ini “ Manajemen sistim keamanan dikanasdustri modern
cikande serang” akan menimbulkan pendapat, asdasiperkiraan dari pembaca
tentang apa saja yang akan diteliti, diuraikareldagkan, dibuktikan oleh peneliti
dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis rsargerlu membatasi dan
memfokuskan penelitian ini. Fokus penelitian yamgin dikaji oleh penulis

ditujukan pada proses manajemen sistim keamanasukhya berkaitan dengan
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sekuriti fisik yang dilakukan oleh pihak-pihak yabgrkepentingaifstakeholder)
di kawasan industri modern cikande serang untukcegah terjadinya kerugian
(loss pereventiondan mencegah tindak kejahatamirhe preventioh terhadap
usaha mereka serta untuk menjamin tetap berlanggangroses produksi di
perusahaannya. Selain itu penulis juga membatasnp@ihak-pihak yang
berkepentingan (steakholder) pada pelaksanaan emaeaj sistim keamanan
dikawasan industri ini hanya pada peran petugas&ean kawasan yang direkrut
oleh pengelola kawasan dan peran petugas keamamasapaan yang direkrut
oleh masing-masing perusahaan dalam kawasan medbzEldan Usaha Jasa

Pengamanan.

14 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab masalah penelitian maka penulis jabarkannya

dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen sistim keamanan asikawindustri

modern Cikande ?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistim keamardikawasan

industri modern Cikande ?

3. Bagaimana bentuk penyelenggaraan manajemen sigamdnan yang

efektif dan efisien dikawasan industri modern Gika ?

1.5 Maksud,Tujuan dan Manfaat Pendlitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untalengetahui
sejauhmana proses manajemen dilaksanakan pada &esimanan di kawasan
industri modern cikande serang dalam upaya mencieggdinya kerugiargloss
Prevention)dan mencegah terjadinya tindak kejahatamme preventioh pada

perusahaan yang berada dalam kawasan industri maddih karena itu, peneliti

9 Universitas indonesia

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



melakukan penelitian ini dengan cara wawancara aleng pengamatan dan
observasi terlibat, dan studi literatur yang bdd@idengan objek penelitian.
Dengan demikian, diperoleh pemahaman dan temuag kamudian sebagai

jawaban atas permasalahan penelitian.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskahviza dalam pelaksanaan
manajemen sistem keamanan yang baik dapat mentagadinya kerugian baik
materiil maupun non materiil bagi perusahaan yadg di kawasan industri

modern Cikande Serang

Sementara itu manfaat yang dilakukannya peneldi@am penulisan tesis

ini terdapat dua hal yang mendasatr, yaitu:
a. Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan lgaran kajian teoritis
yang dapat memperkaya pemikiran tentang studi peagan industri

khususnya di Kawasan Industri Cikande Serang.
b.  Praktis

Sementara secara praktis penelitian ini diharapBlapat memberikan
gambaran dan masukkan yang berarti bagi semua Eihagusnya Polri

dalam rangka pengamanan obyek vital.
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BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis ini meninjau beberapa sumymng menjadi
rujukan dalam memecahkan permasalahan penelitie. $@bab itu, melakukan
pendalaman, penelaahan, dan mengidentifikasi kods@pteori dari beberapa

sumber. Sumber yang dimaksud adalah pustaka.

Kajian pustaka dilakukan untuk membangun kerangkaseptual dalam
penelitian ini. Kerangka konseptual itu dibangueri dberbagai konsep yang
berasal dari teori-teori yang relevan dengan peastahan penelitian. Menurut
Suparlan kerangka konseptual adalah “syarat mutiakdm penelitiafi.Konsep
digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan, dan digonakan sebagai pisau
analisis untuk menjelaskan, menguraikan, dan mexigedata penelitian. ltulah
kerangka berpikir peneliti ini yang disusun dengaenghubungkan konsep dan

teori untuk mencapai kesimpulan.

21  Konsep Pengamanan (Skep Kapolri No.738/X/2005)

Yang dimaksud pengamanan adalah segala usahajgaekdan kegiatan
dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulaerta penegakan
hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamadadangkan
pengamanan obyek vital nasional adalah segala ugatharjaan dan kegiatan
dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulaserta penegakan
hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan kearyangrditujukan kepada
obyek vital nasional. Objek Vital” sebagaimana Hig&an dalam pasal 1 dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 t&@04 tentang Pengamanan
Objek Vital. “Objek Vital Nasional adalah kawasakési, bangunan/instalasi
dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orangakakepentingan negara

dan/atau sumber pendapatan negara yang bers#eggs:”

6 Parsudi SuparlanMetode Penelitian KualitatifJakarta: Program Kajian Wilayah Amerika
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 11897.h
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Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pengamadalah suatu

bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidg&die hal yang diinginkan dan

ruang lingkup pengamanan adalah lingkungan yangadetanggungjawabnya.

Sedangkan pengamanan obyek vital ruang lingkup greagan sangat luas

seperti, instalasi atau usaha yang menyangkut biggag banyak.

Dalam penjabarannya maka konsep pengamanan seswgpdiatur dalam
Skep Kapolri No 738/X/2005 tidak akan terlepas Baberapa hal yaitu:

a.

Pola Pengamanan

pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensawleman

dibagi menjadi 2, yaitu :

Pengamanan secara langsung

Pengamanan secara langsung melalui pemberian
pengarahan dan penggelaran kekuatan yang dimioctaisse
fisik di lapangan.

Pengamanan secara tidak langsung

Pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan
pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan

situasi keamanan.

Metode Pengamanan

pengamanan oleh manusia

pengamanan menggunakan konsrtuksi

pengamanan menggunakan peralatan elektronik

pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam latalaatan

pengamanan menggunakan satwa

pengamanan dengan memberdayakan peran sert madyarak
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c. Sifat Pengamanan
- pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan wipaya
pre-emtif dan penegakan hukum

- pengamanan tertutup dengan menggunakan atau metaiata

upaya-upaya preventif
d. Sasaran Pengamanan

Berdasarkan identifiksi potensi kerawanan, makaarsas yang

harus diamankan adalah :
- Manusia
- fisik/benda/peralatan/material/hasil produksi/geglun
- dokumen/informasi/administrasi dan lainnya.
e. Wilayah Pengamanan

Polri bersama-sama dengan pengelola obyek vitaliomals

menetapkan wilayah pengamanan, meliputi :

- lingkungan dalam area di kawasan obyek vital nadiomeliputi,
lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-temgiania yang

berada di lingkungan kawasan.

- Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas banguremrgdn pagar

terluar dan batas pemukiman penduduk.

2.2 Sistem K eamanan K awasan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sistermdean
lingkungan perusahaan, maka terlebih dahulu diaraikasing-masing definisi
konsep yaitu sistem, keamanan lingkungan, perusalbagai pengertian dan

pendapat mengenai sistem dapat ditemukan dari pahdeberapa ahli seperti
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banyak dikemukakan dalam literatur kepustakaan.aWwmaln terdapat beberapa
perbedaan dari pendapat-pendapat itu, akan tetalihat adanya kesamaan-

kesamaan yang bersifat prinsip dan mendasar.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedemggrtian sistem

dibedakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut :

Sistem adalah 1. Perangkat unsur yang secararteatog berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas; sistem perencanaan raakapernapasan, dan
peredaran darah di tubuh, sistem dan sebagainy@ustinan yang teratur dari
pandangan, teori, asas, dan sebagainya: sistenripeahan negara (demokrasi,
totaliter, parlementer, dan sebagainya); 3. metet#em pendidikan (klasikal,
individual dan sebagainya); kita bekerja dengatesisyang baik; sistem dan pola
permainan kesebelasan itu banyak mengalami pernbaha

Pengertian sistem seperti yang tercantum dalam memiamus Besar
Bahasa Indonesia ini terlihat lebih luas, karedakihanya mengartikan sistem itu
sebagai perangkat unsur yang secara teratur dahikajt, tetapi mengartikan pula
sistem sebagai susunan teratur dari pandangan,daorasas. Bahkan sistem
dapat pula diartikan sebagai metode. Dikaitkan dengdul tulisan, maka sistem
keamanan lingkungan perusahaan dapat diartikargaebsetode keamanan di
lingkungan perusahaan. Dalam sistem keamanan Inggkuperusahaan tersebut
terdapat elemen-elemen atau unsur-unsur yang dip&esn dan saling terkait

yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan keamanaghkuingan perusahaan.

Suatu sistem juga menjadi bagian dari bagian yahihlbesar (supra
sistem), misalnya Polri. Sebagai sebuah sistentj Rdblah bagian dari sistem
pemerintahan atau sistem masyarakat dan sistengdexasn Republik Indonesia.
Bahkan lebih besar lagi, bahwa sistem KepolisiapuRbk Indonesia adalah

bagian dari sistem Kepolisian Internasional.

Demikian pula halnya dengan sistem keamanan linggauperusahaan. Di

dalam sistem ini terdapat sub-sub sistem antamasléy-sistenmndustrial security

' W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Irsimn#akarta, Indonesia, him 12.
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sub-sistem polisi di wilayah perusahaan, sub-sistm@syarakat di sekitar

perusahaan, dan lain sebagainya.

Lingkungan perusahaan adalah seluruh ruang linglkghidupan
perusahaan dengan segala aspeknya, baik yangabessitis maupun yang
bersifat dinamis dalam batas tertentu. Aspek statigit dengan sarana prasarana
fisik perusahaan dan proses produksinya, sedaragg@ek dinamis meliputi aspek
idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan fadésanan keamanan yang ada
pada karyawan dan masyarakat sekitar perusahastanmSkeamanan lingkungan
perusahaan dengan demikian dapat diartikan selmagde, mekanisme, cara
yang saling berhubungan secara timbal balik yargkakan oleh seluruh
komponen yang ada di lingkungan perusahaan dalagkaamenciptakan kondisi

perusahaan yang aman yang pada akhirnya memperfaosas produksi.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksndadelingkungan
perusahaan adalah kawasan Industri Cikande tidakyahaerbatas pada
lingkungan internal perusahaan, akan tetapi jugagsuk lingkungan masyarakat
yang ada di sekitar perusahaan yang secara langgupgngaruh terhadap proses
produksi perusahaan. Unsur pengamanan yang direkdiri dari Polri, TNI dan
masyarakat. Pengamanan ke dalam dilakukan olefgdepatugas keamanan
sedangkan pengamanan keluar koordinasi dengan Raidekat. Sasaran
pengamanan yang diawasi antar lain kawasan dam/@endaraan yang keluar

masuk Kawasan Industri Modern Cikande.

2.3  Standar Keamanan (Standart Operasional Prosedur)

Keamanan menjadi hal yang sangat penting bagi aeaasm yang
menggunakan fasilitas teknologi dan menempatkansgiaagai infrastruktur
penting. Sebab fasilitas teknologi adalah aset pagisahaan tersebut. Keamanan
secara langsung maupun tidak langsung dapat meahpekan kelangsungan

usaha, mengurangi resiko, mengoptimalkaturn of investmentdlan bahkan
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memberikan peluang bisnis semakin besar. Semakiyakanformasi perusahaan
yang disimpan, dikelola dan digunakan secara bersakan semakin besar pula
resiko terjadinya kerusakan, kehilangan atau t@aksya data/informasi ke pihak
lain yang tidak berhak. Ancaman dan resiko yarignBulkan akibat kegiatan

pengelolaan dan pemeliharaan keamanan menjadanaldisusunnya standar

sistem manajemen keamanan yang salah satunydn d8&lal 7799.

Penyusunan standar ini berawal pada tahun 1995andinsekelompok
perusahaan besar seperti Board of CertificationtisBr Telecom, Marks &
Spencer, Midland Bank, Nationwide Building SocietyShell dan Unilever
bekerja sama untuk membuat suatu standar yang dkeamBritish Standard
7799. BS 7799 terdiri dari beberapa bagian yaRart 1, The Code of Practice
for Information Security Managemenart 2 The Specification for Information

Security Management Systefi&MS).

Pada tahun 200Mnternational Organization of StandardizatigfsO) dan
International Electro-Technical Commissi¢iEC) mengadopsi BS 7799 Part 1
dan menerbitkannya sebagai standar ISO/IEC 17760:3@ng diakui secara
internasional sebagai standar sistem manajemenakeamminformasi. ISO 17799
meliputi 10 klausula pengendalian (&6ntrol clausels 36 sasaran pengendalian

(36 control objectivesdan 127 pengendalian keamanan (@@atrols securiy.
Berikut adalah penjabaran 10 klausula pengendalian

1. Kebijakan PengamanafBecurity Policy) mengarahkan visi dan misi
manajemen agar kelangsungan organisasi dapat ahpekan dengan
mengamankan dan menjaga integritas/keutuhan dataiasi penting
yang dimiliki oleh perusahaan Kebijakan pengamasemgat diperlukan
mengingat banyaknya masalah-masalah non teknisttisgq@mggunaan
password oleh lebih dari satu orang yang menunjukan tiddknga
kepatuhan dalam menjalankan sistem keamanan ingornkabijakan

pengamanan ini meliputi aspek infratruktur dan lagu keamanan

16 Universitas indonesia

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



informasi. Hal pertama dalam pembuatan kebijakaaminan adalah
dengan melakukan inventarisasi data-data perusaBadanjutnya dibuat
regulasi yang melibatkan semua departemen, sehipggaturan yang
akan dibuat tersebut dapat diterima oleh semuakpil@etelah itu
rancangan peraturan tersebut diajukan ke pihaksliteituk mendapatkan

persetujuan dan dukungan agar dapat diterapkaraddraik.

Pengendalian Akses Sistem Sysgtem Access Contyol
mengendalikan/membatasi aksasser terhadap informasi-informasi
dengan cara mengatur kewenangannya, termasuk mEligen secara
mobile-computingataupuntele-networking Mengontrol tata cara akses
terhadap informasi dan sumber daya yang ada yardgutieberbagai

aspek seperti :

a. Persyaratan bisnis untuk kendali akses;

b. Pengelolaan akses usdsér Access Managemegnt

C. Kesadaran keamanan informassé¢r Responsibilitigs

d. Kendali akses ke jaringaNétwork Access Contrgl

e. Kendali akses terhadap sistem oper@gie(ating System Access
Control);

f. Pengelolaan akses terhadap aplikashpplication Access
Management

g. Pengawasan dan penggunaan akses sidWonit¢ring System

Access and Uggdan
h. Mobile ComputinglanTelenetworking.

Pengelolaan Komunikasi dan Kegiat@oifhmunication and Operations
Managemet), menyediakan perlindungan terhadap infrastruldistem
informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berlsdea memastikan

ketersediaan panduan sistem yang terdokumentasditamunikasikan
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guna menghindari kesalahan operasional. Pengatueswang alur

komunikasi dan operasi yang terjadi meliputi beghagpek, yaitu :

a. Prosedur dan tanggung jawab operasional;
b. Perencanaan dan penerimaan sistem;
C. Perlindungan terhadap software jainaal{cious softwarkg

d. Housekeeping

e. Pengelolaan Network;
f. Pengamanan dan Pemeliharaan Media; dan
g. Pertukaran informasi dan software.

Pengembangan dan Pemeliharaan SistSystém Development and
Maintenancg memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasg
baru diimplementasikan mampu bersinergi melaluifix@si dan validasi.
Penelitian untuk pengembangan dan pemeliharaarensismeliputi
berbagai aspek, seperti : Persyaratan pengamas@msiPengamanan
sistem aplikasi; Penerapan Kriptografi; Pengamafiln sistem; dan

Pengamanan pengembangan dan proses pendukungnya.

Pengamanan Fisik dan Lingkunga®hysical and Environmental
Security, mencegah kehilangan dan/atau kerusakan datadjakipatkan
oleh lingkungan secara fisik, termasuk bencana aam pencurian data
yang tersimpan dalam media penyimpanan atau dalaiitds penyimpan
informasi yang lain. Pengamanan fisik dan lingkumgm meliputi aspek :
Pengamanan area tempat informasi disimpan; Pengamalat dan
peralatan yang berhubungan dengan informasi yaag dlindungi; dan

Pengendalian secara umum terhadap lingkungan ddwéie informasi.

PenyesuaiarCompliancg, memastikan implementasi kebijakan-kebijakan

keamanan selaras dengan peraturan dan perundaragan herlaku,
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termasuk perjanjian kontrak melalui audit sisteroasa berkalaAspek-
aspek yang diperlukan untuk membentuk prosedurpgaaturan, yaitu :
Penyesuaian dengan persyaratan legal; Peninjauarbakie kebijakan
pengamanan dan penyesuaian secara teknis; setitalf2egan dan audit

sistem.

Keamanan personel/sumber daya manuBexrspnnel Securily upaya
pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi anveewenang akibat
kesalahan manusidyman erro), manipulasi data dalam pengoperasian
sistem serta aplikasi olebser Kegiatan yang dilakukan diantaranya
adalah pelatihan-pelatihan mengenai kesadaran mafr Eecurity
awarenespagar setiapisermampu menjaga keamanan data dan informasi
dalam lingkup kerja masing-masingersonnel Securityneliputi berbagai
aspek, yaitu : Security in Job Definition and ResourginBelatihan-

pelatihan darfResponding to Security Incidens and Malfunction.

Organisasi KeamanarSdcurity Organization memelihara keamanan
informasi secara global pada suatu organisasi iastansi, memelihara
dan menjaga keutuhan sistem informasi internalatsap ancaman pihak
eksternal, termasuk pengendalian terhadap pengolatfarmasi yang

dilakukan oleh pihak ketigab@gtsourcing. Aspek yang terlingkupi, yaitu :

keamanan dan pengendalian akses pihak ketig@desourcing

Klasifikasi dan pengendalian asdéisget Classification and Contjol
memberikan perlindungan terhadap aset perusahaag larupa aset
informasi berdasarkan tingkat perlindungan yangahtelditentukan.
Perlindunganaset ini meliputi accountability for Assefan klasifikasi

informasi.

Pengelolaan Kelangsungan UsalBas{ness Continuity Managemgnt
siaga terhadap resiko yang mungkin timbul didal&tiviéas lingkungan

bisnis yang bisa mengakibatkamdjor failure’ atau resiko kegagalan
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sistem utama ataupurdisastet atau kejadian buruk yang tak terduga,
sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaank ukélangsungan
proses bisnis, dengan mempertimbangkan semua adqekousiness
continuity management. Membangun dan menjaga keamanan sistem
manajemen informasi akan terasa jauh lebih mudah skderhana
dibandingkan dengan memperbaiki sistem yang tekdisintegrasi.
Penerapan standar ISO 17799 akan memberikan bgaafit lebih nyata
bagi organisasi bila didukung oleh kerangka kergnajemen yang baik
dan terstruktur serta pengukuran kinerja sistemmiaean informasi,

sehingga sistem informasi akan bekerja lebih dfdlin efisien.

2.3  Teori Manajemen

Manajemen  berasal dari kata mdnageré yang artinya
mengatur/mengarahkan, sehingga manajemen seringkanasebagai kegiatan
untuk mengatur/mengarahkan orang dalam rangka rmpahdajuan tertentu.
Orang yang mengatur/mengarahkan disebut sebagaijenaiManajemen muncul
ketika muncul kesadaran manusia untuk berorgani€agjanisasi adalah suatu
unit (satuan) sosial yang dikoordinasikan dengaasderdiri atas dua orang atau
lebih dan berfungsi relatif terus-menerus untuk cagai tujuan atau serangkaian

tujuan bersamA.

Manajemen adalah suatu proses yang diawali demgmancanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian upaya kegiatan damnjgsen anggota/karyawan
suatu organisasi melalui proses penggunaan suméga drganisasi untuk

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (stob@®5).

8 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior: Catsce@ontroversies, Applications,

Hadijana Pujaatmaka, Perilaku Organisasi: Konsemtidversi, Aplikasi, Jakarta, P.T. Prehlindo,
2001, him.2.
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Teori manajemen yang digunakan dalam penelitiamdailah manajemen
modern sesuai dengan hubungan tata cara kerjaa@agli kepolisian, teori ini
membahas dari tingkat atas ke tingkat bawah sdpumanagemenke tingkat
pekerja dan berorientasi juga pada unsur (peramaausia dalam rangka
meningkatkan kinerja secara tidak langsung. Wewgrtarpusat dalam tangan
pimpinan organisasi, sehingga berbagai fungsi satpdalam tangan pimpinan
tertentu karena dengan tegas memisahkan bidangt&aegbimpinan (manajerial
sebagai pusat wewenang) dan bidang kegiatan tgkmismanajerial). Akibatnya,
muncul persyaratann tertentu (generalis, serba b@gpengetahuan luas) bagi
jabatan pimpinan, yang berbeda dari pekerja tekaisgsi-fungsi manajemen

tersebut yaitu:
a. Perencanaan

Pada fungsi perencanaan seorang manajer melakutdoadai
bentuk kegiatan perencanaan, baik jangka pendekpumayangka
panjang. Sejak mulai perusahaan didirikan, ia sidais merencanakan
banyak hal secara terpadu. Perencanaan menyaregkatdn-kegiatan di
masa akan datang. Perencanaan merupakan caramengekspresikan
apa yang “dilihat” di masa mendatang, atau apa yhpeyikirakan akan
terjadi dan bagaimana langkah menghadapinya. Dekafanain adanya
perencanaan matang dapatlah manajemen lebih bedtatidalam
melakukan fungsi-fungsi yang lain agar tidak merpamg atau

bertentangan dengan apa yang direncanakan semula.
b.  Pengorganisasian

Pengorganisasiaomrganizing merupakan suatu fungsi manajemen
yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh evagigg atau anggota
organisasi untuk mencapai tujuan bersama secak#fef@alam fungsi
ini orang-orang atau anggota organisasi terselpgrsitukan melalui

pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaaseltiet saling
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berhubungan satu sama lainngaganizingberasal dari katarganism
yaitu pembentukan suatu susunan yang terdiri dagiam-bagian yang
terintegrasikan sedemikian rupa oleh hubungan-hgdruriertentu antar
bagian tersebut. Dalam suatu organisasi bagiarabagrsebut adalah
orang atau anggota-anggotanya yang satu sama l@mpuomyai
hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masimg tercapainya

tujuan bersama.

Pengorganisasian dengan demikian merupakan suatwyang
penting dalam teori organisasi, sehingga perlu lurditelaah secara
terperinci. Fungsi ini dapat dilakukan dengan tgendekatan yaitu:

pendekatan pekerjaan, pendekatan individu dan patatetempat kerja.

c. Pengarahan

Segala sesuatu kegiatan yang direncanakan danganisasikan
tidak mungkin berjalan apabila tidak diarahkan d#meritahu tentang
apa yang harus dikerjakan. Pengarahan merupak&aa yaag berkaitan
dengan segala sesuatu agar seluruh anggota oigjaatsa lembaga
dapat melaksankaan bagian pekerjaannya dan bekan@ untuk
mencapai tujuannya. Fungsi pengarahan tampaknya diisksanakan
oleh setiap orang dengan mudah. Tetapi apabilbatliilua kelompok
dalam organisasi yang berperan yaitu atasan (yaemganahkan) dan
bawahan (yang diarahkan), maka fungsi tersebutrsdikaksanakan.
Orang yang mengarahkan (atasan) menghendaki agahba bersedia
untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin. Selyali bawahan
yang mempunyai keinginan atau kebutuhan individiharpkan
bersedia melaksanakan yang diperintahkan atasatuk Utu masing-
masing pihak mengharapkan kepuasan tertentu sesmgan tujuan,

keinginan/ kebutuhannya.
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Organisasi mempunyai anggota-anggota yang masisgigia
mempunyai tujuan individu yang berbeda-beda samoaskin. Di lain
pihak, organisasi disusun untuk mencapai satu nupexsama. Karena
itu, perlu adanya suatu usaha untuk menyatukarartfujuan individu
tersebut sehingga dapat dilakukan kegiatan-kegigsang selaras demi
tercapainya tujuan bersama tersebut. Usaha untaletegaskan seluruh
kegiatan anggota organisasi demi tercapainya tupeasama merupakan

salah satu fungsi manajemen yang disebut koordinasi

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari dilatsamya

fungsi koordinasi:

1)  Menciptakan keseimbangan tugas maupun hakaastdiap
bagian dalam organisasi maupun antara setiap sanggtam

bagian-bagian tersebut.

2) Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekertak
tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu gyan
bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat

dihilangkan.

3) Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaangsgian yang
terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang ledalhdari

pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa kaasid

4) Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai dan
menyenangkan. Para anggota saling menghargai aata s
lain, karena mereka sadar bahwa mereka bekerjarbars

untuk kepentingan bersama.
d. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan lanjutan. Karer@ergawasan

selalu berpedoman pada tujuan yang dituangkan lemdperencanaan
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pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordind3ggan kata lain,
pengawasan baru dilakukan apabila ketiga fungsiatiis sudah
dijalankan. Tanpa suatu rencana yang jelas misalmgka tidak ada

suatu pedoman atau pegangan yang pasti dalam rketakengawasan.

24  Teori SWOT

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digana untuk
merencanakan sesuatu hal yang dilakukan. SWOT rads¢@uah Kekuatan,
Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman. SWOT ini bidganakan untuk
menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat $eberecana untuk melakukan
sesuatu, sebagai contoh, program RerjaAda sebuah organisasi yang akan
membuat program kerja, untuk itu mereka harus tehtang kondisi organisasi

mereka dan lingkungan dimana organisasi itu berada.

Untuk itu mereka melakukan analisis SW®Ertamadengan mengetahui
kekuatan organisasi dalam hal ini, kekuatan bisatikan sebagai kondisi yang
menguntungkan untuk organisasi tersebut, misalmgagurus yang setia terhadap
organisasi atau keuangan organisasi yang baifgka yaitu dengan mengetahui
kelemahan organisasi dalam hal ini kelemahan disgtikan sebagai suatu
kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebusalmya, kondisi anggota
yang tidak aktif, dana yang tak adketiga yaitu dengan mengetahui kesempatan
organisasi dalam hal ini bisa diartikan sebagaiusbal yang bisa menguntungkan
jika dilakukan namun jika tidak diambil bisa merkan, atau sebaliknya,
misalnya, sumber dana ada bila diminkeempatyaitu dengan mengetahui
ancaman organisasi dalam hal ini bisa diartikanragabsuatu hal yang akan
menghambat atau mengancam selama perjalanan pedakskegiatan misalnya,

banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif.

o faizperjuangan.wordpress.com/.../aplikasi-teoriliaisaswot-dalam-organisasi/ 2088:1
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25 Teori Motivas

Motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkagkainupaya yang
tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikoiidia oleh kemampuan. upaya
itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individuahul® menggunakan teori
motivasi untuk membahas motivasi individu dalam akshnakan tugasnya.
Berdasarkan teori motivasi dari Maslow yang dikuilph Siagian yang intinya

antara lain yaitu:

Kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan pada ltmgkat kebutuhan

yang datang secara simultan dan dalam tingkat pargeda-beda yaitu:

a. Kebutuhan fisiologis.

b. Kebutuhan akan keamanan.

C. Kebutuhan sosial.

d. Kebutuhan penghargaan (esteem) dan
e.  Kebutuhan untuk aktualisasi difi>

Dari teori motivasi tersebut diatas, maka dalam aksdnakan
pengamanan Kawasan Industri Modern Cikande akaratdaglihat tingkat
kebutuhan mana yang akan diutamakannya, sesuaanié&efputuhan pada saat ia

memerlukannya yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kebutuhan fisiologis.

Kebutuhan fisiologis adalah suatu kebutuhan umieknpertahankan hidup
atau kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup,ustik mendapatkan

kebutuhan biologis, seperti makan, minum, tiduo|dgis dan sebagainya.

10 Sondang Siagiafm,eori Motivasi dan Aplikasiny@T Bina Aksara, Jakarta, 1989,
him. 146.
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b. Kebutuhan akan keamanan.

Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan terdehasahaya fisik dan
rasa takut akan kehilangan pekerjaan atau jabatmta benda, keluarga,

barang atau orang yang dicintai dan sebagainya.
c. Kebutuhan sosial.

Kebutuhan hidup bersama atau bermasyarakat adabbtuhan untuk
bergaul dengan orang lain, karena manusia adal&hlokasosial seperti

kebutuhan untuk berorganisasi, berkelompok, paguyualan sebagainya.
d. Kebutuhan penghargaaes{eem

Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan ataualiedalah kebutuhan
untuk mendapat penghargaan apa yang telah dipedtaat memperoleh
cinta dari seseorang. Penghargaan dapat diterimaupdoe pujian,

kompensasi, promosi karier dan sebagainya.
e. Kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Kebutuhan untuk mendapatkan aktualisasi diri ad&kebutuhan puncak
setiap orang, yaitu kebutuhan mendapatkan pengakeberadaannya,

karena keberhasilannya, atau yang dicita-citakannya

2.6 Kepustakaan Penelitian

Tujuan dari kepustakaan penelitian ini adalatukimembantu penulis
dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman daldakuken penulisan
tesis ini. Karena sebelum melakukan penelitian |enterlebih dahulu
mempelajari dan memahami hasil penelitian sebelamAylapun kepustakaan

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian oleh Prof. Awaloedin Djamin MR&ngan

judul “Profesionalisméndustrial Security dalam menciptakan Sistem Keamanan
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Lingkungan”!* Penelitian ini menemukan bahwa sebagian bésdustrial
security di Indonesia masih belum profesional. Peran medsfam perusahaan
belum dikelola dengan baik karena tidak adanyeakstruorganisasi yang tegas

mengaturnya. Selain itu, sebagian besar merekanbellatin dengan baik.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh awaloBgmin dengan yang
dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menelitiatg sistim keamanan
lingkungan. Perbedaannya penelitian yang dilakukbeh Awaloedin djamin
memfokuskan pada peran industrial security sedangkaelitian yang dilakukan

oleh penulis memfokuskan pada proses manajememdadéim keamanan.

Kedua adalah penelitian oleh Budi Sajidin, MahasiswagPam Studi
Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Usiti@s Indonesia, Jakarta
tahun 2004. Penelitian ini dituangkan di dalam Sesing berjudul Manajemen
Sekuriti Toko Gudang Rabat Alfa Bintaro TangerarRenelitian tersebut
mengetengahkan permasalahan tentang sistem orgjakesmanan pada Toko
Gudang Rabat (TGR) Alfa Tangerang termasuk struktganisasi, pembagian
tugas,rekruitmen karyawan dan prosedur yang berlaku di TGR Alfageaang.
Disamping itu juga diteliti tentang pelaksanaangsolahan keamanan, peralatan
yang digunakan serta hubungan pengelola keamanageepihak Kepolisian
sektor Pondok Aren Bintaro. Kesimpulan dari perselitini adalah manajemen
keamanan TGR Alfa Tangerang telah melaksanakanrigelisik, sekuriti
personal, dan sekuriti informasi disesuaikan dengamgkat kerawanan

wilayahnya.

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukanpaehlis adalah sama
sama meneliti tentang proses manajemen dalam peaigahaan. Perbedaannya

adalah pada penelitian oleh Budi sajidin dilakugada tiga aspek sekuriti yaitu

1 Awaloedin Jamin, Profesionalisme Industrial Sigudalam Menciptakan Sistem

Keamanan Lingkungan, disampaikan pada Seminar $toofdisme Industrial security yang
diselenggarakan oleh AMSI, Jakarta, 2 Oktober 2001.
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sekuriti fisik, sekuriti personal dan sekuriti infioasi sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis dibatasi hanya pada sekiisik saja.

Dari beberapa studi yang penulis gunakan adalbhgse bahan masukan
dan pengetahuan penulis dalam rangka menambah waavwes pemahaman
khususnya masalah pengamanan lingkungan khususnyéawiasan Industri

Cikande Serang Banten.
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BAB |11

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penwddalah menggunakan
metode kualitatif, yakni penelitian mendalam damyeduruh (holistik) untukm
memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan sisterajemen pengamanan
dikawasan Industri Modern Cikande. Pendekatan katdlimenurut (Farouk
Muhammad 2003:100) Penelitian kualitatif adalah gtiéan eksploratif yang
mempunyai proses yang dapat memberikan gambarasu&hierhadap suatu
kasus secara mendalam. Sedangkan menurut LincoinGada (1985) dalam
Lexy J Moleong (2001), bahwa penelitian kualitatifialah penelitian yang
dilakukan pada latar belakang alamiah atau padéekendari suatu keutuhab
(entity), yang menghendaki adanya kenyataan-kenyataamgaekeutuhan yang

tidak dapat dipelajari apabila terpisah dari kosisla.

Data yang didapat di lapangan merupakan data mebDta lapangan
dapat dimanfaatkan untuk verifikasi permasalahany yhteliti. Data yang peneliti
ambil di lapangan meliputi prose dari pelakasarsstem pengamanan Kawasan

Industri Cikande Serang.

Dalam Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapigldungkan dengan
catatan dapat digunakan untuk meneliti pada obyakgysama tetapi tujuan
berbeda dan dilakukan bergantian. Langkah pertamaggunakan Pendekatan
Kualitatif untuk menemukan hipotesis, sedangkargkah selanjutnya adalah

Pendekatan Kuantitatif digunakan menguiji hipotesis.

Pendekatan kuantitatif yang dipergunakan untuk milemag kualitatif
terkait dengan data yang tidak dapat diperoleh lmelkualitatif. Karena

penelitian kuantitatif dimulai dengan teori-teoan{um) kemudian dibuat suatu
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konsep untuk dirumuskan menjadi suatu hipotesisigis). Diperlukan sampel
untuk pengujian terhadap hipotesis yang telah diskan. Pada akhirnya
kesimpulan dari hasil hipotesis tersebut dapatmdigdisasikan (umum). Proses

penelitian kuantitatif diawali dari deduktif-induk{dari umum ke khusus).

Kemudian alasan penulis menggunakan pendekataftatiiahi adalah
untuk memahami dengan seksama serta menggambagkéend fenomena,
peristiwva yang berlangsung dengan melakukan wawandangan beberapa

informan dan penulis melakukan observasi pada i&eagsan industri tersebut.

3.2 Metode Pendekatan

Kemudian penulis dalam menggunakan metode pendeksaelitian ini
adalah dengan metode sudut pandang yuridis maalgjalasan penulis karena
metode sudut pandang yuridis manajerial ini  penidigin mengetahui dan
menggambarkan sejauhmana kiat-kiat dari peran jer@laperusahaan dalam
menentukan kebijakan atau menentukan langkah-léngleubahan terhadap

masalah situasi keamanan di lingkungan perusahaan.

3.3 Metode Penulisan

Selanjutnya metode penulisan yang penulis gunakaland melakukan
penulisan hasil/laporan penelitian adalah menngamaketode deskriptif analitis,
alasan penulis menggunakan metode ini yaitu penngsn menjelaskan dan
memberikan hasil penelitian sesuai dengan perntesalgang penulis teliti dari
permasalahan yang satu dengan permasalahan seyjangéngan apa adanya

kemudian penulis analisa sesuai kemampuan penulis.
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3.4 Sumber Informasi

Dalam penelitian ini sebagai sumber informasi memnggan informan yang
dijadikan sebagai sumber data primer. Dengan tujudnk menyaring sebanyak
mungkin informasi dari berbagai macam sumber. mDgb@rolehan data peneliti

akan mewawancarai beberapa sumber informasi datara
a. Koordinator Keamanan Kawasan
b. Kepala Regu jaga
c. Anggota petugas Keamanan kawasan
d. Manajer Personalia Kantor Pengelola Kawasan
e. Anggota Brimob yang bertugas menjaga keamanan &teaan
f.  Waka Polsek Cikande
g. Anggota Pol Sub Sektor Kawasan
h.  Anggota petugas Keamanan kawasan

3.5 Teknik Pengumpulan Data
1) Wawancara Mendalam

Adalah teknik wawancara yang didasarkan oleh nagia itahu yang
tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwaroksh
pertanyaan yang mendalam. Dalam wawancara mendaigmenulis
menggunakan pedoman yang telah dibuat sebelum kalapangan.
Hasil wawancara penulis catat atau penulis rekama guelangkapi
data yang terlewati karena keterbatasan waktu seavawancari

informan.

Dalam wawancara ini peneliti mewawancari antara, leobordinator
keamanan kawasan, kepala regu jaga, anggota jagenajen

personalia kantor pengelola kawasan, unsur dasyanakat.
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2)  Observasi

Observasi atau melakukan pegamatan langsung gungnng data
dan mengetahui secara langsung kejadian yang selyangerjadi di
lapangan, melalui teknik ini penulis dapat melisatara langsung
bagaimana manjemen sistem keamanan yang diterapkiawasan
ini. Elemen utama dalam melaksanakan survey keamigsik adalah
melibatkan inspeksi pada semua aspek. Baik fisilkikir, arsitektur
dari fasilitas yang akan disurvey, termasuk pinendela, sistim
penguncian, pencahayaan, pemagaran, alarm, maoigasi beografik
lokalnya Observasi ini peneliti lakukan pada loKagasi yang
diidikasikan rawan gangguan, pada pintu keluar t&smdaraan dan
orang, pada pagar pembatas antara kawasan inddstigan

pemukiman masyarakat.

3) Telaah Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yaitakutkan
dengan menelaah dokumen yang ada dan mempelagainiena isi
dokumen yang mendukung kegiatan tersebut. Dokuraeg penulis
pelajari berkaitan dengan permasalahan penelitiaitu yberkaitan
dengan teknik dan sistim pengamanan dikawasan tindUedern
Cikande serang. Telaah dokumen ini peneliti lakukdengan
mempelajari beberapa litertur, bahan-bahan kul@ddkumen pada
kantor pengelola kawasan industri modern dan beibagmber

perundang-undangan yang ada kaitan dengan penétitia

3.6 Jadwal Pendlitian

Waktu penelitian berdasarkan kalender pendidikayg@m Pasca Sarjana
(S2) KIK, diketahui bahwa waktu penelitian di mutalan Januari 2011
sampai dengan bulan April 2011
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3.7 Sistimatika Penulisan

Hasil penelitian akan penulis dituangkan ke dalaratis bentuk laporan
penelitian (Tesis) dan penulis bagi menjadi enaln pada setiap bab terdiri dari
sub-sub bab yang saling berkaitan. SistematikalgamuTesis ini adalah sebagai

berikut :

Bab | Pendahuluan, pada pendahuluan ini terditaranlain : latar
belakang permasalahan, masalah penelitian, fokaglipan,
pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian daksmd, tujuan

dan manfaat Penelitian

Bab Il Kajian Kepustakaan, menerangkan definigngertian yang
dijadikan landasan dalam penelitian ini antara: lkeépustakaan
penelitian, kepustakaan konseptual. Penulis mergurahasil
penelitian yang terdahulu yang memiliki relevansngan
penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mendapatkaformasi
mengenai data awal yang akan digunakan sebagan aalam

penelitian.

Bab IlI Metodologi Penelitian. Yang berisikan anat lain : Pendekatan
dan metode penelitian, teknik pengumpulan dataktuv

penelitian dan sistimatika penulisan.

Bab IV Gambaran Umum Lokasi penelitian, dalam bab penulis
menyajikan gambaran umum daerah penelitian, danl has
penelitian yang diperoleh dilapangan secara mendatian
mengupas permasalahan yang ditemukan di lapangda,y&ng

berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Bab V Pembahasan, selanjutnya setelah memperoésii temuan
penulis kaitkan dengan teori yang penulis gunakamudian

dianalisis sesuai permasalahan yang ada.

Bab VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran
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BAB IV
HASIL TEMUAN

4.1  Gambaran Umum Wilayah Serang Banten

Kabupaten Serang terletak di ujung Pulau Jawa bdmagat, adalah salah
satu Kabupaten dari 4 Kabupaten dan 2 Kota di ailalrovinsi Banten yaitu
Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupategefang, Kota Cilegon
dan Kota Tangerang. Pengembangan potensi wilayahpéaen Serang tak dapat
dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Bansespai dengan kondisi dan
potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakamngaekankan pengembangan

pembangunan pada pertanian, industri, parawisatdagangan dan jasa.

Kabupaten Serang mempunyai kekuatan sumber daya @dda sumber
daya manusia potensial yang bertekad bulat bahu balem membangun
wilayahnya secara maksimal. Mengandalkan kekayaamber alamnya cukup
berlimpah serta pemberdayaan seluruh potensi ydagkabupaten Serang akan
mampu membuat dasar pijakan kuat sebagai modak umambangun wilayah
Kabupaten Serang seoptimal mungkin guna mencapsgjddeeraan sebesar-

besarnya bagi rakyatnya.

Masyarakat Kabupaten Serang memiliki sifat-sifdignes, kekeluargaan
dan kegotongroyongan yang cukup kental. Sikap dailagu dalam kehidupan
sehari-hari mempunyai kesetiakawanan sosial yamggiti dilandasi oleh
kesadaran penuh rasa tanggung jawab untuk ikut aggnkeamanan dan
ketertiban di wilayahnya, sehingga potensi konflgjolak politik di Kabupaten
Serang relatif rendah. Situasi ini jelas menduksugsana yang tentram dan aman
serta kondusif untuk perkembangan dunia usahangghi membuat banyak
investor merasa tenang dan nyaman melakukan asinyih berusaha di wilayah

Kabupaten Serang.

34 Universitas indonesia

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



Gambar. 1
Peta Wilayah Hukum Kota Serang Banten

ss

Sumber Data : BPS Serang Banten

Dengan latar belakang budaya yang kental dan befaeoik rakyatnya
yang terkenal gagah berani melawan penjajah Beldnllea memberikan warisan
warna khas keteguhan dan kegigihan masyarakat getalam membangun
wilayah Serang untuk kesejahteraan dan kemakmuwesaimma secara maksimal.
Semuanya tercermin pada lambing Kabupaten Seramg lyarmottokan 'Sepi
Ing Pamrih, Rame Ing Gaweéyang berarti "Semangat Selalu Bekerja Keras,

Tanpa Mengharap Imbalan”.

Pada umumnya masyarakat Serang menganut agama dslarberlatar

budaya Islam yang taat dan patuh. Masyarakat Senangjliki religiositas tinggi,
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berasas gotong royong, dan hidup secara kekeluarddasyarakat memiliki

tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban gghiserang relatif mampu
membebaskan diri dari berbagai konflik etnik, soslan ekonomi. Suasana
kondusif ini menciptakan kenyamanan untuk dunighas®erbagai usaha besar

dan skala menengah telah tumbuh dan berkembareyain&

Perjalanan panjang sejarah dan keterbukaan Sesdaly membentuk
masyarakat terdiri atas berbagai suku. Bukan hday#za dan Sunda, tapi juga
menyambut kedatangan bangsa Arab, Cina, dan Indid. semuanya telah
menyatu, menjadi masyarakat Serang. Mereka hidupunrudamai dalam
komunitas besar, tinggal menyebar di perkotaanpdaiesaan. Jumlah penduduk
Kabupaten Serang hanya 1,6 juta jiwa, dengan komsigaki-laki dan perempuan
berimbang, dan laju populasi 2%. Penduduk tersefeaata di wilayah kabupaten
seluas 1.700 km2, hidup di dataran rendah dari 8ampai 1.778 m di atas

permukaan laut.

Memandang lanskap Kabupaten Serang dari udara teki#mat wilayah
indah. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Jagajpakan dataran luas dan
rawa pasang surut. Makin selatan, dataran berulgaijeni perbukitan subur, dan
makin selatan lagi berubah menjadi pegunungan vselimuti hutan lebat. Ke
arah barat, akan tampak Selat Sunda yang beronwand dengan pantai

memanjang dari utara ke selatan.

Serang memiliki iklim tropis dengan curah hujan23®m/hari. Suhu rata-
rata antara 25°C — 27°C, dengan tekanan dan keteml&l.00 mb/bulan. Angin
lebih banyak bertiup dari barat dengan sesekalitohanr ketika musim kemarau.
Flora-fauna di Kabupaten Serang mendapat temgatdmasyarakat serta bebas
berkembang. Fauna utama yakin memiliki lebih d@rijénis burung di habitat
Pulau Dua, pulau khusus yang dijadikan cagar alagi burung-burung yang

transit dari benua Australia dan Afrika.
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Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangast yang dikelola oleh
masyarakat. Memberikan hasil pertanian yang beragaperti buah-buahan
pisang, mangga, rambutan, dan durian untuk konsuoksil dan memasok
kebutuhan buah kota Jakarta. Serang juga memikkkgbunan rakyat yang
menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kogngkeh, lada, karet, vanili,
kakao, dan bumbu-bumbu. Juga untuk memenuhi kebaotlibkal serta lebih
banyak untuk memasok kebutuhan masyarakat Jaketara Geografis wilayah
Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50’ sardpngan 6°21' Lintang
Selatan dan 105°0" sampai dengan 106°22’ Bujur ufimlarak terpanjang
menurut garis lurus dari utara keselatan adalaliesedO km dan jarak terpanjang
dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 km, sedangkadudukan secara
administratif berbatasan dengan: Sebelah UtarataBb dengan Laut Jawa,
Sebelah Timur dibatasi Kabupaten Tangerang, Seb®&atan dibatasi oleh
Kabupaten Lebak dan Pandeglang, Sebelah Baraadi@eh Kota Cilegon dan
Selat Sunda

Kabupaten Serang memiliki wilayah cukup luas 1,034Km?2 dan
sumber daya alam yang banyak namun masih terbafasn dpoemanfaatanya.
Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dagian yaitu kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Pola penggunaan lpada kawasan budidaya,
sebagian besar penggunaan lahannya terdiri ataavpenan yaitu sawah tadah
hujan dan irigasi, tegalan, kebun campuran, perkamgan, perumahan dan jasa.
Sesuai dengan topografinya Kabupaten Serang memwilkah dataran dan
bergelombang berada pada ketinggian 0 m — 1.778iatas permukaan laut
dengan curah hujan rata-rata 145,3 mm/bl. SuhuaudarKabupaten Serang
berkisar 23,1 — 31,3 °C, sedangkan tingkat kelembahbta-rata sekitar 78 % dan
rata-rata penyinaran matahari mencapai 69,2 %. ditt@ndingkan dengan luas

wilayahnya maka tingkat kepadatan penduduk Kabup&erang adalah 1.076
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jiwa/km persegi, dengan okupasi mata pencahariadyskik terbanyak adalah

petani.

Gambar. 2
Route Jalan Dari Jakarta Ke Serang Banten

Secara umum wilayah Kabupaten Serang berada pdit@dian kurang
dari 500 meter dari permukaan laut dan tersebda pamua wilayah. Kemiringan
tanah atau lereng selain mempengaruhi bentuk wilgyga mempengaruhi

tingginya perkembangan erosi.
4.1.1 Penduduk Kota Serang

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kota Serang bekdasdari Statistik
Serang 2003 berjumlah 347.042 jiwa. Luas wilayad92.Ha maka kepadatan
penduduknya 112 jiwa/ Ha. Dari data kependudukaata$é maka Kota Serang
dapat digolongkan dalam kelas kota sedang, dimasrdabar kriteria BPS
mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota deuogalah penduduk antara
100.000 sampai 500.000 jiwa. Penduduk Kabupateranger(akhir 2008)
berjumlah 1.336.605 jiwa dengan komposisi 680.Jid4 laki-laki dan 656.501

jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga adalah 3%3®ang. Dari jumlah

38 Universitas indonesia

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



keseluruhan penduduk Kabupaten Serang, tercata3®®H8rang telah memasuki
syarat wajib KTP, dan 664.204 di antaranya telamillde KTP. Mayoritas
masyarakat Kabupaten Serang menganut agama Islah.ind kemudian
melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Serang vyaignal memiliki

religiusitas yang tinggi, berasas gotong royong, hidup secara kekeluargaan.

Masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk @genj ketertiban
sehingga Kabupaten Serang relatif mampu membebadkardari berbagai
konflik etnik, sosial dan ekonomi. Suasana kondusimenciptakan kenyamanan
untuk dunia usaha. Berbagai usaha besar dan skalangah telah tumbuh dan
berkembang di Kabupaten Serang. Kabupaten Seramgilikielatar belakang
sejarah dan budaya yang panjang. Perjalanan panfantglah membentuk
masyarakat multi etnik. Bukan hanya Sunda dan Japadi Kabupaten Serang
juga terdapat suku Bugis, Padang dan Batak, setaleturunan dari bangsa lain

seperti bangsa Arab, Cina, dan India.

4.1.2 Kondisi Ekonomi

Kondisi Perekonomian Daerah Gambaran perkembangasil h
pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang secaraonupat dilihat dari
perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)RB Kabupaten
Serang pada tahun 1993 sebesar Rp. 4,299 Trilgdangkan pada tahun 1996
atas harga konstans (tahun 1993) sebesar Rp. Briyi®n dan atas harga berlaku
sebesar Rp. 6,539 Trilyun atau rata-rata PDRB gdaurt dari tahun 1993 sampai
dengan 1996 adalah atas harga konstans Rp. 4.83305@an atas harga berlaku
Rp. 5.350.204,86. Sedangkan PDRB tahun 1997 mengpknurunan kontribusi
9 (Sembilan) lapangan usaha terhadap PDRB befwnuit-menurut ranking,

sebagai berikut :

a. Industri pengolahan : 63,44%
b. Perdagangan, hotel dan restoran : 8,85%
C. Pertanian : 7,42%
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d. Bangunan / konstruksi : 5,06%

e. Jasa-jasa : 4,45%

f. Angkutan dan komunikasi : 3,84%

g. Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan : 2,68%
h. Pertambangan dan penggalian : 0,25%

I Atas harga berlaku
J- Industri pengolahan : 62,15%
K. Perdagangan, hotel dan restoran : 9,28%

l. Pertanian : 7,66 %

m. Bangunan / konstruksi : 5,10 %

n. Jasa-jasa : 4,60 %

0. Angkutan dan komunikasi : 4,02 %

p. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan : 2,776 %
g. Pertambangan dan penggalian : 0,26 %

Dari angka-angka di atas, nampak bahwa pembanglet@mnomi
Kabupaten Serang lebih dari setengah kontribusi BPRiRlominasi lapangan
usaha industri dan pengolahan sedangkan lapangdma lginnya telah dikuasai
oleh sektor sekunder, seperti nampak pada kontrik@lsmpok sektor usaha rata-
rata per tahun 2009-2010, sebagai berikut :

1. Kelompok sektor usaha 2009

. Primer (pertanian dan penggalian penambanga®J%o
. Sekunder (industri pengolahan, listrik, gas darbersih): 67,50 %
. Tersier : 24,83 %

2.  Atas harga berlaku kelompok sektor usaha 2010
. Primer (pertanian dan penggalian penambangarB %

. Sekunder (industri pengolahan, listrik, gas danbersih) : 66,33

. Tersier : 25,74 %
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Lapangan pekerjaan kegiatan ekonomi masyarakataserkbn hasil
susenas tahun 2009 sampai menyatakan bahwa ratgpesentase
penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja menurundgpa pekerjaan

utama Kabupaten Serang menurut ranking sebagauberi

. Industri pengolahan : 13,99%

. Perdagangan, hotel dan restoran : 19,89%

. Pertanian : 37,06%

. Bangunan / konstruksi : 7,06%

. Jasa-jasa : 11,87%

. Angkutan dan komunikasi : 7,96%

. Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan : 0,38%
. Pertambangan dan penggalian : 1,38%

Atau dilihat dari distribusi sektor lapangan usatema masyarakat : Primer
: 38,60 %, Sekunder : 14,58 dan Tersier : 46,82 Dari angka-angka di atas
nampak bahwa adanya ketidak seimbangan secaraspmrph antara besaranya
kontribusi tiap lapangan usaha terhadap PDRB dengssernya lapangan

pekerjaan utama pada masyarakat.

Tampak bahwa perekonomian Kabupaten Serang setw@eo dibangun
oleh sektor sekunder, terutama industri dan pehgola Sedangkan kegiatan
perekonomian masyarakat secara mikro masih berhzeil sektor primer,

terutama pertanian.
4.1.3 Faslitas Umum dan Sosial

Fasilitas Pendidikaisalah satu sisi dari keberhasilan pendidikan daand
dengan meningkatnya partisipasi sekolah pada sddmleempok usia sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia SD 7tdl2un meningkat dan
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92,30% pada tahun 1993 menjadi 120% pada tahun. 189dka Partisipasi
Murni ( APM) sebesar 86,07% pada tahun 1993 meningkenjadi 100,19%
pada tahun 1997. Pada tingkat penduduk usia SLTE518hun, APK meningkat
dari 30,64% pada tahun 1993 menjadi 49,46% padatdB97 sedangkan APM
AIM sebesar 23,84% pada tahun 1993 meningkat mebihd2% pada tahun
1997. Untuk penduduk usia SLTA 16-18 tahun, APK imgkat dan 22,75% pada
tahun 1993 menjadi 33,32% pada tahun 1997 sedanRd sebesar 16,38%
pada tahun 1993 meningkat menjadi 33,52% pada th9@n.

Keberhasilan wajib belajar terlihat secara nyatagde penurunan
persentase penduduk yang buta huruf dan peningkatasuduk yang bersekolah.
Penduduk dengan usia 10 tahun ke atas yang butd talnun 1995 sebanyak
12,18% dan jumlah penduduk Kabupaten Serang, paklant1997 jumlah
tersebut turun menjadi 6,28% sedang Angka MeleluH/AMH) sebesar 84,78%
pada tahun 1993 naik menjadi 91,71% pada tahun.l@3merintah Daerah
Kabupaten Serang: Pola dasar pembangunan daeralpdtabh Serang tahun
1999/2000-2003/2004) Guna membangun berbagai pefab@ngunan serta
dalam upaya pembangunan sumber daya manusia [has@urces development]
di Kabupaten Serang juga berdiri berbagai pergurtiaggi, antara lain;
Universitas Tirtayasa, Sekolah Tinggi Agama Islargéli [STAIN] Maulana
Hasanuddin, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIMgaulana Yusuf, Institut

Agama Islam Banten (LAIB) serta beberapa akadetimgieat D1 dan D2.

Sarana kesehatan merupakan sarana sosial yangt ssergeng dalm
membentuk Sumber Daya Manusia yang sehat. Denganwilayah Kabupaten
Serang 188.718,00 Hektar dan jumlah penduduk sel#638.812 jiwa pada
tahun 1996, dilayani oleh 10 unit Wahana YankesabDasng tersebar di 9
Kecamatan di Kabupaten Serang. Dan untuk membepledayanan kesehatan

pada masyarakat di setiap kecamatan terdapat Poa&eslengan jumlah
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seluruhnya 39 Puskesmas dan dibantu oleh 62 puskeBambantu serta 29 buah

Puskesmas Keliling.

Sarana kesehatan ini didukung oleh 71 orang telagder dan 435
Bidan. Disamping itu terdapat pula 1.410 tenag&unwBayi terlatih yang sudah
mendapatkan bimbingan/pengetahuan Kebidanan daasDKesehatan Daerah
Tingkat Il Serang. Jenis dan jumlah sarana pertiaddi wilayah Kota Serang
sampai dengan akhir tahun 1996 meliputi: Masjitb2.buah, Langgar 3.871
buah, Mushola 295 buah, Gereja 5 Buah dan Vihdmaah

4.1.4 Pemukiman

Komponen Air BersilKapasitas produksi air terpasang sampai dengan
tahun 2003 sebesr 439,42 It/dtk, yang tersebar pelarapa instalasi pengolahan.
Dari jumlah tersebut yang terpakai hanya 334,98tKtlatau sebesar 76,23%
sehingga masih terdapat sisa kapasitas sebesad410tr/dtk yang belum
dimanfaatkan. Mengingat potensi masyarakat di Ks¢sang per 31 Desember
2003 seluruhnya adalah 1.735.560 jiwa dengan cakppkayanan baru mencapai
188.497 jiwa atau 10,86% maka diupayakan untuk mématkan kapasitas yang
tersedia dengan pengembangan jaringan distribwE hun 2004 yaitu daerah
Bojanegara, Kasemen dan Kandayakan selain dengaa iengusulkan

pengembangan atau pembangunan instalasi.

4.2 Gambaran umum Kawasan industri Modern Cikande

Kawasan industri Modern Cikande Serang mulai beagiepada tahun
1992. Kawasan industri Modern Cikande Serang nientdhan seluas 600 Ha,
lokasi Kawasan industri Modern Cikande Serang leemidJalan. Raya Jakarta
Serang km.68 dengan batasan wilayah antara lasehielah Utara berbatasan

dengan jalan raya Jakarta Serang, sebelah Barahatasan dengan kecamatan
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Kibin, sebelah Selatan berbatasan dengan kecanRdararayan dan sebelah

Timur berbatasan dengan kawasan industri Panca.Tama

Gambar. 3

Kawasan Industri Modern Cikande Serang

Kawasan industri Modern Cikande Serang dalam mafaksan
operasional telah meraih Sertifikat dari Badanifieasi LRQA (Lloyd’s Register
Quality Assurance), berupa: ISO 9001 untuk Siskamajemen Mutu (SMM),
ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SMah dHSAS 18001
untuk Sistem Manajemen Kesehatan (K3).

Pengembangan kegiatan industri merupakan salahfisagai utama yang

akan dikembangkan di Kabupaten Serang. Dengan keets dan terbentuknya
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Kota Cilegon maka pusat pengembangan kegiatan tmdlisvilayah Kabupaten

Serang adalah di Kawasan Bojonegara dan di kaw@seang Timur khususnya

di Cikande.
Tabel. 1
Potensi Industri di Kabupaten Serang
No. Klasifikasi Industri Jumlah Jumlah Jumlah
Perusahaan | Tenaga Kerja  Investasi
(Juta Rp)
1 | Industri Besar dan Sedang 227 87.500
Industri Kecil (Formal) 696 12.717 24.133
3 | Industri Kerajinan Rumah 14.449 43.347 8.210
Tangga (Non Formal)
Jumlah 15.372 143.564 32.343

Sumber : BPS Kabupaten Serang

Sebagai penunjang utama kegiatan perekonomian l#aupSerang,

kegiatan industri telah menunjukkan kecenderungatkgmbangan yang cukup

besar dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan tindiusokasi yang terbagi

dalam Zona Industri Serang Barat dan Zona IndS&trang Timur.

1. Zona Industri Serang Barat meliputi area sekit®38,5 ha dan

luas kawasan industri sebesar 1.300 ha. Zona daaska ini

menampung 147 perusahaan yang bergerak di bidashgstm

mesin logam dasar, industri kimia, industri maritiam pelabuhan.

2. Zona Industri Serang Timur meliputi area sekita426,5 ha dan

kawasan industri seluas 15.017 ha dan kawasan emampung

283 perusahaan industri yang bergerak di bidangsindaneka,

elektronika, sepatu, garment, mainan dll.
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Beberapa sentra komoditi unggulan industri kecforimal dan skala
rumah tangga antara lain sebagai berikut:

. Kecamatan Baros, Desa Curug Agung terdapat padypi&ts

. Kecamatan Pamarayan, Desa Mander terdapat keraimgaman
bambu

. Kecamatan Petir, Kadu Genep terdapat Industri tas

. Kecamatan Ciruas, Desa Kepandean terdapat Inckestii dan
pandai besi

. Desa Bumi Jaya terdapat industri gerabah/keramik

Lokasi Kabupaten Serang yang relatif jauh dariipétan (Tanjung Priok)
mengakibatkan Kabupaten Serang kurang mampu bgrsd@émgan kawasan
industri lainnya seperti yang berada di wilayah #@dten Tangerang dan Bekasi.
Kondisi ini memberikan pemikiran, bahwa pengembangaelabuhan di
Bojonegara menjadi sangat penting karena kebergdaakan menaikkan daya
saing kawasan industri di Kabupaten Serang.

Sesuai dengan kebutuhan lahan tersebut, pengenmbandastri lebih
diarahkan ke kawasan industri di Serang Timur kboga di Cikande dan
sekitarnya. Lokasi di kawasan ini lebih memungkmkpengembangannya
dibandingkan dengan kawasan Bojonegara yang kdtaese lahannya relatif
lebih terbatas. Permasalahan penting yang harusrhdipkan adalah, bahwa
banyak lahan pengembangan yang merupakan laharh.s®edimbangan yang
diberikan dalam mengalokasikan lahan ini adalahwiaalmingga batas-batas
tertentu, nilai ekonomi lahan menunjukkan potenangy lebih tinggi jika

dimanfaatkan untuk pengembangan industri, sehinggatribusinya dalam
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meningkatkan perekonomian Kabupaten bisa lebingktatkan. Selain itu dalam
hal penciptaan lapangan kerja, kegiatan indudiihlenemungkinkan memberikan
lapangan kerja yang relatif lebih luas.

Walaupun demikian, pengembangan tetap mempertinkbangroporsi
lahan yang ada sehingga produksi pertanian Kabuoipiteat tetap dipertahankan.
Dengan pertimbangan ini maka alokasi pengembangaiman! industri
dikonsentrasikan di kawasan yang sudah atau akamilikie prasarana
pengembangan yang mendukung kegiatan industri. ePgmgngan ini meliputi
area di wilayah Kecamatan Binuang, Kibin, Cikand&agilan, sebagian
Pamarayan dan sebagian Jawilan. Sementara itu mpéaggan industri di
Kawasan Bojonegara diarahkan di wilayah Kecamatan Rmpel, Bojonegara
dan Kramatwatu. Walaupun demikian beberapa indystng berkembang di
sekitar kawasan Cilegon masih dapat dialokasikperigpengembangan kegiatan
industri di Desa Kosambironyok Kecamatan Anyer.

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah Kabop&erang dan Kota
Serang (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007) merfj@iKecamatan di
Kabupaten Serang dan 6 Kecamatan di Kota Serangpakdkecamatan yang
masuk Kota Serang adalah Kecamatan Serang, Cigegek Taktakan, Kasemen,
Curug dan Walantaka). Dan untuk langkah selanjuthyéota Serang pada tahun
2009 akan membentuk kelompok kerja AMPL Kota Sengamp terpisah dengan

Pokja AMPL Kabupaten Serang.
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421 Gambar Umum Lokas Pengamanan Kawasan Industri

Wilayah yang menjadi lokasi pengamanan di Kawasduostri Modern
Cikande Serang antara lain : seluruh aset yangdbedi kawasan tersebut.
Mengingat dalam kawasan tersebut terdapat berlpagasahaan yang antara lain,
PT. Park Land Indonesia, PT. Pajak Purnama, PT YGhtALDC, PT. Asa
Bintang Pratama, PT. Yasunaga, PT. Caroen PakphianSam Jang, PT. Vinil
Manomea, PT. Nippon Seiki, PT Central baru Stedl, €entury Metalindo,
PT.Hwa Hook Steel, PT. Crown Steel, PT. BMS, PTwanindonesia, PT

metsuba dan Bank Mandiri.

Kekuatan pengamanan Kawasan industri Modern Cik&stang Banten
dilakukan secara koordinasi dengan petugas tiafidaerah Operasi antara lain,
Polda Banten, Polres Serang, Polsek Cikande damsuruTNI. Bantuan
Keamanan dari Polsek Cikande dengan didirikan kaképolisian sub sektor

kawasan industri modern yang beranggotakan 5 PieRan.

Kekuatan Jaga pengamanan Kawasan industri Mod&an@e terdiri dari
43 (empat puluh tiga) anggota pengamanan (Satp@na)yi 4 (empat) kepala
regu dan 36 (tiga puluh enam) anggota. 1 (saty) terdiri 9 (sembilan) atau 10
(sepuluh) anggota keamanan. Jam kerja dibagi me#jéeimpat) shift, dimana
shift | dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengamj16.00 Wib, kemudian shift
[l dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam.0® Wib, selanjutnya shift
Il dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 08.00 w&hift IV melaksanakan

istirahat menunggu tugas jaga berikutnya.

Wilayah Operasional Pengamanan Sekuriti Kawasamsind Modern
Cikande Serang Banten dibagi beberapa Pos, yaiivareal keluar masuk orang
dan kendaraan, di daerah yang paling sudut kawedaan di daerah yang
terdapat mungkin timbul dalam keadaan tertentu giaedan dengan

perkampungan.
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Satpam kawasan Industri Modern Cikande berjaga dideBapan) pos
penjagaan yang tersebar diseluruh lokasi kawasagatgekomposisi pos sebaigai
berikut yaitu, 1 (satu) pos utama ada di gerbarigakenasuk kawasan dan pos

pemantauan berjumlah 7 (tujuh) pos terletak dihamptiap sudut terluar dari

kawasan.

4.2.2 Lokas Pengamanan

Mengingat tingkat kerawanan dari masing-masing kbgengamanan

maupun hakekat ancaman yang berbeda-beda, makalwieengamanan di bagi

2 yaitu :

- lingkungan dalam area di kawasan industri melidokasi produksi,

gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkn kawasan

dalm hal ini perkantoran

- Lingkungan luar kawasan, meliputi batas bangudangan pagar

terluar dan batas pemukiman penduduk.

Wawancara dengan bapak Eman petugas keamanan PVI#ial Reality

...... kami bertugas mengamankan seluruh kawasdn gabrik maupun
kantor selain itu kami juga mengawasi batas pagangyberhubungan
langsung dengan kampung penduduk soalnya masiwitaah kawasan
yang hanya di batasi oleh portal saja sehingga danyasyarakat yang
mudah masuk ke dalam kawasan......

Berdasarkan data yang ada di kantor pengelola lkawdiketahui bahwa luas
keseluruhan kawasan industri modern cikande adaatpir 600 Ha, dan dalam
suatu kesempatan percakapan penulis dengan stabrkpengelola kawasan
didapatkan informasi bahwa kawasan industri ini naksegera dilakukan
perluasan, seiring makin terciptanya situasi pamekaan yang makin kondusif.

Hal tersebut akan berdampak pada makin luasnyasildé@wvasan yang harus
diamankan oleh petugas keamanan. Hal senadaakatamleh bapak Sudino

petugas keamanan kawasan
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...... jika perluasan jadi di lakukan maka tugas kakan semakin berat
karena lokasi yang harus diaman kan bertambah gkdgnmlah petugas
keamanan belum ada penambahan.syukur-sykur kaniln foigs. di bantu
oleh satpam pabrik walaupun mereka hanya bertugag@amankan pabrik
masing-masing......

Gambar. 4

Lokasi Pos Pengamanan Kawasan Industri Cikandan§e

Sumber Data : Pengelola Kawasan Industri Moderai@Zle Serang

4.2.3 Perkantoran/perusahaan yang menjadi obyek pengamanan

Dampak dari kerusuhan mei 1998 yang terjadi di dakaga mambuat
banyak investor asing memilih meninggalkan Kawasatustri Modern Cikande
karena dianggap situasi pada saat itu sangat kioladtusif. Hal ini penulis ketahui

dari hasil wawancara dengan bapak Daniel

..... banyak pengusaha-pengusaha dari luar yangitogrusahanya di
kawasan gara-gara terjadinya kerusuhan bulan rhentd998 mereka
memilih untuk membuka usaha di tempat yang laim kakut rugi.jika
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tetap bertahan di kawasan apa lagi pada saat ityakasekali terjadi
penjarahan......

Hasil pengamatan penulis di lokasi di ketahui balsaapai dengan saat ini

jumlah perusahaan/perkantoran yang beroperasi eakan Industri Modern

adalah 15 perusahaan dan 1 perkantoran, denga&amrsebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.

PT. Park Land Indonesia

PT. Pajak Purnama

PT YU Wont LDC, PT. Asa Bintang Pratama

PT. Yasunaga

PT. Caroen Pakphan,
PT. Sam Jang

PT. Vinil Manomea
PT. Nippon Seiki

PT Central baru Steel
PT. Century Metalindo
PT.Hwa Hook Steel
PT. Crown Steel

PT. BMS

PT. Inwa Indonesia
PT metsuba dan

Bank Mandiri
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Gambar. 5
Lokasi Perkantoran/Perusahaan Kawasan Industrn@&&erang

Dalam pelaksanan pengamanan dikawasan industrirmpeééugas

keamanan yang dilengkapi dengan sarana dan pergtgamanan berupa :
b. Metal Detector
C. Lampu penerangan disetiap sudut lokasi
d. HT sebanyak 10 unit/hampir setiap anggota menggmag&cara
bergantian sesuai tugas jaga meskipun alat tersédak semua
dalam kondisi baik.

e. Tongkat/alat pukul dari karet yang biasa digungbairsi
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Berdasarkan pengamatan penulis tidak ditemukan yadakamera
pemantau CCTV yang dipasang baik di pos jaga atadmudut lokasi kawasan.
Keberadaan kamera CCTV hanya terlihat terpasasegain lingkup perusahaan
dan pemasangannya dilakukan secara swadaya ol@tgamagsing pabrik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kearkanasan bapak Prayitno
bahwa sarana dan peralatan yang di perlukan gaggengamanan antara lain :

..... peralatan yang sangat dibutuhkan adalah pésatvauntuk memantau
secara tidak langsung dan diletakkan di pos utataa pospolsektor,

selain itu perlunya metal detector sebagai alaks¢bagi kendaraan yang
keluar masuk, belum adanya lampu penerangan gqissuaut lokasi

kawasan. Namuan pesawat HT sebanyak 10 unit/hasefisp anggota
menggunakan secara bergantian sesuai tugas jadd@poreslat tersebut
tidak semua dalam kondisi baik dan perlu tongkatt/aukul dari karet

yang biasa digunakan polisi.....

Hal senada disampaikan oleh bapak Arafat petugasdean kawasan
...... benar bahwa untuk kamera CCTV hanya addatim perusahaan
tentara di pos jaga kawasan belum di lakukan pemgasasama sekali
padahal kamera CCTV bisa sangat membantu tugas keamma bisa lebih
mudah dalam mengawasi......

4.2.4 Tugas Pengamanan Kawasan

Sebagai acuan para petugas keamanan dalam meledsakagiatan
penjagaan sehari-hari maka pengelola kawasan metatetapkan suatu prosedur

tetap dalam menjalankan tugas penjagan, yaitu :

1. Melakukan penertiban terhadap keluar masuk oranta rkerja,

rekanan dan para pedagangan asongan
2. melakukan pengecekan lokasi atau kawasan

3. melarang kepada para pedagang masuk kawasan alainkdin

menepati kios yang disediakan
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4. melakukan penertiban bagi para pedaganag asongkam dangka

kemanan lalulintas keluar masuk Kawasan Induskaie
5. melakukan pencatatan terhadap keluar masuk kendaraa
6. Pemeriksaan personel

a. cek identitas (ID Card) dan apa tujuan masuk kawasagi
yang tidak dapat menjelaskan dari tujuan dan tidagat
menujukan ID maka dilarang untuk masuk Kawasandtrdu

Modern Cikande

b. cek terhadap barang-barang yang dibawa sesoramgelah

diijinkan masuk

c. bagi tamu yang membawa senjata api/tajam agar ipleanit

di pos jaga.

d. bagi tamu wajib menggunakan peneng (tanda pengenal

disipakan petugas keamanan)
e. melaksanakan dengan sikap yang sopan, sapa damgeny

f. melaklukan pemeriksaan kepada karyawan, tamu dan
sebagainya, upaya ini dilakukan untuk mengantisigdanya

gangguan kamtibmas.

7. Pemeriksaan terhadap setiap material atau baraagg keluar

masuk Kawasan Industri Modern Cikande

a. Melakukan pengecekan barang yang dibawa apakatlikiem
dokumen dan apakah sesuai dengan barang yang diBdaa
kedapatan tidak kesesuaian antara dokumen dangbgeay
dibawa. Maka untuk sementara dilakukan penahanaggai

dokumen dapat dilengkapi.
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10.

b. cek kendaraan yang masuk apakah adanya barang yang

dilarang.

c. apabila kedapatan barang yang dilarang maka murgebut

ditahan guna proses selanjutnya

d. bagi mobil karyawan dilakukan pengecekan pada lsslagar

saja
Pemeriksaam keluar masuk kendaraan

a. cek apakah pengemudi memiliki ID dan apakah se$emgan

kepimilikannya

b. cek dalam mobil guna mengantisipasi adanya adaayanb

yang terlarang

c. apakah kendaraan yang dibawa sesaui dengan dokygangn

ada

Sasaran pengamanan adalah lokasi kawasan danrsgkitdari
setiap bahaya yang sifatnya mengganggu, sasaragampenan
selain pengamanan fisik dilakukan pengamanan taphagekerja
atau karyawan dan lokasi pengamanan dibatasi elgarpgKkawasan

Industri Cikande yang melingkar seluas kurang €@ Ha.

Prosedur pengamanan dilakukan antara lain anggotgamanan
melakukan pemeriksaan tanda pengenal ID card, t-surat
kelengkapan orang atau kndaraan, pelarangan kepadg yang
tidak membawa identitas diri unutk masuk kawagsaelarang
yang membawa senjata api dan barang-barang yang

membahayakan
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Uraian di atas senada dengan keterangan Aiptu Sditimwo

...... benar bahwa setiap petugas keamanan kawaagim mvengetahui
prosedur pengamanan yang sudah di tetapkan olejelotan antara lain
melakukan penertiban terhadap orang yang keluaukitasmasuk para
pedanggang asongan.selain itu juga melakukan pekgedokasi atau
kawasan,melakukan pencatatan terhadap keluar masuk
kendaraan,melakukan pemeriksaan terhadap setiagiahdtarang yang

di bawa keluar masuk kawasan ......

Dalam jenjang hirarki sistem pengamanan di kawasdustri terdapat
seorang koordinator keamanan yang membawahi bebekamandan regu.
Untuk saat ini koordinator keamanan kawasan ditjaleh Kepala Kepolisian
Sub Sektor berpangkat Aiptu. Sebenarnya ridak afarkisan bahwa seorang
koordinator keamanan harus di jabat oleh seorangyps kepolisian namun dalah
hal ini pengelola kawasa menganggap bahwa akanh lebuda untuk
mengkoordinir para petugas keamanan jika di lakudeh seorang yang sudah

terlatin dalam bidang ini . hal ini di perkuat oleérnyataan bapak Daniel,

...... memang kami sengaja menempatkan Aiptu Sagiagai koordinator
keamanan karena kami anggap tugas beliau sebgualskbsektor akan
lebih mudah untuk mengatur anggota-anggota keamkaamn namun
sebenarnya tidak ada ke harusan untuk di jabakw®orang polisi......

Adapun perincian tugas tanggung jawab masing-mashggai berikut
Tugas Koordinator Keamanan :
1) Bertanggungjawab atas pengamanan kawasan secaharigban.

2) Memerintahkan kepada regu atau anggota jaga umelakukan
pengaturan dan pemantauan kendaraan tamu/pengurgafagn

rangka pengamanan

3) Melakukan kegiatan pengaturan keluar masuk oramgkeadaraan

melalui gerbang utama
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4)  Memberi informasi jalan bagi tamu agar dapat merokasi atau

tujuan
5) Siap untuk mengamankan perusahaan yang beradtadi Bawasan

6) Siap untuk memberikan pengamanan kepada pekenj&a kerja,

dan karyawan dalam Kawasan Industri Modern Cikande

7) Melakukan koodinasi dengan instansi lain seperéirapkeamanan

dari kepolisian dan sebagainya.
Tugas regu jaga

Regu jaga adalah petugas atau anggota Satpamnyalagsanakan tugas
sesuai ketetuan yang ada (jadwal jaga) yang digkeplh komandan regu,

tugas dan tanggungjawab antara lain :
1) Bertugas untuk melakukan pengamanan kawasan indust
2) Melakukan patroli pada siang maupun malam hari

3) Patroli dengan menggunakan sepeda motor ataukakan

425 Langkah Pengamanan yang telah dilakukan di Kawasan industri
Modern Cikande Serang Banten

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KepoliSub sektor
Kawasan Bripka Kotaruddin bahwa langkah pengamgaag telah dilakukan di

Kawasan Industri Modern Cikande Serang Banten atéar :

...... Pertama menyiapkan dengan merekrut anggdpai@amelalui BUJP
unutk satpam Kawasan industri Modern Cikande Spr&@anten,

kemudian dalam rangka meningkatkan kemampuan gegggam ini

anggota diikutkan dalam pelatihan tenaga pengamagaara rutin dan
dalam menjalankan tugas selalu koordinasi dengarppe yang ada dan
Pospos Sektor yang ada dilokasi pintu keluar m&suklaraan......
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Dari penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwagkiah-langkah
pengamanan yang dilakukan satpam Kawasan Inddstliern Cikande Serang

Banten antara lain :

1. Menyiapkan dengan merekrut anggota Satpam mel&ldPBunutk

satpam Kawasan industri Modern Cikande SerangeBant

2. Unutk meningkatkan kemampuan anggota perlunya ipafat

tenaga pengamanan secara rutin

3. Selalu koordinasi dengan pos-pos yang ada dan B&sddor

4.3 Pelaksanaan Sistim Keamanan Di Kawasan Industri Modern Cikande

Menyadari bahwa keamanan merupakan kebufobleok yang diperlukan
oleh seserang maupun setiap perusahaan agar nmaempalankan produksinya
secara aman dan lancar. Setiap investor atau pem#irusahaan selalu
menjadikan keamanan sebagai pilihan utama sebelusnekan melakukan
investasi. Rendahnya tingkat keamanan menjadi satko tersendiri yang
memerlukan biaya mahal yang harus dikeluarkan gemilik perusahaan.
Gangguan keamanan seperti pencurian, penggelapagrysakan mesin-mesin
pabrik, penjarahan, dan perampokan barang produisisahaan mengganggu
kelancaran produksi perusahaan yang pada akhireygaRkibatkan kerugian bagi

perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bapak Dayéglg bertugas sebagai
manajer personalia pada kantor pengelola Kawasausin Modern yang
sekaligus bertanggung jawab pada seluruh petugamdman Kawasan Industri

Cikande Serang, beliau menyatakan bahwa :

..... Upaya yang dilakukan petugas pengamanan melatroli rutin antar
petugas keamanan, guna mengantisipasi ancamanabatiagk pengelola
kawasan industri telah melengkapi anggota dengatrdateksi. selain itu
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para pemilik perusahaan juga memperkerjakan terie@gamanan yg
direkrut dari badan usaha jasa pengamanan......

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang sasgengamanan yang
dilakukan selama ini, hasil wawancara dengan b&pakiel , yaitu :

...... Dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas gkilingan kawasan
anggota Satpam melakukan pemeriksaan secara épikdia setiap orang
dan barang yang keluar masuk kawasan, pertama reeiéntitas setiap
orang/barang yang datang, memeriksa identitas/ashaisi lainnya,
mempertanyakan keperluannya, kemudian bila sudapatiikan aman,
dipersilahkan masuk namun harus meninggalkan i@entersebut. Hal
tersebut untuk kepentingan pengamanan........
Selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimar@sguur pengamanan
yang dilakukan selama ini, hasil wawancara dengajg@ta petugas keamanan

Kawasan Industri Cikande Serang bapak Pranyitrity ya

......... Prosedur pengamanan secara bergantiansasaran pengamanan
adalah area lingkungan kawasan dari setiap ganggaag sifatnya
mengganggu, sasaran pengamanan selain perusahdakukaln
pengamanan fisik, personil atau karyawan dan rliaggup pengamanan
dibatasi oleh pagar pembatas.........

Hasil wawancara dengan koordinator petugas keamkaamasan Aiptu
Sapto Wibowa yang sehari hari bertugas sebagai lKéqmpolisian Sub Sektor
Kawasan berkaitan dengan berapa personil yandpdéntiengamanan dijelaskan
bahwa, anggota jaga pengamanan Kawasan Industreidcikande seluruhnya
terdiri dari 43 (empat puluh tiga) anggota pengaenaibatpam), terdiri 4 kepala
regu dan 36 anggota. 1 (satu) regu terdiri 9u 4 anggota keamanan. Jam
kerja dibagi menjadi 4 (dua) shift, dimana shifimulai dari jam 08.00 Wib
sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian shift Il dandari jam 16.00 Wib
sampai dengan jam 24.00 Wib, selanjutnya shiftldri jam 24.00 wib sampai
dengan jam 08.00 wib. Shift IV melaksanakan isatamenunggu tugas jaga

berikutnya.

59 Universitas indonesia

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



Kemudian berkaitan dengan jadwal jaga penulis nuddalk wawancara

dengan koordinator keamanan Aiptu sapto, beliayeteskan bahwa :

....... Satpam kawasan industri Modern Cikande Sedhsini berjumlah

seluruhnya sekitar 43 (empat puluh tiga) anggotaggmanan (Satpam),

yang terdiri dari 4 kepala regu dan 36 anggdta(satu) regu terdiri 9

atau 10 anggota keamanan. Jam kerja dibagi mehjallia) shift, dimana

shift | dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengamj 16.00 Wib,

kemudian shift Il dimulai dari jam 16.00 Wib sampangan jam 24.00

Wib, selanjutnya shift Il dari jam 24.00 wib samgiengan jam 08.00

wib. Kemudian pada Shift IV melaksanakan istiratet menunggu tugas

jaga berikutnya yang sesuai jadwal ditetapkan......

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa |okasig menjadi
prioritas pengamanan adalah pada seluruh kaweasmarpada khususnya yang
diperketat adalah pada lokasi-lokasi perusahaangdPeanan yang dilakukan
secara langsung, yang dimaksud secara langsurghadalam bentuk penjagaan,
patroli dan pemantauan langsung. Sedangkan pemganyang dilakukan secara
tidak langsung adalah dalam bentuk pemantauaniun@@as-pos penjagaan di

sekitar kawasan

Sementara partisipasi atau bentuk dukungan mastarakalam
pengamanan lingkungan kawasan yaitu, masyarakagy yenggal disekitar
lingkungan kawasan pada umumnya menjalin hubungaik. iKarena pada
umumnya masyarakat sekitar selama ini telah membdatam menjajakan
jajanan/makanan kepada para pegawai/keryawan pexarsaMasyarakat tinggal
disekitar dengan tujuan mencari kebutuhan ekondfasyarakat juga mengerti
bahwa lokasi kawasan industri sangat ketat dalamygreanan namun mengingat
sudah lama masyarakat berbaur dengan lingkungarsagdeaan maka masyarakat

tersebut mendapat kemudahan untuk masuk kawasan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pengamayang dilakukan
anggota Satpam di lokasi dengan cara melalui pemeggsejak dini, terutama
yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pemgaradalah melakukan

pengawasan terhadap keluar masuk orang, barangfieem] pengamanan
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gedung, pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pangandilakukan antara
lain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tagmigenal ID card dan
dilarang membawa senjata api dan barang-barang yaegbahayakan.
Kemudian pengamanan secara langsung dilakukanasigbota Satpam dalam
bentuk patroli rutin, dengan tujuan bila terjadsis&u hal anggota Satpam secara

cepat dan tanggap langsung menangani.

Kemudian berdasarkan hasil temuan dokumen bademgamanan secara
tidak langsung dilakukan melalui koordinasi denggmbaga keamanan lainnya
seperti dengan Polri dan TNI. Metode yang dilakukalama ini berjalan cukup
baik walaupun masih adanya keterbatasan persendgmanan. Karena jumlah
personil tersebut telah ditempatkan pada pos-paméiean yang ada di sekitar
perusahaan. Jumlah pos pengamanan di lingkungaaska industri Cikande
berjumlah 8 pos, dengan jumlah anggota jaga pacégpg®s ada yang berjumlah

1 orang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Koatdin Petugas
keamanan Aiptu Sapto Wibowo, berkaitan dengan odgémnsarana dan

perlengkapan tugas jaga, anggota menjelaskan :

...... sarana yang tersedia sampai saat ini antm HT, topi/sepatu
pelindung, yang masih kurang terutama untuk kegiatpatroli (perlu
mobil patroli). Masalah ketrampilan anggota rela¢ifdidik karena pada
umumnya anggota memiliki sertifikat. Bila terjadarggguan dan dalam
keadaan darurat anggota pengamanan dapat bekesjsmi sdengan
perannya. Anggota secepatnya melakukan koordid@sgan anggota
lainnya untuk segera turun ke lokasi.......

Dukungan masyarakat dalam mengantisipasi masalajggan keamanan
yaitu, masyarakat pada umumnya mau membantu lp&ldkan atau dibutuhkan.
Namun masih ada sebagian masyarakat yang tidakli petkngan lingkungan
kawasan karena memiliki kegiatan sendiri sepedia®y petani yang seharian di

sawah. Sebagai informasi bahwa masyarakat yangdiragkitar kawasan pada
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umumnya keluarga ekonomi menengah kebawah sehingggalah ekonomi

menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi kebututierideari.

4.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Keamanan Kawasan

Industri Modern Cikande

Jumlah penduduk sekitar Kawasan Industri Cikandar§esemakin hari
bertambah banyak yang berpotensi gangguan keamafeamgapa ? karena setiap
tahun bertambahnya lulusan sekolah yang tidak ngag dalam lapangan
pekerjaan. Sementara kebutuhan hidup tidak dapg@indisi secara maksimal,
oleh karena itu dengan banyaknya tingkat pengamaggaikhawatirkan akan

mempengaruhi kriminalias di kota Serang.

Hasil wawancara dengan Manajer personalia kawasapakB Daniel,
bahwa faktor yang mempengaruhi sistem keamanandeawdapat dilihat dari

berbagai sudut, antara lain :

...... Bila dilihat dari kekuatan adanya dukungam d@ordinasi antara
pihak pengelola dengan petugas Polri dan TNI dambp@gunan pos di
lingkungan kawasan menjadi 8 pos dengan jumlahe#Sopel, sementara
kelemahan bahwa pos-pos jaga yang ada di kawashrstin Modern
Cikande belum dilengkapi dengan sarana kamera pesgdCCTV).
Mengingat fungsi CCTV adalah untuk membantu rega jsekuriti dalam
melakukan pemantauan dan pengawasan secara tengsusiéerutama
terhadap situasi kondisi atau kondisi yang tidgkatl@iawasi secara terus
menerus oleh regu jaga atau anggota sekuriti. rBéahat peluang yaitu
adanya kesadaran sebagian besar karyawan/pegawsetip perusahaan
akan gangguan keamanan dan ketertiban kawasan #ahijakan
pimpinan (pengelola jasa pengamanan) dalam memhbhargarana
pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan menetapkaankian regu.
Kemudian ancaman adalah dari masyarakat yangdindisekitar
kawasan, masyarakat sekitar pada umumnya kelu&ogeomi menengah
kebawah sehingga masalah keamanan tidak menjddhtar khusus bagi
masyarakat tersebut. Karena pada umumnya masyaeakaimemikirkan
bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya meskipunadengra yang
tidak baik......

62 Universitas indonesia

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dan studngerk bahwa faktor
yang mempengaruliialam sistim Keamanan Kawasan Industri Cikandeglgen

meninjau dari sudut pandang Teori SWOT, yaitu :
a. StrengthgKekuatan)

1) Dukungan dan koordinasi antara pihak pengelola aepgtugas Polri
dan TNI. Dukungan bila menghadapi ancaman bahapeartsassu
bom, dan anggota jaga selalu melakukan koordin@asgah petugas
jaga lain dan melakukan koordinasi antar pos-@asrianan yang ada

di sekitar kawasan.

2) Pembangunan pos di lingkungan kawasan menjadi 8 deogan

jumlah 43 personel,

3) Selain petugas keamanan kawasan masing-masingapesarss juga
memperkerjakan petugas keamanan yang direkrutldaian usaha

jasa pengamanan.
b. Weaknesgkelemahan)

1) Berdasarkan hasil penelitian bahwa pos-pos jagg gda di kawasan
Industri Modern Cikande belum dilengkapi denganasar kamera
pengawas (CCTV). Mengingat fungsi CCTV adalah umhgmbantu
regu jaga sekuriti dalam melakukan pemantauan darggwasan
secara terus menerus terutama terhadap situasisk@tdu kondisi
yang tidak dapat diawasi secara terus menerus reigh jaga atau
anggota sekuriti. Untuk itu perlu adanya upaya pdagn alat

tersebut

2) Hasil penelitian saat ini mobil patroli hanya 1 dardah tidak layak
karena sering mengalami kerusakan, maka untuk gdumya
penambahan kendaraan patroli. Karena dengan leardgatroli

tersebut mobiltas pengawasan akan lebih efektifndatgiah terawasi.
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3) Jumlah kekuatan anggota keamanan masih diperlukangimgat
lokasi cukup luas dan memiliki lokasi potensi ranwamcaman dan
gangguan. Berdasarkan temuan bahwa anggota &agmrpanan
yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) anggotagaenanan. Sistem
Penjagaan terdiri dari 4 (empat) regu, 1 (satgy rerdiri 9 atau 10
anggota keamanan. Jam kerja dibagi 4 (empat) shy#itu shift |
dimulai dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16MD, kemudian
shift Il dimulai dari jam 16.00 Wib sampai denggm 24.00 Wib,
selanjutnya shift 11l dari jam 24.00 wib sampai dan jam 08.00 wib.

Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas fmEg&kutnya
4) Lampu penerangan

Lampu penerangan berfungsi alat bantu saat melakpgagawasan
malam hari serta menghindarkan seseorang dari ikeimguntuk
melakukan penerobosan atau pencurian di area kawasampu
penerangan yang terdapat disetiap sudut pagarmédak menutup
kemungkinan adanya bahaya dari masyarakat yang kmlasopat

jalur lain.
5) Alat proteksi

Alat proteksi yaitu pemasangan finger point dimakkandaraan yang

masuk dapat terdeteksi secara aman.
6) Alat komunikasi (HT/Telepon)

Alat komunikasi, berfungsi sebagai alat kendali rap®mnal
pengamanan dan untuk menyampaikan suatu pesaniagoisecara
cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di peaftan antara
lain HT dan Telpon. Mengingat tidak seluruh anggk&amanan

memiliki atau menggunakan alat tersebut.
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7) Alat deteksi (metal detector, search mirror/alketiesi manual) Alat
deteksi search mirror berfungsi sebagai alat detekanual dan
sebagai alat mengetahui adanya bahaya/ancamarrti(segse bom).
Metel detector berfungsi sebagai alat deteksi lofsenjata tajam/api)

yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan miasikdawasan.

Opportunities (peluang)
1) Meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawanypedari setiap

perusahaan akan gangguan keamanan dan ketekaveasan

2) Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamananhdat@mbangun
sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan apkaet

komandan regu.
Threats (ancaman)

1) Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pada umyarmemasuki
kawasan sudah terbiasa. Kondisi tersebut ditakudice orang yang
memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyusoparde

mengatasnamakan masyarakat sekitar.
2) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sekitar lingkungan kawsan bertanblaayak yang
berpotensi terjadinya kerwanan, salah satunya tkdrayaknya angka

pengangguran.
3) Budaya Masyarakat

Masyarakat sekitar pada umumnya keluarga ekonomnemgah
kebawah sehingga masalah keamanan tidak menjatatmar khusus
bagi masyarakat tersebut. Karena pada umumnya audagyarakat
Serang lebih banyak mendekatkan pada kegiatan iuslegtau

keagamaan.
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45 Penyelenggaraan Manajemen Sistim Keamanan Yang Efektif Dan

Efisen Di Kawasan Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan bahwa dalam mengantisigasigguan
kamtibmas di lingkungan kawasan anggota pengamdaki melakukan
pemeriksaan secara fisik kepada setiap orang damdpgang keluar masuk area
kawasan, pertama meminta identitas setiap orarayigarang datang, memeriksa
identitas/administarsi lainnya, mempertanyakan Kepanya, kemudian bila
sudah dinyatakan aman, dipersilahkan masuk namus haeninggalkan identitas
tersebut hal tersebut untuk kepentingan pengamdmanuan ini dibenarkan oleh

Koordinator keamanan Aiptu Sapto Wibowo,

..... seluruh petugas keamanan yang menjaga gerbahgr masuk
kawasan wajib untuk melakukan pemeriksaan terhamlapg maupun
barang yang akan masuk atau keluar. Selain itu jugeninta kepada
orang yang akan masuk kedalam kawasan untuk mieanitikartu identitas
serta menanyakan keperluan orang tersebut memesuksan.....

Dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa misggengamanan

Kawasan Industri Cikande Serang meliputi :

a. Perencanaan
Langkah-langkah perencanaan yang dilakukan meliputi
1) Menambah pos keamanan

Jumlah pos pengamanan di lingkungan kawasan berughposko
dengan jumlah 43 anggota keamanan yang bertugaarasec
bergantian sesuai jadwal. Dalam mengantisipasi yaahdan
gangguan pihak pengelola kedepan merencanakan mgmba

beberapa pos keamanan.
2) Pemasangan alat pantau

Kemudian pengamanan secara tidak langsung telakuldan

dengan cara menghimbau para pemilik perusahaank untu
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3)

4)

5)

6)

memasang alat pemantau melalui kamera CCTV selain i
melakukan koordinasi dengan lembaga keamanan kaiseperti

dengan Polri, TNI dan sebagainya.
Menambah jumlah anggota jaga

Karena kekurangan personil tersebut untuk ditengmapada pos-
pos keamanan yang ada di sekitar kawasan, walaopasih

adanya kekurangan personil pengamanan
Menambah anggota jaga/regu jaga

Melakukan rekrutmen petugas keamanan yang barukuntu
menambah kekuatan petugas keamanan di kawasantrindus

modern cikande Serang.
Membangun Pagar pembatas

Guna mengantisipasi ancaman, gangguan dan bapanak
pengelola keamanan telah membangun kembali terfpaajar)

secara keliling dan selain itu anggota diberikamh @eteksi.
Melakukan pendataan

Sebagai pertimbangan keamanan Kepala keamanan m&hka
anggota jaga untuk melakukan pendataan kepada oyang
masuk kawasan. Dengan memberikan tanda pengenidd mnatsuk.
Petugas jaga diperintahkan untuk melakukan pengectk Card

di pos keluar dan masuk

Pendataan kelompok kepentingan yang ada didimgan kawasan
meliputi pendataan pedagang asongan dan tukangajajadan

sebagainya

Melakukan sosialisasi program penertiban tenhgukkerja, mitra

kerja, rekanan.

67 Universitas indonesia

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



9. melarang gerobak dorong, sepeda, sepeda motsukmarea

kawasan kecuali ada ijin terlebih dahulu

10. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan di Pbadap keluar

masuk orang

11. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat rsekiag
bertujuan untuk menunbuhkan kesadaran dan kepeduli
masyarakat terhadap keamanan, minimal masyarakddk ti
melakukan kegiatan yang dapat meninbulkan bahayan d

gangguan keamanan.
b. Pengorganisasian

Yang dimaksud dengan pengorganisasian yaitu mifibairang-orang
atau anggota-anggota satu sama lain mempunyai gabuymitu melakukan
pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuamag® bahan masukan bahwa
tenaga satpam yang ada dalam kawasan industry d&kerdapat 2 jenis yaitu
satpam kawasan dan satpam perusahaan. Satpanmakajir@krut langsung (in
house) oleh manager personalia bagian pengelolsdra@ikande dengan jumlah
sebanyak 43 anggota satpam dan berkoordinasi déegata polisi Subsektor
kawasan yaitu bapak Aiptu Sapto Wibowo. Selainaatgawasan ada juga
satpam yang direkrut melalui badan usaha jasa kemm@UJP) yang jumlah
berbeda-beda sesuai kebutuhan dari perusahaabue®éawah ini nama-nama

perusahaan yang mengguanakan pengamanan mengguataka, yaitu :
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Tabel 2
Perusahaan yang menggunakan petugas KeamanarnJdéti B

lia

No | Nama Perusahaan  Jumlah BUJP Manajer persong
1 | PT Nipon Seiki 32 SPI ANUNG

2 | PT Merapi 15 KASA JUNAIDI

3 | PTCBS 44 BSI HERI

4 | PT SUN FANG 30 PBI EDI

5 | VINIL MM 18 TOSS SUTRINO

6 | PT CAROUN 27 SS IMAM

7 | PT LAAPI 17

8 | PT CPI 20

9 | PTLC 20

Sumber data : Pengelola Kawasan Industri Modekar@ie Serang Tahun 2011

Selain data tersebut penulis juga memeproleh datarg perusahaan-

perusahaan yang menggunakan jasa Outsourchingpiaat keamanan negara

disamping menggunakan tenaga pengamanan yanguiceir badan usaha jasa

pengamanan.
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Tabel 3
Perusahaan Yang Menggunakan Petugas Keamanan &?i Ban Outsourching

No | Nama Perusahaan Jumlah BUJP Jumlalasa Outsourching
1 PT Yasunaga 16 BASS 1 MARINIR

2 PT Mitsuba 3 KASA 1 MARINIR

3 | PT Pokhan 2 SS 2 BRIMOB

4 | PT Asa Bintang 15 TIRTA 4 BRIMOB

5 | PT Fajar utama 15 TOSS 1 KORAMIL

Sumber data : Pengelola Kawasan Industri Modékar@e Serang Tahun 2011

Dari hasil wawancara penulis dengan Aiptu sapterdigh informasi

tentang langkah-langkah pengorganisasian dibemtigcalain :
2) Komandan Regu

Memerintahkan kepada kepala regu untuk selalp siaga bila
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agamBeberkoordinasi

dengan kepala regu lainnya.
2. Pembagian shift

Kepala keamanan membuat jadwal tugas berdasarkahtuvdan
jumlah anggota, bila ada anggota yang berhalangankepala regu
segera menggantikan dengan anggota jaga laislain itu
kepala regu harus bertanggungjawab atas anggotarkgt dengan

permasalahan tugas.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

Dalam sistem pengamanan kepala keamanan dituntuhpma
berkoordinasi dengan satuan samping, seperti defi¢gdn Polri

(Polres Serang maupun Polsek Cikande) dan masysakiar.
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Table 4
Jadwal Jaga Perorangan

TANGGAL
NAMA 5(6]7]8]9]1d 11 17 19 14 19 14 17 19 19 24 21 27 29 24 29 24 27 29 2 3
1 | HUMAIDI X[ x| X[ X[ L] x| x| x| x] x| | x| x| x| x| x[L X[ X[ X XL x| x| X
2 | MUPID X| X[ X| X[ X| L| X| X| X| X| X| L| X| X| X| X| X X| X| X| X| X| L[ X|X
3 SURYANI L X| X| X| X| X| L| X| X| X| X| X| L|X| X|X|X X| X| X| X| X| L| X
4 | A MUIN X| L X| X| X| X| X| L|X| X| X| X| X| LI X|X|X X| L| X[ X| X| X| X|L
5 | HENDRA X| X[ L X[ X| X| X| X| L[| X| X[ X| X|] X|]L|X|X X| X| L X| X| X| X[ X
6 | JAENAL X| X[ X| L{ X] X] X| X| X| L| X[ X]| X|] X]X|L|X X| X| X| L| X| X| X| X X
KET : X=MASUK L=LIBUR
Table 5
Jadwal Jaga Per Regu
TANGGAL
NO REG [ 51 6] 7] & Ti1la il t]1lz2T2T2 121212121212 12]3
U 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 | (o] [e] | (o] | | | (o] | | | (o] | | | (o] | | | (o) | | I [e] |
F F F | | F F | | | F | | | F | | F |
F | | I F F | | | F |
2 ] 1] | (o] | | | (o] | | | (o] | | | (o] | | | [e] | | | [e] | | | (o] |
| F | | | F | | | F | | | F | | | F F | | | F
F | | | F F | | | F F F | | | F
3 I Il (] | | (@] | | | (@] | | (@] | | | o] | | | (@] | | | (@] ] I | (@]
F | | F | | | F F | | | F | | | F | | | F | | | F
E | F F F El1 |1 |1 |F F 1| F
4 \V 1 I | | | (@] | | | (@] | | | ] | | | (@] | | | (@] | | (@] I | Il
| | | F F | | | F | | | F | | | F F | | |
F F Fl1r |1 |1 |F F F |
KETERANGAN :
REGU | REGU 11| REGU |11 REGU IV
ARAFAT EMAN SAHLI TUJIRAN
HENDRIK BAMABANG SUDINO PRAYITNO
SUHANDA T. SURYANI SAMIN SLAMET
A, IMAN BAHRUDIN NANANG STION
SURYONO MARWAN MULYADI RASIMAN
ASEP PRASETYO DADANG ASTANI TABRANI
TABRONI ASANDI WAWAN ASMAN
ADE SUJANA SAMSUL Ucu
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b. Pengarahan

Pengarahan atau pelaksanaan yaitu bagaimana kegsdaanan
mengarahkan bawahan, apa yang harus dilakukgm geng melakukan dan
kepada siapa untuk dilaporkan. bahwa pelaksanagatd® pengamanan antara

lain :
1. Melaksanakan pengaturan keluar masuk orang

Anggota jaga melakukan pencatatan setiap orang k@niar masuk
area kawasan. Untuk itu diberlakukan pemberian Hdd cbagi

karyawan dan kartu tamu yang disahkan oleh pihakneman.
2. Melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan

Semua kendaraan yang masuk atau keluar kawasaseatna tertib

demi kelancaran lalu lintas

3.  Menghimbau pada para pengemudi untuk membukadataintu
kemudian dilanjukan dengan meminta ijin untuk mekser bagian

dalam dan bagasi kendaraan.
4.  Melakukan pengaturan keluar masuk material

Semua material milik perusahaan yang akan kelaar miasuk area

harus dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur keamana
5. Penjagaan

Tugas regu jaga adalah melakukan pengawasan takilikeluar
masuk orang, barang dan kendaraan serta hal-hglngancurigakan

dan mengambil langkah-langkah seusia prosedur

melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang datakean serta

hal-hal yang mencurigakan dan sesuia prosedur
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6. Pengawalan

Pengawalan adalah kegiatan perlindungan untuk nid@assituasi
dan kondisi aman bagi terselenggaranya suatu kegadgngan baik

dan lancar, seperti pengawalan tamu perusahaan.
7. Patroli keamanan

Melakukan pemantauan sekitar kawasan baik jalan ksupun
berkendaraan dengan tujuan mengadakan pemantauan da
pemeriksaan keberadaan lokasi perusahaan seria segaatu yang
dianggap tidak wajar dan melanggar aturan, lingbaiooli meliputi

area perusahaan, area parkir kendaraan dan akeafoean
8. Kegiatan Bina lingkungan

Petugas keamanan mampu menciptakan kondisi daasisiiman
dilingkungan perusahaan, melakukan pendekatan padah
masyarakat/tokoh agama dan mampu memberdayakanarakal

sekitar lokasi kawasan.
d. Pengawasan

Pada tahapan pengawasan ini kepala keamanan matakpkngecekan
atau pengawasan langsung terhadap tugas yanguldilakkepala regu dan
anggotanya. Apakah petugas melaksanakan tugasai sesngan tujuan yang
telah ditetapkan. Seperti, anggota dalam melaksandaugas harus sesuai
jadwal yang telah ditentukan dan berapa jumlah degam tugas. Perkembangan
dan hasil tugas harus dilaporkan secara rutink @ialiam bentuk laporan harian,
laporan bulanan dan laporan tahunan. Berdasarkaml @muan bahwa
pengawasan yang dilakukan kepala keamanan terh&éagpla regu dan

anggotanya dilaporkan sesuai hasil tugas yangsdifaakan.

Kemudian pengawasan fisik terhadap karyawan aggawai perusahaan

yang berada di Kawasan Industri Modern Cikanderariain :
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1. Pemeriksaan personel

a. Melakukan pengecekan dan pemberian kartu idenfias
Card) dari seluruh karyawan atau pegawai perusajaag
berada di Kawasan Industri Modern Cikande, seblagaiuk

identitas diri.

b. Melakukan pengecekan terhadap barang-barang yaagal
sesorang yang masuk perusahaan yang berada diskawa

Industri Modern Cikande

c. Kemudian bagi tamu yang membawa senjata api/tagen a
menitipkan di pos jaga.
d. Diharuskan bagi tamu wajib menggunakan peneng dtand

pengenal yang disipakan petugas keamanan)

e. Anggota jaga melaksanakan dengan sikap yang ssppa,

dan senyum
2. Pemeriksaan terhadap setiap material yang kelusukna

a. Melakukan pengecekan barang yang dibawa apakahlikiemi
dokumen dan apakah sesuai dengan barang yang diBdsva
kedapatan tidak kesesuaian antara dokumen dangogaaigy
dibawa, maka untuk sementara dilakukan penahamaggai

dokumen dapat dilengkapi.

b. Melakukan pengecekan kendaraan yang masuk apakah

adanya barang yang dilarang.

c. Apabila kedapatan barang yang dilarang maka miglogebut

ditahan guna proses selanjutnya
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3. Pemeriksaan area parkir

a. cek apakah kendaraan memiliki administrasi kelapgha

kendaraan dan apakah sesuai dengan kepimilikannya

b. cek dalam mobil guna mengantisipasi adanya adaaseng

yang terlarang

c. apakah kendaraan yang dibawa sesaui dengan dokangn

ada

Sebagai bentuk pengawasan kepala keamanan setiambkakukan atau
mengadakan kegiatan tatap muka dengan anggotagasebentuk koordinasi
antara atasan dengan bawahan guna menjalin irdorman bagaimana
menetapkan sasaran pengamanan dalam kawasanarSasaigamanan selain
perusahaan dilakukan pengamanan fisik, persondl ledgyawan yang ada dalam
lingkungan kawasan. Kemudian pengamanan yangultigan anggota di lokasi
dengan cara melalui pencegahan secara sejak ditarga gangguan keamanan

selain itu anggota keamanan melakukan pemantaugalui patroli jalan kaki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kearkamasan Bapak
Arafat, berkaitan dengan pedoman anggota melakglengamanan kawasan

industry Cikande Serang, Yyaitu :

....... Anggota dalam menjalan tugas selalu berpedpaaa petunjuk dan
Ketentuan Bidang keamanan yang telah ditetapkam olpengelola
keamanan di kawasan Industri selain itu satpamnili snerujuk pada
Peraturan Kapolri No 24 tahun 2007 tentang sisteranaj@men
pengamanan organisasi, perusahaan dan /atau ifistabaga
pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna menghinkesalahan dalam
menjalan  tugas. Dalam pelaksanaan atau operasidit@bangan
pengamanan kawasan industri sudah ada kepala kaangang bertindak
sebagai pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan tagigguab
pengamanan dan dibantu oleh konsultan khusunyamdahenghadapi
permasalahan yang dirasakan terlalu rumit sepejtikurasa/mogok kerja
dan sebagainya..............
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Berdasarkan wawancara tersebut dikatahui bahwaosggengamanan
dalam pelaksanaan tugas dilapangan mengacu padaturan Kapolri No 24
tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamananisagia perusahaan dan
/atau instansi/lembaga pemerintah. Dalam Peratkiegolri No 24 tahun 2007
tersebut tertuang petunjuk Lapangan tugas selasterti, prosedur pengamana
dilapangan. Selain itu satpam perusahaan jugeetbeman pada kerangka acuan
yang dikeluarkan oleh pihak penyedia tenaga pengamdalam hal ini petunjuk
lapangan yang ada tersebut masih banyak yang bekmmahami karena sebagai

anggota selalu sibuk dengan tugas yang diberikan.

Sementara hasil wawancara dengan anggota BrimgituBHasbullah

bahwa sistem keamanan yang dilaksanakan pihak kavehisetahui :

....... Belum profesional dan belum ada intensif akekan pengecekan,
untuk pembinaan fisik dan tekhnik semua diseraldeaautsourching, dan
pembinaan mental dilakukan hanya sekedarnya sagend masih
keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya &esayggota satpam
dalam pelaksanaan tugas. Namun dalam penampilatarie pakaian
yang digunakan telah sesuai dengan yang telah tukim yaitu
menggunakan pakaian seragam Satpam hitam/biru dondé&ngan kartu
identitas diri, pada lokasi area parkir, keluar nkakaryawan dan pihak-
pihak lain........

Kemudian hasil wawancara dengan Waka Polsek Cé&aatiwa Jumlah
aggota pengamanan untuk mendukung keamanan digqaawadustri Cikande
terdiri dari 43 orang satpam dan 5 orang anggota Yang menduduki Pol Sub
Sektor pada pintu masuk dan keluar kendaraan. rBéhhat dalam pembagian
tugas satpam sesuai dengan shift dibagi menjadish#t, dengan pembagian
waktu jaga dari jam 06.00 s/d 18.00 malam. Sedigift saling bergantian dan

shift ke 4 istirahat selama 1 hari.

Untuk mendukung pelaksanaan sistim pengamanan giéaigikan oleh
petugas pengamanan, maka anggota dilengkapi desagana dan perlengkapan
serta tempat-tempat jaga/pos jaga, sehingga meraidagatuan pengamanan

melakukan pemantauan di tempat-tempat tersebutuNamggota tidak memiliki
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alarm atau sirena sebagai tanda adanya keadaamatdarau bahaya. Kemudian
dalam kegiatan pengamanan yang dilaksanakan padad@n Industri Cikande

Serang, yang menjadi sasaran dari pengamanan adalah
1. Pimpinan dan karyawan

Terlaksananya suatu kegiatan ditentukan oleh wmssu yang ada di
dalam suatu rangkaian kegiatan tersebut, yaitu mpemi dan yang
dipimpin / pelaksana/pegawai. Dalam rangka meniagancaran dan
produktifitas dari kegiatan di seluruh perusahaamgy ada, maka
pimpinan dan karyawan menjadi sasaran kegiatanaoesigan yang
dilakukan oleh satuan pengaman, sehingga diharagésagan adanya
rasa aman bagi pimpinan dan karyawan, produktik&@yawan dan
pimpinan perusahaan dapat berjalan dengan baikggghperusahaan

dapat melaksanakan kegiatannya.
2. Proses Kegiatan

Hal lain disamping pimpinan dan karyawan, yang ipgnmendapat
pengamanan dari satuan pengaman kawasan, adalganpeman dari
pihak-pihak luar/tamu asing yang datang ke Perwasghdarus
dilakukan pengawasan terhadap keperluan dan kegidadisamping
itu sarana dan prasarana baik itu mesin atau laat-alektronik
lainnya terhadap aksi tindakan kriminalitas, kelbakadan hal lainnya
yang dapat mengganggu kelancaran proses produkgietayamanan
juga dilakukan untuk menciptakan kenyamanan kepadgawan dan

pihak-pihak lainnya dalam kegiatan rutinitas.
3. Kawasan industri beserta asetnya.

Satuan pengamanan harus berusaha untuk menjagaeatamptakan

suasana aman di Kawasan Industri Cikande Serarbjngga para
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karyawan dan investor merasa aman dan nyaman daklakukan

aktivitasnya sehari-hari.

Peranan petugas keamanan kawasan industri adatsitegah dan
menanggulangi setiap bentuk ancaman dan gangguap af@n mempengaruhi
produktivitas kerja, untuk itu setiap anggota satysengaman dilatih untuk

melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tindakan menghadapi adanya tanda-tandamangurigakan.
b.  Tindakan menghadapi terjadinya pelanggararkdgatan.
c. Tindakan menghadapi terkait dengan adanyakezhn.
d. Tindakan dalam menangani kerusuhan dan huau-har

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengggota pol sub
sektor Bapak Bripka Kotarudin, berkaitan dengarasugnggota satpam dalam

menjegah gangguan keamanan antara lain melakukan :

...... Selama ini saya sebagai anggota pospol seldtlam penanganan
gangguan kamtibmas di Kawasan Industri Modern Glkami, saya
lakukan tindakan bila terjadi pelanggaran dan ke dilingkungan
kawasan, membantu fungsi lain seperti adanya Keeba ( karena di
kawasan anggota pemadam sangat terbatas) dan amdaknangani
kerusuhan dan huru-hara......

Tindakan yang diperbolehkan untuk petugas keamdam menangani

tindak pidana dilingkungan kawasan, antara lain :
1. Metode penanganan pengamanan

Metode yang ditetapkan adalah mencegah dan mdnipdea pelaku
kejahatan seperti mencuri, ada kelompok masyarngkaj mengganggu

kawasan karena niat tidak disalurkan dalam loworkgaja.
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3.

Pengamanan umum

Pengamanan umum yang dilakukan oleh anggota sdparasan Industri

Cikande, dengan membangun sarana pengamanan setana berupa:

Pos Polisi, Pemagaran kawasan industri untuk chetigi dari gangguan

yang mungkin timbul dari luar wilayah kawasan.

Pengamanan khusus

a.

Pengaturan penjagaan

Pengaturan dan pengendalian tugas satuan pengeaean dal
penjagaan sehari-hari dilaksanakan secara terusroeerselama
1x12 jam, dengan pembagian waktu jaga yang dibagiadi dua
shift, shift | selama 12 (duabelas) jam, shiftdlasna 12 (duabelas)
jam. Masing-masing shift beranggotakan 4 sampaiaBggota

satuan pengaman (satu regu).

Komunikasi
Sistem komunikasi yang digunakan oleh satuan peagamaitu
dengan menggunakan telepon dandy Talkydalam pelaksanaan

dan tugas rutin.
Pengamanan pintu keluar dan masuk

Pintu keluar masuk kendaraan ke kawasan terdapatudi titik,
yang memiliki sistim keamanan dengan menggunakamsor
Magnetik Pada saat kendaraan masuk akan didata dan paida sa
keluar akan didata kembali, sehingga dapat menguran

kemungkinan terjadinya tindak kriminalitas.

Kemudian hasil wawancara dengan anggota Pol SutoiSB&pak Bripka

Kotarudin, berkaitan dengan tugas anggota satpdamdenencegah gangguan

keamanan antara lain melakukan :
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.......... lya benar sekali saya bertugas melakyeamagaan umum,
mengatur lalulintas di kawasan industry Cikande memberikan
informasi pada tamu-tamu perusahaan terutama tamyg ayang
ingin berkunjung ke para pimpinan perusahaan daakhe
menjaga keamanan di pintu masuk keluar kendaraan...

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa lokasi Kawestustri Cikande
dapat dikatakan cukup tertutup artinya tidak senouang dapat masuk ke
kawasan secara bebas, kecuali ada persetujuakegeia keamanan Kawasan
Industri Cikande. Sementara para pegawai atau warygabrik/perusahaan bila
siang hari banyak yang keluar karena mencari makamg namun sebagian di

lokasi kawasan industry Cikande sudah disedialkautirk
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BAB V
PEMBAHASAN

51 Analiss Terhadap Manajemen Sistem Keamanan Di Kawasan

Industri Modern Cikande

Pengembangan kawasan Industri di Cikande Seramagddisi oleh nilai
keunggulan komparatif yang dimiliki melaui berbag&rusahaan yang ada di
kawasan tersebut. Dengan demikian Kawasan Inddkande Serang dibangun
sebagai kawasan kegiatan perekonomian. Berdaspekimbangan di atas, maka
Pemerintah Kota Serang mengembangkan kawasantindersebut sebagai
lapangan pekerjaan masyarakat setempat, sehingges&a industri ini memiliki
nilai kontribusi dan menggali potensi sumber dayadustri di daerah
tersebu.selain itu tujuan pengembangan kawasaustmdantara lain unuk
meningkatkan daya tarik bagi para investor baik d@am negeri maupun asing
dan pembangunan kawasan industri sebagai motogpeaigdalam pertumbuhan
ekonomi daerah termasuk penyerapan tenaga kerjaingk@atkan penerimaan
devisa, dan meningkatkan kualitas SDM setempat.

Namun faktor keamanan menjadi kebutuhan dasar pagisahaan
dikawsan Cikande yang beberapa waktu lalu teladateygu oleh krisis moneter
dan terjadinya kerusuhan tahun 1998. Pada sabaityak perusahaan di Cikande
Serang yang gulung tikar dan hingga kini belum perasi karena dihantui
dengan adanya aksi demo besar-besaran.

Oleh karena itu, setelah krisis moneter terjatlakipengelola keamanan
kawasan industri melakukan peningkatan khusunyanddlidang keamanan di
lingkungan Kawasan Industri Modern Cikande Serang.

Sistem pengamanan Kawasan Industri Modern Cikaretan§ setelah

pasca kerusuhan Mei tahun 1998 telah melakukdrabar upaya perubahan dan
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perbaikan baik dari tahap merencanakan hinggaptgtengawasan yang

dilakukan. Tahapan ini mengacu pada Teori marggjeyang meliputi :
a. Perencanaan

Sistem pengamanan Kawasan Industri Cikande Sewgag dikatakan
sudah cukup sesuai. Hal tersebut dapat terlihaedrpa kegiatan perencanaan

sistem pengamanan oleh pengelola bidang keamamaséa, yaitu :
1) Menambah Pos keamanan

Jumlah pos pengamanan di kawasan berjumlah 8 grogad jumlah 43
anggota keamanan yang tersebar pada setiap paanDaéngantisipasi
bahaya dan gangguan pihak pengelola merencan&kan emembangun

beberapa pos keamanan dalam kawasan.
2) Pemasangan alat pantau

Kemudian pengamanan secara tidak langsung telakukan dengan
cara memantu melalui kamera CCTV namun mengingatedsebut tidak
ada, maka direncanakan jangka pendek untuk digadangan alasan

pertimbangan keamanan.
3) Menambah jumlah anggota jaga

Jumlah personil yang ada dan ditempatkan padeopgossko keamanan
yang ada di sekitar kawasan, Metode yang dilakidedama ini berjalan

cukup baik walaupun masih adanya kekurangan pérsoni
4) Menambah Shif jaga/regu jaga

Waktu jaga saat itu sebelum terjadi kebakaran rdergashift, namun

tidak meutup kemungkinan akan menjadi 3 shift.
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5) Membangun pagar pembatas

Guna mengantisipasi ancaman dan bahaya pihak pémgebmanan
telah membangun kembali tembok (pagar) secaiinigatian direncakan
pemasangan CCTYV disetiap sudut yang dikendalikamathg pos utama

selain itu anggota diberikan alat deteksi.
6) Melakukan pendataan

Sebagai pertimbangan keamanan Kepala keamanan m&hka anggota
jaga untut melakukan pendataan kepada orang yngkmakasi seperti
pedagang asongan. Selain itu mereka di berikaratpadgenal bila akan
masuk area kecuali ada ijin. Petugas jaga dipdkaia untuk melakukan

pengecekan ID Card di Pos | keluar masuk kendayaag keluar masuk

Maka bila dikaitkan perencanaan yang dilakukan lpipangelola keamanan
kawasan dengan perencanaa pada teori manajespan diketahui dikatakan
cukup baik, karena pengamanan yang dibangun sepaaba kerusuhan telah

mempertibangkan pada aspek kebutuhan sistem penganyang lebih baik.
b. Pengorganisasian

Dalam teori manajemen yang dimaksud dengan peagsagsian yaitu
melibatkan orang-orang atau anggota-anggota yangsaema lain mempunyai
hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing tecapainya tujuan.
Maka pengorganisasian yang dilaksanakan pengetolggmanan kawasan
industry Cikande dikaitkan dengan teori manjemahgpan pengorganisasian)
dapat dikatakan cukup baik, karena kepala keamieaaasan industry Cikande
telah membuat rangkaian kegiatan pengamanan sep@rtbuat jadwal jaga,
menetapkan adanya komandan regu, komandan shfindmkukan koordinasi

dengan instansi terkait.

Selain membuat jadwal kegiatan jaga dan memeriataBlapa yang

bekerja dan kepada siapa bertanggungjawab, seperti
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1) Komandan Regu

Koordinator keamanan memerintahkan kepada komameign
untuk selalu siap siaga bila terjadi hal-hal yaidgk diinginkan
dan agar selalu berkoordinasi dengan komandan leeéguoya dan

agar dalam melaksakan tugas penuh tanggungjawab.
2) Komandan shift

Komandan shift adalah komandan regu yang bertargjawab

terhadap waktu tugas jaga yang telah dijadwalkam&nhdan shift
agar selalu melaksanakan tugasnya tepat waktsemrai jadwal
yang ditetapkan, bila ada anggota yang berhalaagankomandan
shif segera menggantikan dengan anggota jagayk Selain
itu komandan shift harus bertanggungjawab atasaagga terkait

dengan permasalahan tugas.
3) Koordinasi dengan anggota lainnya dan instansaterk

Dalam sistem pengamanan Kawasan Industri Moderrandi
petugas keamanan dituntut untuk mampu berkoordohesgan
satuan samping, seperti dengan TNI, Polri (Polesu® maupun
Polsek Cikande) dan masyarakat sekitar.

d. Pengarahan

Pengarahan atau pelaksanaan dari tahapan managetaki bagaimana
pimpinan mengarahkan bawahan, apa yang harusukdak siapa yang
melakukan dan kepada siapa untuk dilaporkan. @ikaitkan dengan
teori manajemen maka dapat diketahui bahwa pahgarbawahan pada
tugas yang dilaksanakan disimpulkan cukup sesuaildmjalan lancar,

seperti :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan pengaturan keluar masuk orang/karytavau

Anggota sesuai tugas jaga melakukan pencatatap saang yang
keluar masuk. Untuk itu diberlakukan pemberian IBrdc bagi

karyawan dan kartu tamu yang disahkan pengelola&am

Melakukan pengaturan keluar masuk kendaraan

Semua kendaraan roda dua atau lebih yang keluankmasvasan
dilakukan pemeriksaan. Tujuan adalah unttk mengethda atau

tidaknya barang-barang yang mencurigakan,

Menghimbau pada para pengedara/pengemudi bila mieswksan
agar membuka kaca dan memberhentikan kendaraanaya vy
kemudian dilanjukan pemeriksa khususnya pada badgam dan

bagasi kendaraan.
Melakukan pengaturan keluar masuk material peasah

Semua kendaraan yang membawa bahan material smelga saja
(baik perusahaan yang akan keluar atau masuk amea dilakukan

pemeriksaan standar sekuriti di pos penjagaan).
Penjagaan

Tugas regu jaga adalah melakukan pengawasan daerigsaan
terhadap proses keluar masuk orang, barang daraterdserta hal-
hal yang mencurigakan dan mengambil langkah-langkahsia

prosedur.
Pengawalan

Pengawalan adalah kegiatan perlindungan untuk ni&@aassituasi
dan kondisi aman bagi terselenggaranya suatu lkeg@déngan baik
dan lancar, seperti pengawalan tamu penting, pesdga kunjungan

direksi dan kegiatan lain yang dipandang perlukditan pengawalan.
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7) Patroli keamanan

Melakukan pemantauan sekitar kawasan industri falén kaki
maupun berkendaraan dengan tujuan mengadakan pesg@avdan
pemeriksaan keberadaan asset perusahaan serta segaatu yang
dianggap tidak wajar dan melanggar aturan. Patnodilingkupi
bangunan pabrik/perusahaan dan bangunan perkantdedam

kawasan.
8) Kegiatan Bina lingkungan

Petugas keamanan mampu menciptakan kondisi daasisiaman
dilingkungan perusahaan, melakukan pendekatan ptakh
masyarakat/tokoh agama dan mampu memberdayakanarakaly

sekitar kawasan industri Cikande Serang.
Pengawasan

Pada tahapan pengawasan ini pimpinan (atasan) akelak pengecekan
tau pengawasan langsung terhadap tugas yang @ibetédpada bawahan.
Apakah petugas melaksanakan tugas sesuai deagem tyang telah
ditetapkan. Seperti, anggota dalam melaksanakgastuharus sesuai
jadwal yang telah ditentukan dan berapa jumlah reiglam tugas.
Perkembangan dan hasil tugas dilaporkan kepadaiqamfatasan secara
rutin baik dalam bentuk laporan. Berdasarkan hdsinuan dan
pembahasan bila dikaitkan dengan teori manajensaragt pengawasan)
bahwa pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadamlnnya telah
dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur yaitu aseidak langsung
pimpinan menerima hasil tugas dalam bentuk kpdrarian, laporan

bulanan dan laporan tahunan.
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52 Analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sistem

K eamanan dikawasan industri modern Cikande

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamanan kawislustri modern

Cikande dalam kaca mata Analisa SWOT, adalah :

A. Kekuatan:

1)

2)

3)

Dalam sistem pengamanan adanya dukungan dan kasrdamtara
pihak pengelola dengan petugas Polri dan TNI. Dgkanselama ini
terjalin apabila menghadapi ancaman dan gangguhaybaseperti
kebakaran, issu bom ataupun demo karyawan. Pefagas selalu
melakukan koordinasi dengan petugas jaga lain dafakukan

koordinasi antar pos-pos keamanan yang ada desddatvasan.

Rencana jangka pendek pengelolan kawasan akan rbehapos
penjagaan di lingkungan kawasan menjadi 10 (sepubds yang
sekarang berjumlah 8 (delapan) dan akan melakularampbahan

personel petugas jaga yang saat ini jumlah 43pefs

Selain petugas keamanan kawasan masing-masingapeagars juga
memiliki petugas keamanan yang direkrut dari badaaha jasa
pengamanan (BUJP) dan dari lingkungan masyarakit s&da yang

dikepalai oleh seorang aparat (seperti dari pateii mariner).

B. Kelemahan

1) Keterbatasan sarana prasarana dan alat pemantau (cc

2) Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui baseluruh pos-

pos jaga yang ada di kawasan Industri Modern Cikabdlum
dilengkapi dengan sarana kamera pengawas (CCTYin& hal ini
menambah beban tugas bagi petugas yang sedangsaredikn

penjagaan karena harus lebih ekstra teliti dalasmgaeasi setiap
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lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Mengingat fur@6iTV adalah
untuk membantu regu jaga sekuriti dalam melakulamgntauan dan
pengawasan secara terus menerus terutama terhitlag kondisi
atau kondisi yang tidak dapat diawasi secara ter@iserus oleh regu

jaga atau anggota sekuriti.

3) Rendahnya kualitas SDM petugas keamanan, hal ioer@in dari

perekrutan yang tidak profesional (karena ada &kalari seseorang)

4) Hasil temuan dilokasi penelitian kondisi saat ianiia ada 1 (satu)
mobil patroli namun kondisinya sudah tidak layaka&arena sering
mengalami kerusakan, dan dalam pelaksanaan patesigharuskan
para petugas keamanan yang sedang melakukan pemjdgaus
menggunakan kendaraan milik masing-masing. Hajang membuat
para petugas merasa enggan untuk patroli keliliagasan karena
merasa rugi apabila bahan bakar kendaraannya laadkumaka untuk
itu perlunya penambahan kendaraan patroli. Karendengan
kendaraan patroli tersebut mobiltas pengawasan lakén efektif dan

mudah terawasi.

6) Jumlah petugas keamanan masih sangat kurang manhdiwkpsi
cukup luas dan memiliki lokasi potensi rawan angaufe@n gangguan.
Berdasarkan temuan diketahui bahwa bahwa jumlahugpst
keamanan yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga)ggata
pengamanan tidak sangat memenuhi standar keamaikan |
dibandingkan dengan luas lokasi kawasan yang hdiarmankan.
Apalagi dengan adanya pembagian tugas jaga mehjaanpat) regu,

1 (satu) regu terdiri 9 atau 10 anggota keamalka otomatis
sembilan atau sepuluh petugas keamanan harus dpgutas jawab

akan keamanan kawasan industri seluas 600 Ha.
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7)

8)

9)

Namun hal ini masih dapat diringankan dengan dkakaya
pembagian Jam kerja menjadi 4 (empat) shift, uyahift | dimulai
dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, kgiam shift 1l
dimulai dari jam 16.00 Wib sampai dengan jam 24\Wib,
selanjutnya shift Il dari jam 24.00 wib sampai dan jam 08.00 wib.
Shift IV melaksanakan istirahat menunggu tugas jbgakutnya.
Sehingga para petugas keamanan masih sempat urglakukan
istirahat.

Kurangnya lampu penerangan

Lampu penerangan berfungsi sebagai alat bantu saddkukan
pengawasan malam hari serta menghindarkan seseodanig
keinginan untuk melakukan penerobosan atau pemculiaarea
kawasan. Hasil temuan dilapangan diketahui tideku=a lampu
penerangan yang terdapat disetiap sudut pagar ngsifudengan
sempurna sehingga tidak menutup kemungkinan adbaalyaya dari

masyarakat yang masuk lompat jalur lain.
Kurangnya alat komunikasi (HT/Telepon)

Alat komunikasi, berfungsi sebagai alat kendali rap®mnal
pengamanan dan untuk menyampaikan suatu pesaniegoisecara
cepat kepada pimpinan. Alat komunikasi yang di peaftan antara
lain HT dan Telpon. Hasil wawancara dan pengaméaaagsung
penulis diketahui bahwa jumlah alat komunikasi m@sibelum
memenuhi, mengingat tidak seluruh anggota keamareniliki atau

menggunakan alat tersebut.

Kurangnya alat deteksi metal detector, search mirrfaat deteksi
manual)
Alat deteksi search mirror berfungsi sebagai dédaeksi manual dan

sebagai alat mengetahui adanya bahaya/ancamarrti(segse bom).
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Metal detektor berfungsi sebagai alat deteksi logsenjata tajam/api)

yang diindikasikan dibawa oleh seseorang dan mesawasan

C Peluang:

1)

Meningkatnya kesadaran sebagian besar karyawampedari setiap

perusahaan akan pentingnya keamanan dan keterkbamsan, hal

ini

2) Kebijakan pimpinan (pengelola jasa pengamananndat@mbangun
sarana pengamanan, pengaturan jadwal jaga dan apkaet
komandan regu.

D Ancaman:

1. Akses masuk lain masuk kawasan
Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pada umansudah
terbiasa memasuki kawasan lewat bakses jalan bgjakeng sedang
ada proses pelebaran kawasan. Dari kondisi tersbkinawatirkan
ada orang yang memanfaatkan kesempatan terselgarderenyusup
dengan mengatasnamakan masyarakat sekitar.

2. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk sekitar lingkungan kawsan bertanblaayak yang
berpotensi terjadinya kerwanan, salah satunya ekdrayaknya angka
pengangguran.

3) Budaya Masyarakat

Masyarakat sekitar pada umumnya keluarga ekonomnemgah
kebawah sehingga masalah keamanan tidak menjatatmar khusus
bagi masyarakat tersebut. Karena pada umumnya audagyarakat
Serang lebih banyak mendekatkan pada kegiatan iuslegtau

keagamaan.
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53 Analisa Terhadap Penyelenggaraan Manajemen Sistim Keamanan
Yang Efektif Dan Efisen Untuk Diterapkan Di Kawasan Industri Modern
Cikande

Penyelenggaraan manajemen sistem keamanan menupakatuhan
yang sangat utama khususnya dalam membangun rasa dan nyaman
dilingkungan kawasan industry Cikande Serang. Karegbelumnya kawasaan
industri Cikande Serang telah mengalami dampalg yaenyebabkan banyak
kerugian. Sistim keamanan yang dilaksanakan sabtlandikaitkan dengan teori

Motivasi antara lain sebagai berikut :
A. Kebutuhan fisiologis.

Dalam teori Motivasi disebutkan adanya kebutulsiolbgis adalah suatu
kebutuhan untuk mempertahankan hidup atau kebutdlaar manusia
untuk dapat hidup, atau untuk mendapatkan kebutlhalngis, seperti
makan, minum, tidur, biologis dan sebagainya. Kelan fisiologis dalam
sistem pengamanan ini dapat dikatakan cukup sé&swana bila ditinjau
dari anggota satuan pengamanan yang ada pada umumangka bekerja
unutk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Olarelkanya anggota
satpam yang ada tidak lain adalah pencari kerjg y@lah direkrut melalui

BUJP atau secara koneksi atau kepentingan sekeloarpng.
B. Kebutuhan akan keamanan.

Dalam teori Motivasi disebutkan adanya kebutuheanaasa aman yaitu
kebutuhan terbebas dari bahaya fisik dan rasa takah kehilangan
pekerjaan atau jabatan, harta benda, keluargandpaatau orang yang
dicintai dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan pemgnan yang
dilakukan para perusahaan adalah menujukan hal tepad karena rasa
aman merupakan hal yang amat terpenting dalam nrémbe
kepercayaan kepada semua pelaku usaha baik yangal@am maupun

investor asing. Dengan adanya rasa aman diharpdean mendatangkan
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kepercayaan dan pada giliranya akan menumbuhkanpesigusaha unutk

membangun kembali usahanya.
Kebutuhan sosial.

Kebutuhan hidup bersama atau bermasyarakat adtalaltuhan untuk
bergaul dengan orang lain, karena manusia adal&hlokasosial seperti
kebutuhan untuk berorganisasi, berkelompok, pagarywan sebagainya.
Bila dikaitkan dengan teori motivasi dikatehui ba@hwkebutuhan sosial
tentunya dalam mejalin hubungan hal yang terpertiaig antar sesame
anggota, karyawan maupun masyarakat. Karena setvegaisia anggota
satpam juga ingin berkomunikasi dengan berbagaistocial yang ada

disekitarnya
Kebutuhan penghargaamsfeem

Dalam teori Motivasi disebutkan adanya kebutubatuk mendapatkan
penghargaan atau dicintai adalah kebutuhan untuidapat penghargaan
apa yang telah diperbuat atau memperoleh cinta daseorang.
Penghargaan dapat diterima berupa pujian, kompens@snosi karier
dan sebagainya. Sebagai anggota satpam kawasastrindDikande
mempunyai keinginan untuk medapatkan rasa kepancy#a sebagai
petugas keamanan. Maka bila dikaitkan dengan kahatu ini maka
cukup beralasan karana anggota tidak selamanya lggitu terus dan
ingin melakukan perubahan yang lebih baik khusutalam segala bidang

kehidupan baik prestasi, keberadaan dan pendapatan.
Kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Kebutuhan dalam teori motivasi adalah kebutuhatuku mendapatkan
aktualisasi diri adalah kebutuhan puncak setiam@ragaitu kebutuhan
mendapatkan pengakuan keberadaannya, karena kelsmrhya, atau

yang dicita-citakannya. Bila dikaitkan dengan kelhain dari anggota
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satuan pengamanan kawasan industri Cikande Selapat dikatakan
cukup beralasan karena sebagai manusia masalabduéentu dalam
pekerjaan merupakan hal yang wajar, namun dalanmbabapatkan apa
yang diharapkan sebagai anggota satpam dirasakgatssulit mengingat
pendapatan dan penghasilan yang didapat tidak aegntdengan biaya
yang dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan sehari@keh karena itu
kebutuhan untuk mencapai yang diharapkan oleh sgaaggota satpam

dikatakan belum sesuai.

5.3.1 Struktur Pengamanan Yang Ada
Dalam penyelenggaraan manajemen sistem keamanagnejaktif maka
selain penerapan prinsip-prinsip manajerial jugzedukan suatu upaya-

upaya pemanfaatan secara maksimal terhadap stygktgrsudah ada.

1) Pol Sub Sektor Kawasan Industri Cikande
Berdasarkan hasil temuan dan pengamatan bahwa olP8sftor
terletak di depan pintu masuk dari kawasan indOtkiande Serang
yang beranggotakan 5 personel yang diantaranyaadggota Polsek
Cikande. Fungsi Pospol diketahui sebagai bantuam&ean kawasan
dan sebagai wadah dalam menangani setiap permasalahg ada di
likngkungan kawasa seperti bila terjadi pencuridalaku kejahatan

dapat langsung ditangni di Pospol Sektor tersebut.

2) Petugas Keamanan Kawasan indutri Cikande Serang
Petugas Keamanan Kawasan atau sering disebut Sdtpamisan
indutri Cikande Serang adalah anggota satpam ymegrdt melalaui
Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan ada jugagkaingan

masyarakat sekitar kawasan. Tugas satuan penganiavaasan
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indutri Cikande Serang adalah mengawasi selurulgklingan
kawasan baik secara langsung maupun tidak langsGaguan
pengamanan kawasan indutri Cikande Serang meniilikbmandan
dan 3 kepala regu serta berjumlah 40 anggota safpalaruhnya
menjadi 43 personel). Dalam tugasnya Satuan pengamigawasan
indutri Cikande Serang ini dibagi menjadi 4 shéindsetiap shif terdiri

dari 9 sampai 10 anggota satpam.

STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS KEAMANAN
KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE
KAWASAN

SATPAM POSPOL
PERUSH SEKTOFR
KA KA KA KA
REGU | REGU I REGU IIi REGU Il

ANGGOTA ' ANGGOTA l ANGGOTA l ANGGOTA l

KA
SATPAM
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3) Petugas Keamanan Perusahaan
Petugas Keamanan Perusahaan atau sering disepatrSa¢érusahaan
adalah bagian dari anggota pengamanan yang direkelit pihak
perusahaan sendiri dan dibiayai oleh peusahaanmangpekerjakan.
Pada umumnya direkrut dari Badan Usaha Jasa Pengamaéugas
dari satpam perusahaan adalah mengawasi dan mefijaglaungan
perusahaan yang merekrutnya. Dalam tugasnya sapesusahaan
dapat berkoordinasi dengan satuan pengamanan kawadatri

Cikande Serang dan Anggota Pospol Sektor.

5.3.2 Kegiatan Pengamanan
Kegiatan pengamanan yang efektif dan efisien ddakusesuai dengan
aturan baku yang telah ditetapkan sebagai pedonetaksanan suatu
pengamanan oleh petugas pengamanan swakarsa. Dalami yang
umum digunakan sebagai pedoman adalah Peraturairikjomor 24
Tahun 2007 tentang Sistem manajemen pengamanannisaga
Perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerint&edain itu ada juga
buku pedoman tugas pengamanan swakarsa. Yang mengatang

pelaksanan tugas umum petugas keamanan, yaitu :

4) Penjagaan
Dalam kegiatan penjagaan yiatu melaksanakan tudiaspos
pengamanan bila ada masukan/laporan/pengaduan etmgasnya.
Kegiatan penjagaan ini dilaksanakan selama 12 jam lergantian
(ganti shift). Dalam shif terdiri dari 10 persoseltuan pengamanan (1
regu =10 prsonel), mengingat luas wilayah kawaskitas 600 Ha.
Kondisi tersebut yang menyiapkan personel lebihyaknyaitu 10

personel dalam satu regu jaga.
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5)Pengaturan
Yang dimasud dengan pengaturan dalam system pengama
dikawasan adalah melakukan pengamanan dan peng&iouaunya
orang yang berlalulang dan kendaraan yang keluauknkawasan.
Seperti bila terjadi demo pada suatu perusahaana naiggota
keamanan melakukan pengaturan masyarakat, kary@p&gayai dan
kendaraan. Karena bila tidak diambil tindakan di&agkan akan
menjadi tidak tertib.

6) Pengawalan
Kegiatan pengawalan ini diperluka bila ada pernaintadari
perusahaan atau pimpinan dalam mengawal tamu pampKegiatan
pengawalan pegawai/karyawan bagian keuangan yaken a
mengambil uang diluar lokasi kawasan untuk pemizaykaryawan.

7)Patroli
Dalam kegiatan patrol ini telah dilakkukan secar@nrhampir setiap
saat, kegiatan patrol ini pada umumnya dilakukararse berdua (2
orang) dan bergantian, yang lain menunggu gilirapod keamanan.
Dalam kegiatan patrol ini anggota terkadang jalaki ldan kadng
menggunakan sepeda motor pribadi, karena pihak dawdidak
menyiapkan sarana tersebut.

8)Penanganan Perkara
Kejahatan dan tindak pidana dikawasan industri nmgntalak sering
terjadi namun ada, seperti adanya perselisihanr gr@gawai yang
berujung penganiayaan (pemukula dsb), pencurian sgdagainya.
Bila terjadi hal tersebut kepala satuan pengam&aavasan selalu
berkoordinasi dengan anggota pospol sector, kaaeggota pospol

sector adalah anggota Polri.
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9)Menerima laporan

Laporan atau pengaduan yang datang dari masyaizkada

umumnya adalah pencari pekerjaan, karena kawadatendapat

banyak perusahaan dan pabrik. Laporan kejahatanim#ak pidana

yang dialami sampai saat ini relative sedikit bdebpada saat krisis
moneter yaitu ada penjarahan dan sebagaiya. Anggopgam yang
ada tidak dapat berbuat banyak karena jumlah malsy@arlebih

banyak.

5.3.3 Hubungan/koordinasi

Hubungan dan atau koordinasi yang baik akan sabggbengaruh

terhadap pelaksanaan petugas keamanan. Dalam hal in

1. Hubungan antar Satpam Kawasan dengan satpam paansah
Hubungan kinerja antar Satuan pengamanan kawadatriiCikande
Serang dengan satpam perusahan dapat dikatakamp daik, hal
tersebut ditunjukan dengan adanya kerjasama vyarik dalam
menjaga lingkungan khusunya masalah pengamanarkuhiggn
perusahaan maupun kawasan.

2. Hubungan Satpam Kawasan dengan Pospol Sektor
Hubungan kinerja antar Satuan pengamanan kawadatriicCikande
dengan Pospol Sektor dikatakan cukup baik, karevspq Sektor
sangat mendukung dan menjadi solusi dalam pemecatesalah
dilingkungan kawasan indutri Cikande khususnyaatadiskeamanan.

3. Hubungan Satpam Kawasan dengan masyarakat
Hubungan Satuan pengamanan kawasan indutri Cikalehegan
masyarakat lingkungan cukup baik teutama dalanmf@masi tentag
masyarakat terkait bila ada masalah gangguan gatengnya dari

masyarakat. Selama ini hubungan yang dibangun S@ergamanan
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kawasan indutri Cikande dengan kepala keluraham yala sebagai
aparat desa yang sepenuhnya bertaggungjawab mdsajkbngan
dan warganya. Gangguan yang datang dari masyaseketrti, ada
sebagai masyarakat yang mencari pekerjaan di [easa
perusahaan/pabrik dalam kawasan indutri Cikand& Giterima
memang tidak terjadi masalah namun sebaliknya Mii@lak,

terkadang ada sebagai masyarakat tidak dapat mmamgia secara
ihklas. Terkadang kondisi ini yang memperkeruh kaaam

lingkungan kawasasn yang gilirannya menjadi premdan

mengganggu karyawan/karyawati yang pulang pergjakdengan

meminta sedikit uang secara paksa.
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Pelaksanaan Manajemen Sistim Keamanan (Sekuriti Fisik) Di

Kawasan Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bkéamanan dikawasan
industri Cikande disimpulkan sudah berjalan denggik, Karena telah dilakukan
berbagai upaya perubahan dan perbaikan dalam siamanan di lingkungan
kawasan tersebut. Sistem pengamanan dilakukan uneladinsip-prinsip
menejemen.  Prinsip-prinsip  menejemen yang melipybterencanaan,
penggorganisasian, pelaksaaan dan pengawasan. Daaemcanaan sistem
pengamanan disimpukan cukup baik hal tersebut jditan dengan ada
penambahan pos-pos keamanan, direncanakan akdukdih pemasangan alat
pantau karena kawasan selama ini kawasan tidak likiekaimera CCTV, selain
itu melakukan perekrtuan anggota satpam dengarkoiela penambahan jumlah
anggota jaga dan menjadikan 4 shif jaga/regu jaifa ¥ shift saling bergantian

dan 1 shift istirahat.

6.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengamanan Dikawasan
Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwar-faktor yang
mempengaruhi  pengamanan Kawasan Industri Cikatelegan adanya
kekuatan yaitu dalam sistem pengamanan adanya gakwtan koordinasi antara
pihak pengelola dengan petugas Polri dan TNI. Dgkanselama ini terjalin
apabila menghadapi ancaman dan gangguan bahayé sspemaraknya saat ini
yaitu bom, kerusuhan, aksi mogok kerja dan sabggaanggota satpam
kawasan selalu melakukan koordinasi dengan pefagaslain dan melakukan
koordinasi antar pos-pos keamanan yang ada diasedaivasan. Selain petugas

keamanan kawasan masing-masing perusahaan jugdikn@etugas keamanan
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yang direkrut dari badan usaha jasa pengamananRBU&dn dari lingkungan

masyarakat serta ada yang dikepalai oleh se@paat (seperti dari polisi atau
marinir). Kelemahan adanya keterbatasan sararsanarga alat pemantau (cctv),
kurangnya kendraan patroli dan sering mengalamidakan, maka untuk itu
perlunya penambahan kendaraan patroli. Karena aterkgndaraan patroli

tersebut mobiltas pengawasan akan lebih efektif madah terawasi. Peluang
yaitu meningkatnya kesadaran sebagian besar kanypegawai dari setiap

perusahaan akan gangguan keamanan dan ketertbarasan dan kebijakan
pimpinan dalam membangun sarana pengamanan, pexggadwal jaga dan

menetapkan komandan regu. Kemudian ancaman d&msigengaanan adalah
jumlah penduduk sekitar lingkungan kawsan bertamiztyak yang berpotensi
terjadinya kerwanan, salah satunya akibat banyakaygka pengangguran.
Karena asyarakat sekitar pada umumnya keluargaoakiomenengah kebawah
sehingga permintaan masyarakat untuk menjadi kayaperusahaan sangat

meningkat.

6.1.3 Penyelenggaraan Manajemen Sistim Keamanan Yang Efektif Dan

Efisen Di Kawasan Industri Modern Cikande

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan bahwayel@eggaraan
manajemen sistim keamanan (sekuriti) yang efekaif efisien di kawasan
industri modern Cikande dilakukan oleh Satpam Karasdutri Cikande Serang,
Satpam Perusahaan dan Pospol sektor. Dimana déurulse kelompok
pengamanan yang ada bekerja dengan baik, kondssbig& disimpulkan dari
hubungan kerja yang baik yaitu adanya kerjasamanddbeberapa kegiatan
pengamanan seperti kegiatan penjagaan, pengatyangawalan, patroli,
penanganan perkara kejahatan dan tindak pidana gadaglikawasan industri.
Perkara kejahatan dan tindak pidana yang dimaspedrtseadanya perselisihan
antar pegawai yang berujung penganiayaan (pemudlsty, pencurian dan
sebagainya. Bila terjadi hal tersebut kepala sapsmgamanan kawasan selalu

berkoordinasi dengan anggota pospol sektor, kaaaggota pospol sektor adalah
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anggota Polri. Selain itu koordinasi dengan tokwdsyarakat dikatakan cukup
baik teutama masalah gangguan yang datangnya desyarakat. Selama ini
hubungan yang dibangun Satuan pengamanan kawadaini i€ikande dengan
kepala kelurahan yang ada sebagai aparat desasgpaguhnya bertaggungjawab

masalah lingkungan dan warganya.

6.2 Saran
Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi dalanhtenai, yaitu :

1) Diperlukan adanya perhatian lebih dari pimpinan gedoia
kawasan industri dalam hal ini berhubungan dengakumban
sarana dan perlengkapan, Untuk itu perlunya dukunrtgrsebut
khusunya dalam penambahan pos jaga, mengingatyludskasi

yang harus diamankan oleh petugas yang terbatas.

2) Perlunya meningkatkan kembali koordinasi antar gesu
keamanan kawasan dengan petugas keamanan peruskiaan
rangka memelihara kamtib di lingkungan kawasanldersunya di
lingkungan perusahaan sehingga dalam pelaksangasntya tidak

berjalan sendiri-sendiri.

3) Berdasarkan hasil temuan bahwa pos keamanan titiigkiapi
dengan alat pemantau yaitu cctv, untuk itu perlukgaijakan
pimpinan dalam meringankan tugas anggota tentung@agah
menyediakan alat pantau tersebut. Karena denganteakebut
diharapkan pelaksannan tugas keamanan yang masibalami
kekurangan petugas akan terbantu dan menjadi eiktif dan

efisien.
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SOP KEAMANAN

Keamanan data/informasi elektronik menjadi hal yaaggat penting bagi perusahaan
yang menggunakan fasilitas Tl dan menempatkannyagse infrastruktur penting.
Sebab data/informasi adalah aset bagi perusahisai té.

Keamanan data/informasi secara langsung maupunk tidangsung dapat
mempertahankan kelangsungan bisnis, mengurandioresiengoptimalkarreturn of
investment dan bahkan memberikan peluang bisnis semakin .b&amakin banyak
informasi perusahaan yang disimpan, dikelola dagurdikan secara bersama, akan
semakin besar pula resiko terjadinya kerusakan,ildkgfan atau tereksposnya
data/informasi ke pihak lain yang tidak berhak.

Ancaman dan resiko yang ditimbulkan akibat kegigtangelolaan dan pemeliharaan
data/informasi menjadi alasan disusungigndarsistem manajemen keamanan informasi

yang salah satunya adalah ISO 17799.

Penyusunan standar ini berawal pada tahun 199%n@ireekelompok perusahaan besar
seperti Board of Certification, British Telecom, Ma & Spencer, Midland Bank,
Nationwide Building Society, Shell dan Unilever kgl sama untuk membuat suatu
standar yang dinamakan British Standard 7799 (E®)/7

BS 7799 terdiri dari beberapa bagian yaiRart 1, The Code of Practice for Information
Security Management. Part 2, The Specification for Information Security Management
Systems (ISMS).

Pada tahun 2000nternational Organization of Standardization (ISO) daninternational
Electro-Technical Commission (IEC) mengadopsi BS 7799 Part 1 dan menerbitkannya
sebagai standar ISO/IEC 17799:2000 yang diakuiraeicdernasional sebagai standar

sistem manajemen keamanan informasi.

ISO 17799 meliputi 10 klausula pengendalian (ddhtrol clauses), 36 sasaran
pengendalian (3&ontrol objectives) dan 127 pengendalian keamanan (X@wtrols

securiy).
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Seperti yang telah saya tutisartikel sebelum iniPengendalian adalah cara yang dipilih

untuk menyingkirkan atau meminimalkan risiko kedkeyang dapat diterima. Berikut

adalah penjabaran 10 klausula pengendalian :

1. Kebijakan Pengamanan (Security Policy), mengarahkan visi dan misi manajemen
agar kelangsungan organisasi dapat dipertahankagademengamankan dan menjaga

integritas/keutuhan data/informasi penting yangiliknoleh perusahaan.

Kebijakan pengamanan sangat diperlukan mengingayalkaya masalah-masalah non
teknis seperti penggunagassword oleh lebih dari satu orang yang menunjukan tidak
adanya kepatuhan dalam menjalankan sistem keamantmmasi. Kebijakan

pengamanan ini meliputi aspek infratruktur dan ta@gitkeamanan informasi.

Hal pertama dalam pembuatan kebijakan keamananaladdengan melakukan
inventarisasi data-data perusahaan. Selanjutnygadiegulasi yang melibatkan semua
departemen, sehingga peraturan yang akan dibusbidr dapat diterima oleh semua
pihak. Setelah itu rancangan peraturan tersebyukdia ke pihak direksi untuk

mendapatkan persetujuan dan dukungan agar dapetpkan dengan baik.

2. Pengendalian Akses Sistem (System Access Control), mengendalikan/membatasi
akses user terhadap informasi-informasi dengan cara mengatawekangannya,
termasuk pengendalian secamabile-computing ataupuntele-networking. Mengontrol

tata cara akses terhadap informasi dan sumber yiy@g ada yang meliputi berbagai

aspek seperti :

a. Persyaratan bisnis untuk kendali akses; b. Renga akses userUger Access
Management); c. Kesadaran keamanan informatisdr Responsibilities); d. Kendali
akses ke jaringanNgtwork Access Control); e. Kendali akses terhadap sistem operasi
(Operating System Access Control); f. Pengelolaan akses terhadap aplikapplication
Access Management); g. Pengawasan dan penggunaan akses siMemt¢ring System

Access and Use); dan h.Mobile Computing danTelenetwor king.

3. Pengelolaan Komunikass dan Kegiatan (Communication and Operations
Management), menyediakan perlindungan terhadap infrastruktigtesi informasi

melalui perawatan dan pemeriksaan berkala, sertaastékan ketersediaan panduan
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sistem yang terdokumentasi dan dikomunikasikan gumenghindari kesalahan
operasional. Pengaturan tentang alur komunikasi alagrasi yang terjadi meliputi

berbagai aspek, yaitu :

a. Prosedur dan tanggung jawab operasional; bn€amaan dan penerimaan sistem; c.
Perlindungan terhadap software jahatal{cious software); d. Housekeeping; e.
Pengelolaan Network; f. Pengamanan dan Pemelihakdedia; dan g. Pertukaran

informasi dan software.

4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem (System Development and Maintenance),
memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikagi paru diimplementasikan mampu

bersinergi melalui verifikasi dan validasi.

Penelitian untuk pengembangan dan pemeliharaansisiliputi berbagai aspek, seperti
. Persyaratan pengamanan sistem; Pengamanan siptiasi; Penerapan Kriptografi;

Pengamanan file sistem; dan Pengamanan pengembderg@noses pendukungnya.

5. Pengamanan Fisk dan Lingkungan (Physical and Environmental Security),
mencegah kehilangan dan/atau kerusakan data yakipatikan oleh lingkungan secara
fisik, termasuk bencana alam dan pencurian datag y@msimpan dalam media

penyimpanan atau dalam fasilitas penyimpan inforyesg lain.

Pengamanan fisik dan lingkungan ini meliputi aspPkengamanan area tempat informasi
disimpan; Pengamanan alat dan peralatan yang bergab dengan informasi yang akan

dilindungi; dan Pengendalian secara umum terhadgkungan dan hardware informasi.

6. Penyesuaian (Compliance), memastikan implementasi kebijakan-kebijakan keamana
selaras dengan peraturan dan perundangan yan&uerdamasuk perjanjian kontrak
melalui audit sistem secara berkakspek-aspek yang diperlukan untuk membentuk
prosedur dan peraturan, yaitu : Penyesuaian depgasyaratan legal; Peninjauan
kembali kebijakan pengamanan dan penyesuaian sedans; serta Pertimbangan dan

audit sistem.

7. Keamanan persond/sumber daya manusia (Personnel Security), upaya
pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi @aniaewenang akibat kesalahan

manusia ljluman error), manipulasi data dalam pengoperasian sistem sdikaspoleh
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user. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pelatpelatihan mengenai
kesadaran informasedcurity awareness) agar setiapuser mampu menjaga keamanan

data dan informasi dalam lingkup kerja masing-n@sin

Personnel Security meliputi berbagai aspekjaitu : Security in Job Definition and
Resourcing; Pelatihan-pelatihan ddResponding to Security Incidens and Malfunction.

8. Organisasi Keamanan (Security Organization), memelihara keamanan informasi
secara global pada suatu organisasi atau instarsielihara dan menjaga keutuhan
sistem informasi internal terhadap ancaman pihadteehal, termasuk pengendalian
terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oléakpketiga ¢utsourcing). Aspek
yang terlingkupi, yaitu : keamanan dan pengendalises pihak ketiga d&utsourcing

9. Klasifikas dan pengendalian aset (Asset Classification and Control), memberikan
perlindungan terhadap aset perusahaan yang besapanormasi berdasarkan tingkat
perlindungan yang telah ditentukan. Perlindungaet ini meliputi accountability for

Asset dan klasifikasi informasi.

10. Pengelolaan Kedangsungan Usaha (Business Continuity Management), siaga
terhadap resiko yang mungkin timbul didalam akdizilingkungan bisnis yang bisa
mengakibatkan rhajor failure’ atau resiko kegagalan sistem utama atauplisaster”
atau kejadian buruk yang tak terduga, sehinggarldksn pengaturan dan pengelolaan
untuk kelangsungan proses bisnis, dengan mempertighlan semua aspek diwsiness

continuity management.

Membangun dan menjaga keamanan sistem manajentemasi akan terasa jauh lebih
mudah dan sederhana dibandingkan dengan memperlsaskem yang telah

terdisintegrasi. Penerapan standar 1ISO 17799 alkemberikan benefit yang lebih nyata
bagi organisasi bila didukung oleh kerangka kergmafemen yang baik dan terstruktur
serta pengukuran kinerja sistem keamanan infornsasijngga sistem informasi akan

bekerja lebih efektif dan efisien. —antz

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2004
TENTANG
PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa
dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan;

. bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan

terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu
mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional
tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4168);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4284);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL.
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Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.

Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau
usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara
dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital
Nasional.

Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka
pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum
terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital
Nasional.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik
yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat
berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.

Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian
berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma

psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Pasal 2

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai
berikut:

a.

b.

menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;

ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap
kemanusiaan dan pembangunan;

ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi
dan komunikasi secara nasional; dan/atau

. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 3

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2,
ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah
Non Departemen terkait.

Pasal 4

(1). Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip
pengamanan internal.

(2). Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan
pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Pasal 5

(1). Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik
Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing
Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana
prasarana pengamanannya.

(2). Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan
internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta
mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan
ketentuan internasional yang berlaku.

(3).Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik
Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada
sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan
Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau
gangguan yang mungkin timbul.

Pasal 7
Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
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Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian organik atau
termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh
Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh
Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional
yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.
Pasal 10
(1). Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana
Kepresidenan/Wakil Presiden dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil

Presiden.

(2). Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang
bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



pada tanggal 5 Agustus 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO
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PERKAP NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN
PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU
INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA
PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dalararinggng meliputi terpellharanya
keamanan dan Kketertiban masyarakat, tertib dan kiigga hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaana&sy, dipandang perlu melibatkan dan
meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk ammlsalah satu tugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

b. bahwa Satuan Pengamanan merupakan satuan pergesmakarsa yang bertugas membantu
POLRI dibidang penyelenggaraan keamanan dan WKeartimasyarakat, terbatas pada
lingkungan kerjanya;

c. bahwa pengaturan mengenai Satuan Pengamanan opgalaisasi, perusahaan dan/atau
instansi/lembaga pemerintah merupakan kewenanggral&eKepolisian Negara Republik
Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara gsiofeal dalam suatu Sistem Manajemen
Pengamanan;

d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dichaksla huruf a, huf b, dan huruf c,
perlu menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Ne@@publik Indonesia.tentang Sistem
Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan darlfadtansi/Lembaga Pemerintah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KeapnlidNegara Republik Indone5|a
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 NoBjofambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentaiggriasi dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor &3ul 2004 tentang Pengamanan Objek
Vital Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomdt T8hun 2000 tentang standarisasi
Nasional.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REBLIK INDONESIA
TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PEBSAHAAN
DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH

BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Sistandj#men Pengamanan yang selanjutnya
disingkat SMP adalah bagian dari manajemen secasgliuhan yang meliputi struktur
organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksapassedur, proses dan sumber daya yang
dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaagkajian dan pemeliharaan kebijakan
pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yankpibten dengan kegiatan usaha guna
mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produk
Inustrial Security adalah segala upaya yang betkaitengan perlindungan terhadap instansi,
sumber daya, utility, material dan informasi rahasdustri dalam rangka mencegah terjadinya
kerugian dan kerusakan.
Organisasi adalah suatu badan berbasis kemasyamakahg melakukan kegiatannya dengan
tidak berorientasi pada aspek komersial, yang leeasp diwilayah Republik Indonesia.
Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan dtegiat berorientasi komersial, yang
beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
Instansi/lembaga Pemerintah adalah organisasi pamierselain Tentara Nasional Indonesia
(TNI) yang berorientasi pada fungsi pelayanan masgd, yang menyelenggarakan Satuan
Pengamanan.
Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut SATR¥sl&la satuan atau kelompok petugas
yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk matekan pengamanan dalam rangka
menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkunggmia.
Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangenfup atau trbuka, bergerak atau tetap
dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publilariigsung serta terdapat sumber-sumber
ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupufisiodi dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnyakdisiBgJP adalah perusahaan yang
berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak didgamyediaan tenaga pengamanan, pelatihan
keamanan, kawal angkut uang/barang berhara, kassukeamanan, penerapan peralatan
keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan.
Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untaelgakinkan tingkat kesesuaian antara satu
kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu idestitengan kriterianya dilakukan oleh auditor
yang berkompeten dan independen dengan mendekatkan mengevaluasi bukti-bukti
pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis sidektif guna memberikan pendapat atau
kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yan@erkepentingan.
Tim Audit adalah Tim yang dibentuk oleh POLRI yabgrtugas melakukan audit akreditas
terhadap BUJP dalam rangka penerbitan operasianalny
Badan Audit adalah suatu badan independen yangidasrtmelakukan audit SMP untuk
memastikan tingkat pencapaian, pemeliharaan, pertarapan SMP di lingkungan organisasi,
perusahaan, instansi/lembaga pemerintah.
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Laporan audit adalah hasil audit yang dilakukarh dBadan Audit yang berisi fakta yang
ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempgatdedvagai dasar untuk menerbitkan sertifikat
SMP.

Pembinaan SATPAM adalah segala usaha, kegiatan pdderjaan untuk membimbing,
mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasukt&ediaordinasi dan bimbingan teknis
SATPAM, untuk ikut serta secara aktif menciptakargmelihara dan meningkatkan ketertiban
dan keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya ndakeentuk ketertiban dan keamanan
swakarsa.

Surat izin Operasional adalah surat yang beriserkegan bahwa pemegang surat diberi izin
untuk melakukan kegiatan promosi, proses tenddgks@nakan kontrak kerja pengamanan, dan
melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di  doidarpengamanan.
Wilayah Usaha adalah wilayah dimana badan usahg yemsangkutan dibenarkan untuk
melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas penbawilayah hukum polda.
Pelatihan adalah proses interaksi antara peseléiha® dengan pelatih untuk memperoleh
kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melaksésuatu kegiatan di bidang tertentu.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatueargenai tujuan, kompetensi, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagdman untuk penyelenggaraan

pembelajaran dan/atau pelatihan guna mencapai ntujua tertentu.
Inhouse Training adalah pelatihan yang dilaksangdengguna SATPAM pada bidang khusus
sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar SMTi24yi anggota/calon anggota SATPAM
yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang BAW.

Pelatihan Gada Madya adalah pelatiha SATPAM baggeta SATPAM yang dipersiapkan
untuk menduduki jabatan setingkat Kepala regu keata (supervisor).
Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan SATPAM baapajer/calon manajer/chief security
atau bagi manajer yang Dbertanggung jawab terhadapland pengamanan.
Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan ipafatyang bertujuan untuk mendapatkan
keahlian tertentu di bidang pengamanan.

Seragam SATPAM yang selanjutnya disingkat GAM SAMAlalah pakaian yang dilengkapi
dengan tanda pengenal dan atribut tertentu setwainadari kepolisian sebagai pengawas dan
pembina teknis SATPAM yang dipakai dan digunakaehoénggota SATPAM serta telah
mendapat pengakuan dari POLRI untuk dapat melakaantigas sebagai pengemban fungsi
kepolisian terbatas pada lingkungan kerjanya.

GAM SATPAM Pakaian Dinas Harian yang selanjutnysirdjkat GAM SATPAM PDH adalah
GAM SATPAM vyang dipakai dan digunakan untuk melakdan tugas sehari-hari di
lingkungan kerjanya, selain di kawasan khusus yaamerlukan kelengkapan seragam khusus.
GAM SATPAM Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutdisangkat GAM SATPAM PDL
adalah GAM SATPAM yang khusus digunakan pada aaeg Yanyak berhubungan kegiatan di
lapangan dan sejenisnya.

GAM SATPAM Pakaian Sipil Harian yang selanjutnyaidgkat GAM SATPAM PSH adalah
GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untuk melakdan tugas harian di area kerjanya
yang banyak berhungan dengan pelanggan, masyanakah serta petugas yang membidangi
pangamanan non fisik, yang diberikan kepada petugetingkat supervisor ke atas.
GAM SATPAM Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutrdiaingkat GAM SATPAM PSL
adalah GAM SATPAM yang dipakai dan digunakan untoéaksanakan tugas pengamanan
event.
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Atribut SATAM adalah segala bentuk tanda anggotallSAM yang dapat menunjukkan
kompetensi, kualifikasi dan identitas panggunaaseaierah tempat bertugas yang dipasang pada
pakaian kerja.

Tanda Kewenangan adalah tanda tertentu yang dipdddaisetiap anggota SATPAM sebagai
tanda kompetensi pengemban fungsi  kepolisian  tesbatdi  lingkungannya.
Daerah Tugas adalah wilayah hukum dari satuan &gahlan POLRI dimana lingkungan kerja
atau pusat kegiatan (home base) dari anggota SATPABfsebut berada.
Petunjuk Teknis (technical guide line) adalah pesjan dari SMP yang di tandatangani oleh
Pejabat POLRI setingkat Deputi atas nama Kapolri.

Pasal 2
Tujuan SMP

Tujuan dari SMP adalah menciptakan insure pengamdnaempat kerja dengan melibatkan
insure manajemen, tenaga kerja, kondisi dan ling&konkerja yang secara professional
terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugldbat ancaman, gangguan dan/atau
bencana serta mewujudkan tempat kerja yang amansieref dan produktif.
BAB Il

SMP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

SMP wajip diterapkan pada organisasi, perusahaaratda instansi/lembaga pemerintah di

wilayah hukum Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Standar dan Penerapan
Pasal 4
Standar SMP maliputi :

penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitteeghadap penerapan SMP;
Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasamanajemen pengamanan;
Penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan nmdrageggkan kemampuan dan mekanisme
pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakajyan dan sasaran pengamanan;
Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pemgemserta malakukan tindakan perbaikan

dan pencegahan;
Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelakse®lslP secara berkesinambungan dengan
tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.
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Pasal 5
Unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan peaer§MP pada organisasi, perusahaan

dan/atau instansi/lembaga pemerintah, terdiri atas

a. Pemeliharaan dan pembangunan komitmen;
b. Pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan maraa;
C. Manajemen risiko pengamanan;
d. Tujuan dan sasaran;
e. Perencanaan dan program;
f. Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan
g. Konsultasi, komunikasi dan partisipasi;
h. Pengendalian dokumen dan catatan;
i. Penanganan keadaan darurat;
J. Pengendalian proses dan infrastruktur,;
k. Pemantauan dan pengukuran kinerja;
l. Pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidak aisesu
m. Pengumpulan dan penggunaan data;
n. Audit;
0. Tinjauan manajemen;
p. Peningkatan berkelanjutan
Penjelasan mengenai standar dan penerapan SMPasebag tercantum dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
BAB "
SATPAM

Bagian Kesatu
Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan
Pasal 6

Tugas Pokok Satpam adalah menyelenggarakan keadzané&atertiban di Lingkungan/tempat

kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, gmsinformasi dan pengamanan teknis
lainnya.

Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi ling&n/tempat kerjanya dari setiap
gangguan keamanan, serta menegakkan peraturarat@atettib yang berlaku di lingkungan

kerjanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fkeygsisian terbatas, Satpam berperan
sebagai

a. unsur pembantu pimpinan organisasi, perusaldamatau instansi/lembaga pemerlntah,
pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan danibd@n lingkungan/tempat kerjanya;

b. unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamananke@ertiban masyarakat, penegakan
praturan perundang-undangan serta menumbuhkan dtesadlan kewaspadaan keamanan
(security mindedness dan security awareness) digkdimgan/tempat kerjanya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 7

Organisasi, Perusahaan dan/atau instansi/lembageeripgah harus membentuk struktur
organisasi  Satpam dalam rangka mendukung pencapajpenerapan  SMP.
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Pasal 8
Pengorganisasian Satpam dilaksanakan secara foagjgian struktural yang penerapannya
disesuaikan dengan kebutuhan.
Bentuk organisasi Satpam pada setiap organisasiysgigaan dan/atau instansi/lembaga
pemerintah pengguna Satpam berbeda antara satardngya, tergantung dari sifat dan ruang
lingkup kerjanya. Tipikal bentuk organisasi Satpsgbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

a. secara umum organisasi Satpam mencerminkan-organ yang mempunyai fungsi sebagai
berikut :

1. unsur pimpinan (penanggung jawab), sebagai p@mppuncak Satpam yang bertanggung
jawab atas pengelolaan sistem keamanan dan katewdiblingkungan kerja; 2. unsur staf dan
pelaksana (back office), yang bertugas sebagai getmtpimpinan dalam bidang perencanaan,
keuangan, material dan logistik; 3. unsur pelakg&oat office), yang bertugas melaksanakan
semua kegiatan pengamanan di lingkungan kerjanya;
4. unsur pengawasan (internal audit), sebagai petmbgimpinan dalam pengawasan dan
pengendalian  terhadap  seluruh  kegiatan  pengamanan lidgkungan  kerja;

b. berdasarkan penyelenggaraan dan manfaatnya,nisaga Satpam sebagai berikut:
1. organisasi BUJP, yaitu para anggota Satpam ahsy dalam satu badan usaha yang
bergerak di bidang industri jasa pengamanan;
2. organisasi Satpam organik, yaitu merupakan kataoponen bagian dari suatu organisasi,
perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah;

C. asosiasi yang menampung Satpam yaitu organmsassa yang menampug aspirasi dan
kepentingan profesi Satpam.

(4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud padd3yaruf a angka 3 dapat dibagi menurut
obyek fisik tempat geografis/instalasi produksi /déau obyek khusus yang secara kegunaan
diperlukan sesuai kebutuhan.

(5) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)f lmudibentuk oleh komunitas Satpam
dengan mengikutsertakan komunitas terkait.

(6) Pembentukan asosiasi difasilitasi dan disaldtah Kapolri serta manjadi mitra Polri dalam
rangka pembinaan industrial Security di Indonesia.
(7) Bentuk organisasi sebagaimana dimaksud pad& @yadapat dikembangkan sesuai
kebutuhan antara lain menurut stratifikasi jenjatgritas kewenangan baik secara atruktural

maupun fungsional.

(8) Tipikal bentuk organisasi Satpam dan organigassebagaimana tercantum dalam lampiran
yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
Bagian Ketiga
Pembinaan Satpam
Paragraf 1
Prioritas Pembinaan
Pasal 9
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Rioritas pembinaan Satpam diarahkan kepada pelafksatugas Satpam yang sejalan dengan

kebijakan Polri di bidang Kamtibmas.
Pasal 10
Pembinaan anggota Satpam oleh Polri, meliputi

a. legalitas kompetisi;
b. seragam dan atribut;

C. registrasi dan penerbitan Kartu Tanda Anggota TAK dan

d. sistem manajemen penggunaannya.
Paragraf 2
Sumber anggota Satpam
Pasal 11
Sumber anggota Satpam diperoleh dari X
a. karyawan permanan yang ditunjuk pimpinan organiperusahaan dan/atau |nstanS|/Iembaga
pemerintah (inhouse security);

b. badan usaha di bidang jasa pengamanan (outegourc
Pasal 12

(1) Untuk diangkat sebagai anggota Satpam, sea@aong harus memenuhi persyaratan sebagal
berikut

a. Warga negara Indone5|a;

b Lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
C. Lulus psikotes;

d. Bebas narkoba

e Menyertakan Surat Keterangan Kepolisian (SKCK)
f Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah mu (SMU)

g. Tinggi badan paling rendah 165 (seratus enamhplitha) cm untuk pria dan paling rendah
160 (seratus enam puluh) cm untuk wanita;
h. Usia paling rendah 20 (dua puluh) dan palinggdin 30 (tiga puluh) tahun

(2) Ketentuan mengenai persyaratan bagi mantardpirawan anggota TNI dan Polri diatur

lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.

Paragraf 3

Kemampuan/Kompetensi

Pasal 13

(1) Kemampun/kompetensi anggota Satpam meliputi:
. Kepoliasian terbatas;

b. keselamatan dan keamanan lingkungan kerja;
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C. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang Industria  Security;

(2) Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebaggemdran fungsi Kepolisian Terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dgieroblalui pelatihan Satpam pada Lembaga
Pendidikan Polsri maupun BUJP vyang telah mendapatkain dari Kapolri.

(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayatr{®j tkari 3 (tiga) jenjang palatihan yaitu

a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar;
b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan
C. Gada Utama untuk kemampuan manajerial.

(4) Kemampuan teknis keselamatan dan keamananulmggk kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, diperoleh melalui pelatiehouse training pada tempat dimana anggota
Satpam bertugas.

(5) Pelatihan/kursus Spesialisasi sebagaimana gundaada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan
bidang tugasnya yang diatur secaa spesifik baikigeknaupun cakupannya, oleh ketentuan
peruntukkannya.

(6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (@)aglat (5) merupakan kewajiban dari

instansi/badan/penyelenggara dan pengguna Satpam.
Paragraf 4
Tujuan, Persyaratan dan Kurikulum Pelatihan
Pasal 14

(1) Tujuan pelatihan Gada Pratama yaitu menghasi&atpam yang memiliki sikap mental
kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pealgean serta keterampilan dasar sebagai

pelaksana tugas Satpam.

(2 Persyaratan peserta pelatihan Gada Pratam hadala ;

a. Warga Negara Indonesia;

b Lusus tes kesehatan dan kesamaptaan;
C. Lulus Psikotes;

d. Bebas narkoba

e Menyertakan Surat Keterangan Catatan KepolSkGK)

f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah mu (SMU)

g. Tinggi bada paling rendah 165 (seratus enanmhdirha) cm untuk pria dan paling rendah 160
(seratus enam puluh) cm untuk wanita; dan
h. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 30tahun

(3) Pelatihan Gada Pratama dilaksanakan dengangueakan minimal pola 232 (dua ratus tiga
puluh dua) jam pelajaran, penambahan disesuaikagadekebutuhan perkembangan industrial
security.

Pasal 15
(1) Tujuan pelatihan Gada Madya yaitu menghasil@aggota Satpam yang memiliki sikap
mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memgémngetahuan dan keterampilan manajerial

tingkat dasar dengan kualifikasi supervisor petugas Satpam.
(2) Persyaratan peserta pelatihan Gada Madya adalah:
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a. lulus pelatihan Gada Pratama;

b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
C. bebas narkoba;

d. untuk lulusan SMU, memiliki pengalaman kerjaimglsingkat 3 (tiga) tahun di bidang
security; dan

e. surat rekomendasi dari perusahaan tempat pdsekéaja atau SKCK bagi peserta mandiri.
(3) Pelatihan Gada Madya dilaksanakan dengan meaggn minimal pola 160 (seratus enam
puluh) jam pelajaran, penambahan disesuaikan dekghotuhan perkembangan industrial
security.

Pasal 16

(1) Tujuan pelatihan Gada Utama yaitu menghasilkaggota Satpam yang memiliki sikap
mental keprobadian, kesamaptaan fisik, dan menpéigetahuan serta keterampilan sebagai
Manajer/Shief Security dengan kemampuan melakukalisa tugas dan kegiatan, kemampuan
mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahaalamagalam lingkup tugas dan

tanggung jawabnya.
(2) Persyaratan umum pelatihan Gada Utama adalah

a. lulus tes kesehatan;
b. bebas narkoba;

C. menyertakan SKCK; dan

d. lulus tes wawancara
3) Persyaratan khusus pelatihan Gada Utama adalah:

a lulus pelatihan Gada Madya

b. memiliki pengalaman kerja aling singkat 6 (enat@hun bagi security Karier
c. wajib memiliki pengalman kerja di bidang segupiling singkat 3 (tiga ) tahun bagi yang
berpendidikan Diploma Tiga ( Dl

d. wajib memilki pengalaman kerja di bidang sequpaling sedikit 2 (dua) tahun bagi yang
berpendidikan Strata Satu (s

e. bagi purnawirawan, paling rendah berpangkat iIPerw Pertama (Pama)
f. surat rekomendasi dari perusahaan tempat pesertdekerja.

(4) Pelatihan Gada Utama dilaksanakan minimal memgkan pola 100 (seratus) jam pelajaran,
penambahan  disesuaikan dengan  kebutuhan  perkemmbangadustrial  security

(5) Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian hariametode pengajaran, mata pelajaran dan jam
pelajaran pelatihan Gada Pratama, Gada Madya dda Gi@ama sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan  i. in
Pasal 17
(1) Persyaratan peserta latihan/kursus spesialisasi adalah

a. lulus Gada Pratama

b. memiliki surat rekomendasi dari perusahaan témppeserta  bekerja
(2) Kurikulum pelatihan/kursus spesialisasi disuss@suai peruntukkan dan kualifikasi
lulusannya.
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Paragraf 5

Kode etik dan Prinsip Penuntun Satpam
Pasal 18

(1) Komitmen Satpam terhadap kemampuan/kompetetandmelaksanakan tugas, berdasrkan
kode etik Satpam dan prinsip penuntun Satpam
(2) Kode etik Satpam dan penuntun Satpam sebagaitearantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.
Paragraf 6
Pendekatan Pelatihan
Pasal 19
Pelatihan Satpam menggunakan pendekatan

a. tujuan, yaitu setiap tenaga pelatinh wajib meatyst secara jelas tujuan yang harus dicapai

oleh siswa dalam kegiatan pelatihan;
b. kompetensi, yaitu sejumlah pengetahuan dandmian yang wajib dimiliki olen Satpam
sehingga mampu mengemban tugas jabatannya,;

c. sistemik, yaitu penekanan pada kaitan fungsiantdra berbagai komponen kurikulum yaitu
tujuan pelatihan, kemampuan yang ingin dicapai,glzanan belajar, materi pelajaran, dan

komponen pendukung lainnya;
d. sistematik, yaitu mendasarkan pada pemikirag yaratur berdasarkan langkah-langkah yang
telah ditentukan;
e. efisian dan efektif, yaitu penggunaan waktu,adadan fasilitas yang tersedia harus bias
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tencg@a  tujuan;
f. dinamis, yaitu materi pelajaran yang diberikariaki disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat, iimu pengetuahuan, dan teknologi;

g. lagalitas, yaitu lembaga yang memiliki otoritaeemberikan pelatihan adalah Lembaga
Pendidikan Polri atau BUJP yang mendapat izin dariKapolri.

Paragraf 7
Instruktur
Pasal 20

Instruktur pelatihan sebagai tenaga pendidik/gedati dalam pelatihan Satpam, wajib
mempunyai kualifikasi formal dan non formal sebagai berikut;

a. mamiliki akta/sertifikar sebagai pelatih yangetbleh malalui pendidikan/pelatihan formal

yang dirancang khusus untuk menjadi seorang instruk

b. mamiliki kompetensi/kemampuan instruktur dalaengusun dan menyampaikan materi yang
diperoleh memalui pendidikan, pengetahuan maupun  nggteman;

c. menunjukkan pengalaman tugas pengamanan, keainisruktur pada kekhususan atau
kejuruan tertentu sesuai dengan standar yang dupé&kan;

d. menunjukkan tingkatan/strata kemampuan sebagdruktur dalam memberikan materi
pelatihan pada Gada Pratama, Gada Madya atau Gadaamall
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Paragraf 8

Penahapan Pelatihan
Pasal 21
Penahapan pelatihan Satpam terdiri dari

a. tahap pertama yaitu tahap pembentukan sikapaimlespiribadian dan pembinaan fisik guna

membentuk sikap mental, kepribadian, dan penampilasik petugas Satpam;

b. tahap kedua yaitu tahap pemberian pengetahuakedarampilan teknis profesi Satpam agar
memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksamdugas sebagai anggota Satpam;
c. tahap ketiga adalah tahap pembulatan yakni aglikemua pengetahuan dan keterampilan
yang telah diterima selama mengikuti pelatihan ydivwguijudkan dalam bentuk latihan teknis

dan pembekalan-pembekalan.
Paragraf 9
Lembaga Pelatihan
Pasal 22
(1) Pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya disaemgn oleh

a. lembaga pendidikan di lingkungan Polri;
b. BUJP yang mempunyali izin operasional pelatihanari d Kapolri.

(2) Pelatihan Gada Utama penyelenggaraannya dikkada oleh Mabes Polri.

(3) Untuk pelatiha/kursus spesialisasi diselendgara oleh

. Polri;
b. inhouse training oleh pengguna jasa dan/atau tanss terkait;
c. instansi/pengguna Satpam terkait dan/atau Bl ynendapat izin atau akreditasi untuk
melakukan pelatihan dimaksud.
Paragraf 10
Sertifikasi dan Biaya
Pasal 23

(1) Setiap peserta pelatihan sebagaimana dimakslathdPasal 13 ayat (3), yang dinyatakan
lulus berhak mendapatkan ijazah kelulusan yang arnmkan kualifikasi pelatihan dan daftar
nilai.

(2) Bagi peserta yang telah mengikuti pelatiharguarspesialisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf c, berhak mendapatkan fikatti pelatihan tanpa daftar nilai.
(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayatdéh) ayat (2), diterbitkan dan dlsahkan
dengan ketentuan sebagai berikut

a. untuk pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya:
i. ditandatangani oleh Kepala Bagian Binkamsa atasa Kepala Biro Bimbingan Masyarakat
(Karobimmas) Polri untuk pelatihan yang dilaksamakpada tingkat Mabes Polri;

ii. ditandatangani oleh Kepala Birobinamitra atasma Kapolda untuk pelatihan yang
dilaksankan pada tingkat Polda;

b. untuk pelatihan Gada Utama ditandatangani oleharolimmas  Polri;
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c. untuk pelatihan/kursus spesialisasi ditandataingdeh Pejabat Instansi terkait yang
mempunyai kewenangan.

(4) Dukungan pembiayaan pelatihan menjadi tanggamgb organisasi, perusahaan dan/atau
instansi/lemabaga pemerintah yang bersangkutanaisefengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 11
Pelaporan
Pasal 24

(1) setiap pelaksanaan pelatihan Satpam wajib tkhndaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan.
(2) isi laporan pelaksanaan kegiatan pelatihangsetmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. jumlah dan sumber peserta
b sarana dan prasarana pelatihan;
C. materi dan metode pelatihan;
d. instruktur; dan
e hasil pelatihan.
Paragraf 12
Seragam Satpam
Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam memakai pakaragam dan atribut sebagai identitas
pengemban fungsi kepolisian terbatas yang samg@ghiidentitas tersebut dapat dibedakan dari

bentuk-bentuk seragam profesi lainnya.
Pasal 26
Gam Satpam terdiri dari :
a. Gam Satpam PDH;
b. Gam Satpam PDL,;
C. Gam Satpam PSH; dan
d. Gam Satpam PSL.
Pasal 27

(1) Gam Satpam PDH sebagaimana dimaksud dalam @&ahuruf a, terdiri dari
a. Tutup kepala memakai pet, berwarna biru tua ndKapi dengan

a. klep warna hijau;
b. pita hias untuk setingkat supervisor keatas &eravkuning, staf berwarna putih dan anggota
berwarna hitam;

c. knop tali hias berbentuk bundar dengan simbol blem = Satpam;
d. emblem untuk setingkat supervisor keatas bemvikoming emas dengan alas beludru hitam
sedangkan untuk staf dan anggota berwarna putih  akper
b. baju kemeja lengan pendek berwarna putih dan aakan lap pundak (schouderlap);
c. celana untuk pria adalah celana panjang berwairnatua dan rok panjang di bawah atau
kulot untuk wanita yang penggunaannya  disesuaikanengah  kebutuhan;
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d. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hieargath kaos kaki berwarna hitam, dan untuk
wanita sepatu pantofel dengan tumit sepatu setinggi(lima) cm warna hitam;
e. ikat pinggang terdiri dari sabuk besar (kopeljiberwarna hitam dengan timang (gesper) dari
logam berwarna kuning dan ikat pinggang kecil bemazhitam memakai timang (gesper) dari
logam berwarna  kuning dengan simbol sama  seperti da pa emblem;

f. atribut, terdiri dari :
1. monogram dari logam dipasang pada leher bajtykupimpinan berwarna kuning emas,
sedangkan anggota lainnya berwarna putih;

2. pita nama terbuat dari kain berwarna dasar glij#hit di atas saku ssebelah kanan dengan
tulisan berwarna hitam, sedangkan di bawah nansatuhomor registrasi dari anggota yang
bersangkutan dengan tulisan berwarna hitam;

3. pita Satpam terbuat dari kain berwarna dasén pgengan huruf berwarna hitam dijahit di atas
saku dada sebelah Kiri;

4. badge terbuat dari kain dijahit pada lengan kaju/ang menunjukkan instansi/proyek/badan
usaha yang menggunakan Satpam tersebut;

5. tanda lokasi terbuat dari kain dijahit pada &mg@aju kirri di atas badge yang menunjukkan
lokasi  Poltabes/Polres/ta  yang membawahi  operd@asa Satpam  tersebut.
6. badge Mabes Polri atau Polda terbuat dari kaja@hitl pada lengan baju kanan yang

menunjukkan dimana satpam tersebut diregistrasi;
7. tali peluit untuk setingkat supervisor ke atabahu kanan berwarna hitam, sedangkan untuk
staf dan anggota di bahu Kiri berwarna hitam;
8. tanda jabatan hanya untuk setingkat supervisekatkan pada saku sebelah kiri yang terbuat
dari logam berwarna kuning emas;

9. pentung/ruyung yang digunakan menyesuaikan fé@esi teknis dan penggunaan yang
digunakan pada Polri;

10. pisau rimba (survival & tactical) dan multi fs1  (multi  function);
11. tanda kompetensi Kepolisian terbatas gadarpegatgada madya dan gada utama terbuat dari

logam dipasang pada dada Kiri;

12. tanda kualifikasi/spesialisasi keahlian/ketgyden ditempatkan di atas pita sekuriti di bawah
tanda kompetensi;

(2) Bentuk dan spesifikasi tanda kualifikasi/spésaai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f angka 12 ditetapkan dengan Keputusan Kapolr
Pasal 28

Gam Satpam PDL sebagaimana dimaksud dalam pasalh@6f b, terdiri dari:

a. tutup kepala memakai topi lapangan berwarna ki dilengkapi dengan emblem;
b. baju kemeja lengan panjang berwana biru tua miamakai lap pundak (scholderlap);
c. celana untuk ptia dan wanita, bentuk dan wamraasdengan Gam Satpam PDH pria,

ditambah dengan pemegang kopelriem;
d. sepatu untuk pria sepatu dinas lapangan berwaitaen sedangkan untuk wanita sepatu
rendah berwana hitam;

e. ikat pinggang terdiri dari kopelriem berwarndilpuan ikat pinggang kecil berwarna hitam;
f. atribut Gam Satpam PDL sama dengan Gam Satpdthdebagai mana dimaksud dalam pasal
27 ayat (2) huruf f, kecuali tali peluit berwarna utip.
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Pasal 29

Gam Satpam PSH sebagaimana dimaksud dalam pasahud®& c, terdiri dari

a. stelan safari berwarna gelap bagi pria dan aanit
b. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna higargath kaos kaki berwarna hitam sedangkan
untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setindgglima) cm berwarna hitam;

C. atribut terdiri dari:
1. papan nama terbuat dari mika berwarna dasamhdangan tulisan berwarna putih,
ditempatkan pada dada kanan;
2. kompetensi Kepolisian Terbatas, Gada Pratamda G&adya dan Gada Utama, terbuat dari
logam dipasang pada dada Kiri.
Pasal 30

Seragam Satpam PSL sebagaimana dimaksud dalam R&sahuruf d terdiri dari:
a. stelan  jas lengkap  berwarna  biru tua  bagi priaan d wanita;
b. sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hietangkan untuk wanita sepatu pantofel

dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam;
c. atribut terdiri dari tanda kompetensi Gada Pnata Gada Madya atau Gada Utama
ditempatkan pada dada Kiri.
Pasal 31

(1) Penggunaan Gam Satpam hanya dibenarkan daldaksaeakan tugas pengamanan di
lingkungan/tempat kerjanya;
(2) Penggunaan Gam Satpam di luar lingkungan/teregganya diwajibkan membawa Surat
Perintah Tugas atasannya;
(3) Dalam rangka pelayanan prima, penggunaan GapaissPDH dapat dilengkapi dengan dasi
berwarna biru;

(4) Dalam kedaan tertentu, penggunaan Gam Satpaat ddengkapi dengan jaket berwarna
hitam dan penempatan atributnya sama dengan Gam pardat

(5) Bentuk Gam Satpam PDH, Gam Satpam PDL, Gama8afSH, dan Gam Satpam PSL
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidakistdrkan dengan peraturan ini.

Paragraf 13
Kelengkapan lain
Pasal 32
(1) Kelengkapan angota Satpam, antara lain:

a. kelengkapan perorangan yang melekat, sepegkabrpolisi, borgol, pisau, senjata api, dan
radio komunikasi, spesifikasinya berpedoman kep&etentuan yang ada pada Polri.

b. kelengkapan peralatan keamanan (security dgv8apam diberikan sesuai dengan tuntutan
standar kebutuhan perlengkapan yang harus digunakada suatu area tugas.

(2) Ketentuan mengenai penggunaan kelengkapan aefemta dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.

(3) Dalam rangka menjamin legalitas pemakaian kfdapan harus dibekali dengan surat
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peintah penggunaan dari pimpinan organisasi, peaasadan/atau instansi.lembaga pemerintah
pengguna Satpam.
(4) Bentuk perlengkapan topi keselamatan kerjaetgaflelmet) , sepatu keselamatan kerja
(Safety shoes), atribut dan kompetensi Satpam a@haga tercantum dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 33

Penggunaa senjata api bagi Satpam disesuaikan rdesifgd dan lingkup tugasnya serta
berpedoman pada ketentuan tentang penggunaan asenggii yang berlaku.

Paragraf 14
Registrasi dan KTA
Pasal 34

(1) Untuk memudahkan pengenalan secara fisik aag@#tpam, setiap anggota Satpam
mempunyai Nomor Registrasi (No Reg) sendiri yantpeliumkan/ dituliskan dibalik atribut
tanda kompetensi Gada Pratama, Gada Magya danGanea serta di bawah papan nama pada
seragam.

(2) Struktur penulisan nomor registrasi sebagaimdimaksud pada ayat (1) adalah :
a. bagian pertama yang menunjukkan kode Mabes &alii Polda di mana anggota diregistrasi

pertama kali;
b. bagian kedua yang manunjukkan tahun berapa tadgmtpam tersebut lulus mengikuti
pelatihan Satpam,;

c. bagian krtiga menunjukkan nomor urut registdeii anggota Satpam yang bersangkutan.
(3) Kode nomor “00” diberikan hanya bagi anggotduaa pengamanan yang memperoleh
pelatihan tingkat Mabes Polri serta akan ditugasid@h organisasi penggunanya di 2 (dua)

wilayah Polda atau lebih.

(4) Kode nomor registrasi pertama kali, sebagaima@neantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.
Pasal 35

(1) Fungsi registrasi untuk Satpam adalah:
a. sebagai salah satu bentuk pengawasan administtathadap setiap anggota Satpam yang
meliputi:

1. identitas pribadi;

2. kopetensi kemampuan;

3. riwayat penugasan; dan

4. catatan yang berkaitan dengan profile penugasamasing-masing Satpam;
b. merupakan syarat untuk menetapkan nomor regjistemm mengeluarkan KTA bagi seorang

anggota Satpam.
(2) Dokumen registrasi dijadikan dasar untuk pertdrudata, statistik dan informasi yang dapat
menggambarkan peta kekuatan Satpam sesuai denganbututk@nnya.
Pasal 36
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(1) Fungsi KTA Satpam adalah sebagai identitas kewgan melaksanakan tugas pengemban
fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya.
(2) KTA wajib diperlihatkan apabila diperlukan uktmembuktikan kewenangan yang dimiliki
pemegangnya.

Pasal 37

(1) Tempat pengajuan registrasi KTA adalah:
a. Mabes Polri, sebagai pusat registrasi dan ds¢aBatpam seluruh wilayah Indonesia, dan
Karobimmas Polri bertanggung jawab atas pelaksamzan pengawasan registrasi Satpam
tingkat nasional,

b. Polda, sebagai pusat registrasi dan databagsar®atli wilayah Polda, dan Kapolda

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawegatrasi Satpam tingkat kewilayahan.

(2) Dalam hal tempat pengajuan registrasi sangat g@ari tempat tinggal pemohon, maka
permohonan dapat diajukan ke Polwil/PolwiltabesiBoés/Polres/Polresta, dan selanjutnya
Polwil/Polwiltabes/Poldabes/Polres/Polresta menensya ke Polda setempat.

3) Tata cara dalam pemberian registrasi sebagai rikuibe

a. organisasi pengguna Satpam secara kolektif me@yapermohonan registrasi dan penerbitan
KTA secara tertulis kepada Kapolri U.P. Karobimniadri atau Kapolda berdasarkan tempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8)dieampiri dengan formulir registrasi dan

KTA yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan holenasing-masing anggota Satpam;
b. formulir registrasi yang telah diterima seteldimyatakan lengkap, maka pada tingkat:
1. Mabes Palri, diberikan nomor registrsi untulesesnya diterbitkan KTA yang ditandatangani

oleh Kabagbinkamnas atas nama Korobimmas Polri;
2. Polda, diberikan nomor registrsi untuk seterasaerbitkan KTA yang ditandatangani oleh
Karobinamitra atas nama Kapolda;

c. pemohon registrasi dan penerbitan KTA yang idi®r selanjutnya diproses untuk
kelengkapan pas foto dan rumus sidik jari, kemudiduatkan surat pengantar ke Polda guna
penomoran registrasi dan penerbitan KTA.

(4) KTA yang telah diterima oleh pemohon, wajibagibrkan kepada Binamitra Polres dimana
pemegangnya bertugas, yang akan digunakan sebagai dbhlam rangka pembinaan
operasionalnya.

Pasal 38

(1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimakdanh gieasal 37 ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. pas foto;

b. fotokopi sertifikasi kompetensi yang dimiliki; ad

C. rumus sidik jari masing-masing anggota Satpam.

(2) pengambilan pas foto dan perumusan sidik glvagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf c, dilaksanakan oleh pejabat identifikBsiri pada organik pelaksanaan fungsi
identifikasi di setiap tempat registrasi.

Pasal 39
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Keterangan yang dicantumkan dalam KTA, meliputi:

a. identitas pribadi;

b. perusahaan/instansi yang menggunakan;

C. kompetensi kemampuan/kecakapan yang dimiliki; n da
d. masa berlaku KTA.
Pasal 40

Ketentuan dalam pembuatan pas foto pada KTA Satpamadalah:

a. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 bdgm

b. background/warna dasar pas foto menyesuaikan K3Atpam yang diajukan;
c. menggunakan Gam PDH yaitu putih bitu lengkapgdanbadge, lokasi, papan nama, tanda
kewenangan dan tanpa tutup kepala, kecuali untutuKBanda Manager Keamanan dapat

menggunakan Seragam PSH.
Pasal 41
(1) Warna dasar KTA adalah:

a. biru diperuntukkan bagi anggota Satpam yanghtdldus pelatihan Gada Pratama;
b. kuning diperuntukkan bagi anggota Satpam yanghtdulus pelatihan Gada Madya;
c. merah diperuntukkan bagi anggota Satpam ataagearkeamanan yang telah lulus pelatihan
Gada Utama,;

(2) Bentuk dan ukuran KTA dibuat dengan criteriekdlibel, efisian, dan tidak mudah rusak,
sehingga dapat ditempatkan dalam saku atau domges mudah untuk dibaca dan dikenali.
(3) Spesifikasi teknis KTA Satpam ditetapkan dengaKeputusan Kapolri.
(4) Masa berlaku KTA Satpam adalah untuk jangkatwa&k(tiga) tahun terhitung sejak tanggal
dikeluarkan;

Pasal 42

(1) Tata cara penggantian dan pencabutan KTA Satpasebagai berikut:
a. apbila KTA Satpam telah habis masa berlakunygkanpenggantian KTA dapat diakukan
melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Bdsayat (3) dan pada surat permohonan
penggantian KTA harus dilampiri KTA yang telah Habjangka waktu berlakunya;
b. apabila KTA Satpam hilang atau rusak, dapat rtemipenggantinya malalui tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), itlampiti bukti-bukti hilang atau sebab-
sebab kerusakan;

c. apabila pemegang KTA Satpam meninggal duniandihnkan atau dibebaskan dari tugas-
tugas Satpam, maka KTA yang bersangkutan oleh pegya diserahkan kepada Polres

setempat, untuk kemudian diproses pencabutannya.
(2) Setiap perubahan/penambahan nomor registragi, blda wajib melaporkan ke Mabes
Polri c.q. Birobimmas Polri.
Pasal 43

(1) Setiap Polda wajib melaporkan mutasi pembeni@mor registrasi untuk database tingkat
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Mabes Polri.
(2) Setiap Polres wajib melaporkan mutasi dari pgng KTA kepada Polda nya untuk
menentukan perubahan status registrasi yang béasamg
(3) Laporan pelaksanaan kegiatan registrasi dilakuk satu  bulan  sekali.

Pasal 44
Sistem data base elektronik Satpam, dilakukan sebag berikut:
a. system elektronik data-base dirancang dengafigkioasi terdistribusi sampai dengan tingkat
Polres, dan berjalan pada jaringan intranet Polri;

b. aplikasi dalam data-base meliputi berbagai stilattentang satuan pengamanan dan cetak
KTA;

c. operator system data-base dan teteran kewenahkgas ditetapkan dengan surat keputusan;
d. pembinaan terhadap system data-base ini dilakeaan oleh Birobimmas Polri;

e. Implementasi system data-base elektronik Satfilzksanakan sesuai dengan program yang
ditetapkannya.

Pasal 45

Bagan tentang proses registrasi dan penerbitan Kdeékulisan dan pencantuman nomor
registrasi, formulir registrasi dan bentuk KTA sg@iaana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dengan peraturan ini.
Pasal 46
Anggaran untuk penyelenggaraan registrasi dan piaer KTA Satpam disusun dengan
melibatkan semua komponen yang terkait.
BAB v
HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA
Pasal 47
1) Hubungan dan Tata Cara Kerja Satpam adalah
a vertical ke atas, yaitu :

1. dengan satuan Polri, menerima direktif yang raeglgut hal-hal legalitas kompetesi,
pemeliharaan kemampuan dan kesiap siagaan serséenssi dan bantuan operasional;
2. dengan instansi/departemen teknis pemerintamemnmea direktif hal-hal yang berkaitan
dengan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya;
3. dengan asosiasi yang membawahi Satpam, mendngldif hal-hal yang berkaitan dengan
pembinaan keprofesian termasuk kesejahteraan d@ingpidndustrial security dan advokasi
terhadap masalah-masalah hokum yang terjadi;

b. horizontal, yaitu antar Satpam dengan kompomganisasi yang sejajar di lingkungan kerja
maupun dengan organisasi kemasyarakatan di sdkitgtungan kerja, dengan ketentuan :
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1. antar Satpam bersifat koordinatif saling tukdoimasi guna mendukung pelaksanaan tugas
masing-masing;

2. dengan komponen organisasi di lingkungan kegesitat koordinasi untuk efisiensi dan
efektivitas kegiatan dalam pembinaan keamanan dan etertlan;

3. dengan masyarakat dan organisasi kemasyarattasakitar tempat tugas bersifat koordinasi
guna menciptakan situasi yang saling manfaat dalangka memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat;

C. vertical ke bawah, yaitu :

1. dalam ikatan organisasi, maka organisasi yargh leatas melakukan pengawasan,

pengendalian dan bantuan terhadap kegiatan senterima laporan pelaksanaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

2. dalam ikatan perorangan, maka kompetensi yaip l@as dapat melakukan pengawasan
teknis penerapan kode etik dan tuntutan pelaksanagms serta melakukan tindakan korektif.

(2) Pada setia lingkungan kerja HTCK harus dijabarkdalam satu prosedur standar (Standar
Operating Procedure/SOP) yang menjadi pedoman ppktikksanaan kegiatan pengamanan.

(3) Apabila pada satu tingkat eskalasi keamanaenter menibulkan ancaman dan gangguan
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat umaka ®atpam harus di bawah komando

dan kendali langsung Pejabat Polri yang berwenang.
Pasal 48
(2) Produk staf/naskah administrasi pengamanan iriterd dari

a. rencana pengamanan (renpam) merupakan prodk&m&ebijaksanaan pengamanan yang
menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatag argkap untuk setiap organisasi yang
disusun oleh pimpinan Satpam;

b. rencana kontinjensi (Renkon), merupakan proe@utilis pada tatanan manajemen puncak,
yang menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiEmagkap untuk satu organisasi;
c. rencana kegiatan dan rencana kontinjensi (AéiPlan and Bontingency), merupakan produk
tertulis yang disusun oleh setiap bagian dan usifakdari organisasi Satpam, secara “bulanan
dan mingguan” yang akan menjadi acuan kegiatan Ismgiap anggota Satpam yang
melaksanakan;

d. laporan pelaksanaan, merupakan lapoan pertagggwaban pelaksanaan kegiatan, meliputi;
1. laporan bulanan, dibuat oleh setiap bagian kowmpoorganisasi Satpam yang ditujukan
kepada penangggung jawab Satpam, dan setelah dikondan dievaluasi, diolah menjadi
laporan  kegiatan pengamanan kepada pimpinan puncaknajemen (Direksi);
2. laporan pelaksanaan tugas, dibuat oleh penagggawab Satpam sebagai pertanggung
jawaban lengkap dari pelaksanaan tugas selama 1u) (speriode kerja/kontrak;
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e. laporan kejadian, merupakan laporan yang dibleat petugas Satpam yang berkompeten dan
diberikan kewenangan secara fungsional, yang beeisiang peristiwa/kejadian gangguan
keselamatan/keamanan yang terjadi dan harus sdij@tahui oleh penanggung jawab Satpam
maupun manajeman puncak (Direksi)

(2) Apabila peristiwa/kejadian sebagaimana dimakpada ayat (1) huruf e mangakibatkan
korban manusia dan/atau berakibat gangguan kepasiganakat umum di luar lingkungan kerja,
atau sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran/ pigiawian, maka wajib pada kesempatan
pertama dilaporakan kepada Satwil Kepolisian se#nglan membuat laporan selaku saksi
pelapor.

Pasal 49

(1) Peoduk Renpam sebagaimana dimaksud dalam #&abakuf a digunakan sebagai pedoman
implementasi SMP pada seluruh komponen/bagian @ma@sin dan menjangkau 1 (satu) tahun

periode kerja atau kontrak pengamanan.
(2) Ketentuan dalam pembuatan produk Renpam adalah:

a. kebijaksanaan pengamanan harus konsisten dengs®s bisnis organisasi dan/atau sistem
manajemen yang berlaku;

b. merupakan produk/naskah “rahasia/confidenti@hg pemberlakuan dan perubahannya harus
disahkan oleh pimpinan manajemen puncak;

c. pengendalian distribusi naskah Renpam beradaa gaithpinan manajemen puncak,
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala/Manajer Satpam
d. Renpam harus dijabarkan menjadi rencana kegiiagamanan oleh setiap komponen/bagian
organisasi maupun kegiatan.

(3) Apabila dipandang perlu oleh manajemen, Rendapat diberikan kepada kepala satuan
wilayah kepolisian setingkat Polres setempat darsld untuk objek vital nasional kepada Polda
setempat.

Pasal 50

(1) Produk Renkon sebagaimana dimaksud dalam R&8dalruf b disusun oleh kepala/manajer
Satpam, yang pemberlakuannya disahkan oleh pimpinstansi/lembaga pemerintah yang
bersangkutan, yang digunakan sebagai pedoman idp daimponen/bagian lingkungan kerja

dalam menghadapi keadaan darurat/ kontinjensi keama
(2) Produk Renkom merupakan produk “terbatas”, dalam pembuatannya harus memenuh|
ketentuan sebagai berikut

a. pembarlakuannya termasuk perubahannya disahldn pmpinan puncak manajemen
b. dalam penyusunannya dapat meminta konsultasi pagabat/Kepala Kepolisian wilayah
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setempat dan instansi pemerintah terkait;

C. pengendalian distribusi naskah Renkom berada a pachanajemen puncak;
d. dijabarkan pada setiap komponen/bagian darinisgsi ke dalam petunjuk kontinjensi yang
lebih teknis dan praktis;

e. dilakukan latihan secara periodic guna evaludalam rangka peninjauan untuk
penyesuaian/penyempurnaan;

f. diberikan kepada kepala satuan wilayah kepalisatingkat Polres setempat, dan khusus
untuk objek vital nasional diberikan juga kepadddBRsetempat, serta secara selektif prioritas
diberikan kepada instansi pemerintah terkait.

Pasal 51

(1) Ketentuan produk rencana kegiatan dan rencanéniensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 huruf o adalah:

a. disusun oleh pimpinan bagian/unit organisasiergikan oleh pimpinan Satpam, dan untuk
pemberlakuannya disahkan oleh penanggung jawab ariBatp
b. merupakan jabaran dari Renpam dan Renkom;

c. berisi tentang target kegiatan, personel penamggjawab, uraian kegiatan, jadwal
pelaksanaan, hasil yang dicapai dan keterangan yamEylu dicatat/direkam;

d. dituangkan pada panel visual di tempat kerjagydapat dilihat oleh personel yang terlibat;
e. rencana kegiatan dari unsur-unsur pelaksanagrgdaisasi pengamanan, dilaporkan dan/atau
dikoordinasikan dengan Satuan Polri setempat, nahpada saat rapat koordinasi rutin dalam
rangka penyusunan rencana kegiatan bersama.
(2) Bentuk dari produk berupa renpam (security plaenkom (contingensi plan), rencana
kegiatan (security activity plan), laporan kejadidan laporan kegiatan (security report)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidakistdtkan dengan peraturan ini.

BAB \Y

BUJP

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 52

(1) Organisasi, perusahaan dan/atau instansi/leanipagnerintah dapat menggunakan BUJP
dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SMP.
(2) BUJP yang dimaksud pada ayat (1) dibina olehi,Pgang dalam pelaksanaannya wajib
mendapatkan izin operasional dari Kapolri berdasarekomendasi dari Polda di tempat badan

usaha tersebut beroperasi.
Bagian Kedua
Penggolongan

Pasal 53
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Penggolongan BUJP meliputi :
Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (Security Canglt

a.
b. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (Becuridevices);

C. Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (Security Trajning
d. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berh@rglmables Security Transport);
e. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guadices; dan

f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 Services).
Pasal 54

(1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (Security Camsy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf a, memberikan jasa kepada pengguna jas@dearan, pertimbangan atau pendapat
dan membantu dalam pengelolaan tentang cara daseduio pengamanan suatu objek.
(2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan {8rvices) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf b, memberikan jasa kepada peng@saaberupa penerapan teknolagi peralatan
pengamanan dalam kaitannya dengan cara dan prospdogamanan suatu objek
(3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (Security Trgisgbagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf ¢, memberikan jasa kepada pengguna jasa d@emyediaan sarana dan prasarana untuk
melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keamguna menyiapkan, meningkatkan, dan
memelihara kemampuan tenaga Satpam.

(4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Beahdvgluables Security Transport)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, méabgasa kepada pengguna jasa berupa
pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga.
(5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan &amaices) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf e, memberikan jasa kepada peng@saaberupa penyediaan tenaga Satpam
untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengamaman dan ketertiban di lingkungan
kerja pengguna jasa.

(6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 Services)aeimmm dimaksud dalam Pasal 53 huruf e,
memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa paageshtwa untuk melakukan pengamanan
yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban mjkungan kerja pengguna jasa.

Pasal 55

Kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultasi Keamanan hadala:

a. melakukan jasa penilaian kelayakan pengamanajek,obasset, dan lingkungan;
b. membuat perencanaan bentuk dasar dan desaiarpangn yang berstruktur dan sistematis
sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diamanka
c. mengadakan penelitian dan pengembangan tentaagdan prosedur pengamanan suatu
objek;

d. memberikan jasa perancangan sistem perangkgapeman berdasarkan potensi kerawanan
dan kondisi lingkungan;

e. membantu pemakai jasa keamanan dalam mengimpigsilen system perangkat
pengamanan yang baru atau mengkaji ulang sistemgapsaman yang telah ada;
f. memberikan jasa konsultasi di bidang resiko ibigibussiness risk), termasuk informasi
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oengamanan dan bisnis; dan/atau
g. jasa pengumpulan informasi untuk kepentingarg@eranan swakarsa internal perusahaan
(client) sesuai ketentuan peraturan perundang-waaan

Pasal 56

Kegiatan @ Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan tha@amaadalah

a. merencanakan pengadaan, rancang bangun (dgsmgmsangan, dan pemeliharaan peralatan
keamanan, kecuali untuk peralatan keamanan seaafagas air mata, alat/peralatan kejut

dengan tenaga listrik, dan bahan peledak;
b. menetapkan garansi atas penggunaan peralatan makas;

c. menyiapkan dan melatih tenaga operator untukamen beroperasinya peralatan keamanan;
dan/atau

d. menyusun tata cara, prosedur dan mekanismensiatela bahaya atau darurat guna bantuan

dan pertolongan pertama.
Pasal 57
Kegiatan Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan adalah

a. menyelenggarakan pelatihan tenaga Satpam deagaifikasi kemampuan dasar Gada
Pratama dan Gada Madya kecuali untuk Gada Utamgelgggaraannya dikendalikan oleh

Mabes Polri;
b. menyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekarn@a dengan instansi, otoritas terkait atau
BUJP yang direkomendasikan oleh instansi terkait;

c. menyelenggarakan penataran, lokakarya, dan aemimdli bidang security.

Pasal 58

Kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dananBarBerharga adalah

a. menyiapkan infrastruktur dan sarana angkutargy yaemenuhi persyaratan standar asuransi
internasional,

b. menyiapkan tenaga pengawal tetap dari Polri dangemudi yang memenuhi syarat;
C. mengasuransikan uang dan barang berharga  yangangkdi/dikawal,

d. mengasuransikan personel yang melaksanakan wpelaga dan pengangkutan uang dan
barang berharga; dan/atau

e. melakukan pengawalan uang dan barang berhardam dawvilayah indonesia.

Pasal 59

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Peragamaadalah
a. menyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikesmal pelatihan dasar Satpam (Gada
Pratama);
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b. memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminagjaddgsraan lain bagi setiap anggota Satpam
serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai tuaterperaturan perundang-undangan;
c. mengatur kegiatan pengamanan dalam lingkungaadan kerjanya sesuai permintaan
pengguna jasa pengamanan; dan/atau

d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengam@alam lingkungan/ kawasan

kerjanya.

Pasal 60

Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9 ic&grv adalah:
a. menyediakan jasa satwa yang mempunyai kemanibuesus untuk membantu tugas Satpam

sesuai dengan permintaan pengguna jasa;

b. melatih pawang satwa;

C. melatih satwa; dan/atau

d. menyewakan satwa.
Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 61

(1) BUJP dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
a. menaati ketentuan peraturan perundangan;
b. merahasiakan sistem jasa pengamanan para pamygun dan

c. membuat laporan setiap semester yang ditujulegrada Karobimmas Polri dan tembusan
kepada Kapolda U.P. Karobinamitra setempat.

(2) Isi laporan setiap semester sebagaimana dirdagada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. data personel/karyawan badan usaha;

b. daftar pengguna jasa yang menjadi pelanggan  entgli

C. data Satpam yang dikelola; dan

d. kegiatan usaha yang dijalankan.
Bagian Keempat
Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional
Badan Usaha
Paragraf 1
Surat Rekomendasi
Pasal 62

(1) Tata cara memperoleh surat rekomendasi adalah:

a. pimpinan badan usaha sebagai pemohon mengaukatrpermohonan yang ditujukan kepada
Kapolda setempat U.P. Karobinamitra untuk mendapatisurat rekomendasi dengan
melampirkan;
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1. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Pers@eydatas (PT) yang telah mencantumkan
Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
2. struktur organisasi badan usaha;

3. daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga)Aberikut riwayat hidup singkat masing-
masing;

4. surat keterangan domisili badan usaha dari RetalerDaerah setempat dan mencantumkan
Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Pestndn dan Perdagangan setempat;

7. Surat ljin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinam@Restrian dan Perdagangan setempat, Surat
ljin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanamadd/\BKPM) dan Badan/Instansi terkait;

8. surat ijin kerja sebagai Tenaga Ahli Asing daejpartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sd@taan Intelkam Polri, apabila

menggunakan tenaga kerja asing;
9. membuat surat pernyataan di atas materai ticalggunakan tenaga kerja asing, apabila tidak
menggunakan tenaga kerja asing;

10. surat pernyataan di atas materai akan mengguBkan Satpam sesuai dengan ketentuan
Polri;

11. surat keterangan sebagai anggoata asosiasibgagegrak di bidang jasa pengamanan, yang
terdaftar di Polri; dan

12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan dd&a usaha,

b. Polri melakukan penelitian/audit terhadap paesgm yang diajukan dan apabila memenuhi
persyaratan diterbitkan rekomendasi yang ditandai@n oleh Karobinamitra atas nama
Kapolda;

(2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada (dyahuruf b berlaku untuk satu
macam/jenis bidang usaha dengan jangka waktu 6miertmlan terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut.
(3) Surat rekomendasi digunakan untuk mengurusadperasional dan bukan merupakan izin
operasional/kegiatan.

Paragraf 2
Surat Izin Operasional
Pasal 63

Setiap Badan Usaha hanya dapat melaksanakan kegigtha jasa pengamanan setelah

mendapat surat izin operasional dari Kapolri.
Pasal 64
Persyaratan untuk mendapatkan surat ijin operadsionaadalah

a. persyaratan umum yaitu :

1. surat rekomendasi dari Polda setempat;
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2. akte pendirian badan usaha dalam bentuk Pers&erdatas (PT) yang telah mencantumkam
Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
3. struktur organisasi badan usaha;

4. daftar personel (Pimpinan, Staff dan Tenaga )Adirikut riwayat hidup/curicullum vitae
masing-masing;

5. surat keterangan domisili badan usaha dari RetalkrDaerah setempat dan mencantumkan
Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Pestndn dan Perdagangan setempat;

8. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinagdestrian dan Perdagangan setempat,
Surat 1zin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi PenanaModal (BKPM) dan Badan/Instansi
terkait;

9. bagi Tenaga Kerja Asing harus memiliki dokumennrkgrasian yang sah dan masih berlaku;
10. surat pernyataan bermeterai akan menggunakanSagam sesuai dengan ketentuan Polri;
11. surat keterangan sebagai anggota asosiasi yamgrak di bidang pengamanan, yang
terdaftar di Polri;

12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk  (KTP) pimpinan dd&a usaha.

b. persyaratan khusus, yaitu

1. bagi bagian usaha jasa yang bergerak di bideagonsultan keamanan. diwajibkan mem|I|k|
tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan keterampiéknis/sistem pengamanan;
2. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidaaggnerapan peralatan keamanan, diwajibkan
memiliki surat rekomendasi uji coba atas peralggangamanan yang akan dipasarkan sesuai
standarisasi yang dikeluarkan oleh Biro Penelitiahan Pengembangan Polri;
3. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidaagpglatihan keamanan, diwajibkan memiliki
sarana dan prasarana pelatihan yang ditentukan i; Polr
4. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidaagkgval angkut uang dan barang berharga,
diwajibkan memiliki sarana angkutan khusus (armowt) dan ruang khusus (strong
room/vault);

5. bagi badan usaha jasa yang bergerak di bidas@ penyediaan tenaga pengamanan,
diwajibkan mengasuransikan anggota Satpamnya kepdddaminan Sosial Tenaga kerja

(Jamsostek);

6. bagi badan usaha jasa penyedia satwa, diwajilbkamiliki fasilitas kandang, pawang
(handier) dan tempat pelatihan.
Pasal 65
Tata cara untuk mendapatkan surat izin operasionaadalah

a. pimpinan badan usaha mengajukan permohonanizuraperasional yang ditujukan kepada
Kapolri U.P. Karobimmas Polri untuk mendapatkangesahan izin operasional badan usahanya
dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimansmkslid dalam pasal 64;
b. apabila persyaratan dipenuhi, dilakukan audsidgan bagi izin baru dan audit kinerja bagi
izin lama (perpanjangan) oleh Tim Audit untuk manilayak atau tidak ditrbitkan izin
operasionalnya;

c. apabila dinilai layak dari BUJP ditentukan dalsmnat izin operasional kegiatan badan usaha
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yang ditandatangani oleh Karobimmas Polri atas namaKapolri;

Pasal 66

(1) Wilayah kegiatan dari BUJP ditentukan dalamasuzin operasional badan usaha yang
diterbitkan.
(2) surat izin operasional BUJP berlaku untuk janglaktu 1 (satu) tahun bagi izin baru, dan 2

(dua) tahun bagi izin perpanjangan.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Audit SMP
Pasal 67

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian gonh& umemastikan penerapan SMP

dilaksanakan audit.

(2) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. audit kecukupan dokumen;

b. audit kesesuaian; dan

C audit pengawasan.

(3) Audit kecukupan sebagaimana dimaksud pada @yaturuf a adalah kegiatan mereview
dokumen untuk memastikan bahwa semua persyaratameén administrasi dan perundangan
telah dipenuhi oleh organisasi, perusahaan dan @stansi/lembaga pemerintah sebelum
dilakukan audit kesesuaian oleh Badan Audit.
(4) Audit kecukupan sebagaimana dimaksud pada(ayduruf b dilaksanakan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun masa sertifikasi.
(5) Audit Pengawasan SMP dilaksanakan sekurangigasa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
selama masa sertifikasi.

(6) Audit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksamakah badan audit yang ditugaskan oleh
Kapolri.

(7) Badan audit sebagaimna yang dimaksud pada @yatdalah Lembaga Audit Publik
Nasional yang independen, dan mendapat penunjukkeaalui keputusan Kapolri.
(8) Kriterian Badan audit yang dimaksud pada ayat gkan diatur dalam petinjuk teknis.

Pasal 68

Dalam rangka pelaksanaan audit SMP, masing-madgnads yang terkait mempunyai tanggung
jawab sebagai berikut:

a. Polri, melakukan:

1. pembuatan rencana tahunan audit bagi organigasisahaan dan atau instansi/lembaga
pemerintah;

2. penyampaian pemberitahuan pelaksanaan auditdkepeganisasi, perusahaan dan atau
instansi/lembaga pemerintah, dan badan audit;
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3. penunjukkan personil Polri yang dilibatkan dalam tim audit;
b. Badan audit menyiapkan personel yang dilibataam tim audit dan sistem prosedure untuk
pelaksanaan audit;
c. Organisasi, perusahaan dan atau instansi/ leanpamerintah menyediakan dokumen dan
seluruh persyaratan uang diperlukan untuk pelalksana audit SMP.

Pasal 69

(1) Tim Audit SMP dibentuk serta dipimpin oleh badaudit yang anggotanya berasal dari :
a. Auditor badan audit dan atau atas nama badan it; aud
b. Staf Birobimmas Polri dan atau personel Polngyditunjuk (untuk tingkat Mabes Polri), Staf
Birobinamitra dan atau personel Polri yang ditunjukuntuk tingkat Polda);
(2) Tim Audit adalah anggota yang ditunjuk olehrPdéan telah mendapat pelatihan teknis audit

serta telah terdaftar dan tersertifikasi dari Bimuias Polri.
Pasal 70
(1) Pelaksanaan audit dilakukan dengan metode

a. tinjauan seluruh dokumen yang dipersyaratkambgeeian pertanyaan kepada pengusaha,
pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sekitar, a septhak terkait lainnya;

b. observasi, yaitu pengamatan langsung terhadapu stegiatan di lapangan dan instansi
terpasang;

C. pengisian parameter penilaian (skoring).
(2) Proses audit meliputi :
a. persyaratan administrasi;
b. sarana dan prasarana,;
C. sumber daya manusia;
d program dan operasional perusahaan.

(3) Parameter penilaian dituangkan secara kuahtitat dan kulitatif.

(4) Badan Audit wajib menyampaikan laporan audigleap kepada Kepala Biro Bimmas Polri.
(5) Kepala Biro Bimmas Polri melakukan evaluasi gemilaian terhadap laporan audit yang
telah masuk dan selanjutnya melaporkan seluruh at@yi audit kepada Kapolri.

Bagian Kedua
Audit BUJP
Pasal 71

Polri melakukan pengawasan terhadap BUJP melalgiaten audit yang dilakukan secara
berkala dan insidentil.

Pasal 72
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(1) Audit BUJP terdiri dari :
a. audit kecukupan, untuk memastikan bahwa semtsygratan administrasi dan ketentuan
perundang-undangan telah dipenuhi oleh calon BU@a 8UJP untuk perpanjangan izin

operasional dari Mabes Polri;

b. audit kesesuaian untuk mendapatkan atau menmpangaperizinan BUJP yang dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
c. audit pengawasan/surveillance BUJP yang dilalésam paling sedikit satu kali dalam satu
tahun selama masa sertifikat atau perizinan.
(2) Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan itaudyang ditujukan kepada Kepala
Birobimmas Polri.
Pasal 73

Dalam rangka pelaksanaan audit BUJP, masing-madads yang terkait mempunyai tanggung
jawab sebagai berikut:

a. Polri, melakukan:

1. penyampaian pemberitahuan pelaksanaan  audit d&epaBUJP  terkait.

2. penunjukkan personil Polri yang dilibatkan daléim audit, yaitu untuk tingkat Mabes
Polriadalah staf Birobimmas Polri dan atau Pers@oéi yang ditunjuk dan untuk tingkat Polda
adalah Staf Birobimmas dan atau Personel Polri yanglitunjuk;

b. Tim audit menyiapkan personel yang dilibatkalawehetim audit dan sistem untuk pelaksanaan
audit;

Pasal 74
Dalam rangka audit, BUJP wayjib:
a. menyiapkan personel pendampin yang secara tddarilompeten di bidangnya, selama
kegiatan audit berlangsung;

b. menyiapkan data yang dibutuhkan Tim Audit tdrkiBngan bidang usaha yang dijalankan.
c. menyiapkan laporan kegiatan terakhir yang malipdata personel, kegiatan yang

dilaksanakan;

d. menandatangani lembar kerja yang telah diigh @editor pada setiap pelaksanaan audit;
e. menyiapkan dukungan fasilitas yang diperlukanlarda rangka kegiatan audit.

Pasal 75

(1) Metode dan parameter penilaian audit untuk fét@® izin operasional dan perpanjangan

meliputi:

a. pemeriksaan dokumen;
b. observasi, adalah pengamatan langsung terhadaju $egiatan/instansi terpasang di
lapangan;

C. wawancara,; dan atau
d. pengisian parameter penilaian.
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(2) Parameter penilaian audit dituangkan secara ntkaaf dan  kualitatif.
(3) Parameter penilaian sebagaimana dimaksud pedd2) ditetapkan dengan petunjuk teknis.

BAB VII
EVALUASI DAN PENILAIAN
Pasal 76

(1) Evaluasi dan penilaian atas laporan audit SN#kghnakan oleh Polri c.q. Birobimmas Polri.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tetsgiada ayat (1), Polri memberikan
penghargaan atau tindakkan pembinaan sesuai dengg@t pencapaian penerapan SMP.
(3) Pemberian penghargaan atau tindakan pembinalaagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan sebagai berikut:

a. 0-59%, pencapaian mendapatkan tindakan pembinaan
b. 60-84%, pencapaian mendapatkan penghargaan abesapifikat dan plakat perak;
c. 85-100%, pencapaian mendapatkan penghargaampabesartifikat dan plakat emas.
(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (8)fHb dan c, ditandatangani oleh Kapolri

dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(5) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pgatg3) diberlakukan juga untuk audit izin
operasional BUJP sebagai berikut:

a. 0-59%, pencapaian tidak mendapat izin operasiona
b. 60-84%, pencapaian mendapatkan izin operast@mgan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan 1
(satu) jali;

C. 85-100%, pencapaian mendapatkan izin operasional penuh.

(6) Ketentuan tentang izin operasional sebagaindamatakan pada pasal 65 huruf ¢ dan pasal
66 ayat (2).
Pasal 77

Biaya pelaksanaan audit SMP dibebankan kepada iseganperusahaan atau instansi/lembaga

pemerintah yang diaudit.
BAB Vi
SANKSI

Bagian Kesatu
Pelatihan

Pasal 78

(1) Lembaga Pelatihan yang tidak membuat laportakpanaan kegiatan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi beruparingpgan tertulis.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan s#tepenetapan sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pelatitasin belum menyerahkan laporan
pelaksanaan kegiatan pelatihan, maka dikenakan sisap&ninjauan kembali terhadap
penyelenggaraan pelatihan.
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Bagian Kedua
Gam dan Atribut
Pasal 79

(1) Anggota Satpam yang tidak menggunakan seragam atribut kewenangan kepolisian
terbatas sesuai dengan ketentuan, dikenakan daerkgia catatan kondite bidang disiplin yang
dapat mempengaruhi penilaian dalam rangka rewand pleomosi yang bersangkutan.
(2) Ketentuan teknis tentang pemberian sanksi wikam oleh manajemen dari pengguna

Satpam yang bersangkutan.
(3) Bagi penyelenggara Satpam inhouse maupun bas@ma bidang jasa pengamanan yang
tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25, dikenakarsanksi:
a. Pembinaan, berupa:
1 teguran tertulis;

2: perintah untuk mengganti pejabat eksekutif riggi di bidang pengamanan (security
manager) disertai pertimbangan dalam rangka tem@yai kelancaran dari operasionalisasi

sistim corporate security;
b. dibekukannya izin operasional sampai dengan denpada audit sebelumnya tidak terdapat
pada audit ulang.
Bagian Ketiga
Registrasi dan KTA
Pasal 80

(1) Bagi Satpam yang terlambat dalam pengurusan, Kilienakan sanksi administrasi berupa
tegoran tertulis, apabila keterlambatan pengurusam dari 1 (satu) tahun, maka wajib
dilakukan penyegaran dengan cara pelatihan kerbbgli anggota Satpam yang bersangkutan.
(2) Anggota Satpam yang terlibat tindak pidana atd&eluarkan, maka KTA Satpam harus
dicabut dan diserahkan kepada Polres setempat.
(3) Anggota Satpam yang tidak dapat menunjukkan KSadpam pada waktu melaksanakan
tugas, dikenakan pembekuan sementara aktivitasiyapa dapat menunjukkan KTA.
(4) Anggota Satpam yang menggunkan KTA palsu dallk¢nakan pidana yang berlaku.

Bagian Keempat
BUJP
Pasal 81

(1) BUJP yang tidak membuat laporn setiap semsstmgaimana dimaksud dalam Paal 61 ayat
(1) huruf c, selama 2 (dua) kali berturut-turut,kesiakan sanksi berupa teguran.
(2) BUJP yang tidak memperpanjang Surat Izin Opemat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (2), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan labtenasa berlaku Surat izin Operasional
berakhir, dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin r&ypenal.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sdtgbenetapan sanksi pembekuan Surat Izin
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Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)? Bddk mengajukan perpanjangan Surat
Izin Operasional, maka dikenakan sanksi pembatal&urat Izin Oerasional.

Pasal 82

(1) BUJP yang tidak memenuhi parameter penilaiangydihasilkan oleh Tim Auditor
berdasarkan metode audit sebagaimana dimaksud d2#min70, maka izin operasionalnya
ditangguhkan penerbitannya.
(2) BUJP yang ditangguhkan izin operasional wajilengikuti pembinaan sesuai dengan
rekomendasi yang ditetapkan oleh Tim Auditor.
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BAB X

PEMBANGUNAN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN

A. Permasalahan yang Dihadapi

Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyaagi
kelancaran berlangsungnya pembangunan nasionaénsitds
gejolak politik yang semakin meningkat telah menitkbn
hambatan bagi tercapainya rasa aman dan tenteram sangat
dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan bila berkelanjut
dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan hidmgsiaadan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini jadinsangat
dilematis apabila dihadapkan dengan keterbatasanhdmbatan
yang dihadapi aparat yang bertanggung jawab dingigeertahanan
dan keamanan. Oleh karena itu, dengan mempertirkbang
intensitas ancaman faktual dalam negeri, dikaitd@mgan pola
penindakan untuk mengatasi keadaan tersebut, Rgantdyndang-
undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya ysdaly t
disetujui DPR-RI tanggal 23 September 1999 namuiunibe
diundangkan oleh Presiden dan berdasarkan kesaepakamerintah
bersama DPR-RI pada bulan Januari 2001 akan diadgkasi,
dapat dipercepat proses pembahasannya.

Undang-undang Pertahanan Negara yang akan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan berbagai piranaik lulalam
lingkup sistem perencanaan untuk mendukung operalsasi TNI
dan Polri masih dalam proses pembahasan denganRDRRal ini
menyebabkan belum dapat tersusunnya berbagai kater¢ntang
komando pengendalian di lapangan yang akan saegpértgaruh
terhadap efektivitas pelaksanaan tugas TNI dani Rddtam
menyelesaikan tugasnya. Disamping itu, adanya yrerat
perundang-undangan yang tumpang tindih dan belunmpua
mengakomodasikan perkembangan situasi, menjadiakerthlam
upaya penegakan hukum oleh Polri. Kurang berfuygspranata-
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pranata sosial yang ada juga dapat mengakibatkasyanskat
cenderung melakukan perbuatan-perbuatan melanggasamorma
yang berlaku (norma adat, agama, sosial, hukumlyhélaersebut
pada akhirnya sering menimbulkan dampak negatifbidiang
keamanan.

Secara kuantitatif, jumlah personil TNI saat inilume
memenuhi kebutuhan standar organisasi, sedangkagag&an
personil baru hanya mampu untuk memelihara kekugaag ada.
Disisi lain dengan keterbatasan tersebut sertaddjian pula
dengan banyaknya penugasan-penugasan menyebabkaya up
peningkatan profesionalitas personil melalui peikdia dan latihan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Di bidanggrgataan, alat
utama sistem senjata (alutsista) TNI yang diopkaasi pada
umumnya dalam kondisi tua dan secara teknologi Fsuitiak
memadai bila dihadapkan pada kemungkinan ancameniude,
sehingga memerlukan pemeliharaan yang intensif paamajaan
guna menunjang tugas yang saat ini intensitas pe@@mnya
sangat tinggi.

Guna menunjang peran Polri sebagai kekuatan utanysif
keamanan dan ketertiban masyarakat, secara reakstuatan
personil Polri sampai saat ini belum mampu sepeyainmendukung
tugas-tugas Poalri. Rasio jumlah personil Polri dengumlah
penduduk saat ini baru mencapai 1 : 900 adalahasamigim. Agar
dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinga jamlah
personil Polri dengan jumlah penduduk paling sedikdalah 1 :
750. Di lain pihak materiil dan fasilitas yang diikii Polri saat ini
masih  belum mampu sepenuhnya mendukung tugas-tugas
operasional di lapangan khususnya sistem komuni#f@si sarana
mobilitas. Demikian juga sistem dan metode Polarsa ini masih
diwarnai nuansa militeristik yang berdampak padagsiperilaku
serta kinerja Palri.

Disisi lain, kecilnya jumlah dukungan anggaran gieshan
dan keamanan serta melemahnya kurs rupiah terhaiddgr
Amerika sangat mempengaruhi upaya pencapaian tifgisiapan
alutsista TNI, alat utama (alut) dan alat khususu&® Polri serta
profesionalitas prajurit TNI dan personil Polri gadiharapkan.
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B. Langkah-langkah Kebijakan dan Hasil-hasil yang

Dicapai

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang
pertahanan dan keamanan, ditempuh kebijakan pembang
melalui program pengembangan pertahanan negaragrapmno
pengembangan dukungan pertahanan, program pengganban
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakatpaaram
pengembangan keamanan dalam negeri.

1 Program Pengembangan Pertahanan Negara

Program pengembangan pertahanan negara bertujtian un
membangun kekuatan pertahanan negara secara pooabrdan
bertahap dalam rangka mewujudkan postur kekuatatahzaan
negara yang profesional, efektif, efisien serta enoddengan
kualitas dan mobilitas yang tinggi sehingga mampiam waktu
yang relatif singkat diproyeksikan ke seluruh pemjganah air.
Sasaran program ini adalah terwujudnya TNI yangfesional
sebagai komponen utama fungsi pertahanan negaia ryampu
menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan rniegritas
bangsa sesuai dengan perkembangan lingkungargsrate

Langkah-langkah yang dilakukan pada program iniadda
menyempurnakan perangkat perundang-undangan, miesiaali
peran dan fungsi institusi TNI, meningkatkan prafealitas prajurit
TNI,  meningkatkan  kemampuan kekuatan  kewilayahan,
meningkatkan kemampuan TNI yang bersifat terpussrsta
melaksanakan operasi keamanan dalam negeri seegpadu
melalui pendekatan kemanusiaan dengan berlandasikam.

Upaya pengembangan pertahanan negara mencakup
pembangunan sistem, pembangunan personil, pembamgueteriil
dan pembangunan fasilitas yang ditempuh melalup@etangan
pertahanan Mabes TNI, pengembangan pertahanan mdated,
pengembangan pertahanan matra laut, dan pengembanga
pertahanan matra udara.
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11 Pengembangan Pertahanan Mabes TNI

Mabes TNI sebagai instansi pembina dan pengguna
kekuatan TNI melakukan kegiatan pemantapan pola-pglerasi
pertahanan dan penyiapan perangkat lunak berkai@amgan
petunjuk operasi pertahanan di seluruh wilayahneda.

Dalam upaya penyediaan data dan informasi yancaltark
dengan program pembangunan TNI, dilaksanakan pdrajegan
sistem informasi pertahanan melalui penyediaarrriateprovider
yang dapat menyebarluaskan informasi yang propmabkiontuk
kepentingan bangsa Indonesia serta menangkal ‘berita yang
tidak menguntungkan. Sementara itu, dalam rangkeupekan
sistem komando dan pengendalian (siskodal) telaéda#tan
beberapa peralatan sistem Komando, Kendali, Kormaghiklan
Informasi (K3I).

Pengembangan sumber daya manusia TNI dilaksanakan
antara lain melalui kegiatan pengadaan personiltaera untuk
perwira yang berasal dari 3 sumber meliputi: Akaid&iI, hasil
didik dari perguruan tinggi (sarjana), serta peikdid Sekolah
Calon Perwira (Secapa). Pada tahun 2000 telatksditkan
pengadaan personil militer sebanyak 15.202 orang yerdiri dari
983 orang taruna, 3.888 orang bintara, dan 10.3&igotamtama,
sehingga secara keseluruhan telah mencapai se¥@28 persen
dari sasaran (Tabel X-3). Jumlah kekuatan persbNil sampai
dengan triwulan kedua pada tahun 2001 mencapair 334orang
yang terdiri dari: 259.074 personil TNI-AD, 51.0p@rsonil TNI-
AL, dan 24.655 personil TNI-AU (Tabel X-1). Upaya
pengembangan sumber daya manusia TNI yang sudaljugda
ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan baikalach maupun di
luar negeri seperti pengiriman perwira-perwira Tdtuk program
pendidikan lanjutan dan pelatihan yang diselendgarasendiri
maupun atas dasar perjanjian kerja sama dengarraneggara
sahabat (Tabel X-4).

Untuk mendukung kesiapan tempur TNI, telah diadakan
beberapa peralatan yang dilaksanakan secara terpotaa lain
pengadaan munisi kaliber kecil dan munisi kalibesads, pengadaan
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senjata ringan, pengadaan tabung pelontar/rokea pengadaan
fasilitas seperti peralatan komunikasi, berbagaisjekendaraan
bermotor, dan perbaikan gedung kantor.

12 Pengembangan Pertahanan Matra Dar at

TNI-AD sebagai inti kekuatan pertahanan di wilayah
daratan nasional dikembangkan melalui upaya perabina
kemampuan dan pembangunan kekuatan yang ditujukaumk
meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasion@ns&bstrad
dan Kopassus serta satuan-satuan kewilayahan &oddm, baik
pembangunan sistem, personil, materiil maupun paguw&an
fasilitas serta sarana dan prasarana.

Dalam rangka pembangunan sistem telah dilaksanakan

penyusunan berbagai perangkat lunak yang berupairdéartika
Eka Paksi, petunjuk induk, petunjuk pembinaan daturguk
administrasi serta petunjuk teknis. Sedangkan pegw®n
personil dilakukan melalui pengadaan sebanyak 91.@&jurit
TNI-AD (Tabel X-3), sehingga sampai dengan triwukaxaua tahun
2001 jumlah personil TNI-AD mencapai sebanyak 2%9.0rang
yang terdiri dari 29.048 orang perwira, 117.088ngraintara, dan
112.938 orang tamtama (Tabel X-1).

Untuk pembangunan materiil, antara lain telah dikan
pengadaan dan pemeliharaan alutsista yang mefipngadaan alat
komunikasi, Night Vision Goggles (NVG), kendaraan angkut
personil serta pemeliharaan pesawat terbang, kaaldaempur dan
meriam. Selain itu berbagai peralatan khusus sepayung Udara
Orang (PUO), Rompi Anti Peluru dan pisau serbagserda alat
mountainering telah diadakan guna mendukung kesiapan
operasional satuan. Guna memperpanjang usia phitsista TNI-
AD telah dilaksanakametrofitting kendaraan tempur Tank AMX-
13, repowering kendaraan penarik meriam dan pemeliharaan
pesawat terbang.

Adapun  pembangunan  fasilitas  pangkalan telah
dilaksanakan melalui pembangunan fasilitas bagugdatTempur
(Satpur), Bantuan Tempur (Banpur), Satuan Intel tirfe),
Komando Teritorial (Koter) dan Lembaga Pendidikameiah
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(Rindam). Selanjutnya, upaya peningkatan kesejadwerprajurit
ditempuh melalui perbaikan mess prajurit serta @argbnan dan
perbaikan rumah dinas yang diprioritaskan untukisggatlembaga
pendidikan terpusat.

1.3 Pengembangan Pertahanan Matra L aut

TNI-AL sebagai inti kekuatan pertahanan di wilaylaht
nasional dikembangkan melalui upaya pembinaan kemamdan
pembangunan kekuatan yang ditujukan untuk menikgkat
kemampuan Marinir dengan peralatannya, kapal-kppedng, dan
pesawat udara serta melengkapi dan memantapkarlpeggaraan
pertahanan wilayah laut, baik di kawasan barat mmaupmur
Indonesia.

Upaya penyempurnaan sistem dan strategi pertahanan
wilayah laut antara lain dilakukan melalui survérboceanografi
guna mendapatkan peta dan alur pelayaran, penggaaaistem
informasi terpadu TNI-AL sertgilot project pembangunan sistem
informasi pusat komando dan pengendalian (PuskatiaBatam.
Dalam rangka pembangunan personil, pada tahun 260Qh
dilakukan pengadaan sebanyak 2.725 prajurit TNI¢A&bel X-3),
sehingga sampai dengan triwulan kedua tahun 206kjupersonil
TNI-AL mencapai sebanyak 51.010 orang yang terdii 6.853
orang perwira, 21.545 orang bintara, dan 22.612gr@amtama
(Tabel X-1).

Dalam rangka mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan
TNI-AL telah dilaksanakan pembangunan materiil paru
pengadaan 2 unit kapal KAL-12M, masing-masing pksdu
Fasharkan Lantamal IV Ujung Pandang dan FasharlamdR
Dayung Lantamal 1l Jakarta, serta pengadaan 1 KAit-28M
produksi Fasharkan Mentigi Lantamal | Belawan. Upantuk
meningkatkan kemampuan kapal atas air, dilakukapapgangan
usia pakai (PUP) KRI Teluk Bayur (TBY). Dalam raagk
meningkatkan kesiapan operasional dengan kemamyasm ada
TNI-AL menitikberatkan pada upaya perbaikan/penazhlan kapal
dan pesawat terbang. Untuk itu peningkatan kemampngkutan
logistik, patroli maritim, dan intai taktis, dilakan dengan
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meningkatkan kemampuan pesawat udara yang meliputi:
pemeliharaan berkal@yerhaul engine Garret Nbell-412, overhaul
Propeller Nomad N-22, perbaikanNbell-412 menggunakan X-Ray,
serta modifikasi sistem komunikasi, dan modifik&snter Troof
Sead Pesud DHC-5D.

Disamping itu, dalam rangka pengembangan fasitéeh
dilakukan pembangunan dan rehabilitasi fasilitanggalan yang
meliputi pembangunan dermaga Semampir di Surabaga d
Banyuwangi, pembangunaBase Operations di Pondok Cabe
Jakarta, pembangunan Lanal Klas “C” di Belinyu Hangserta
pembangunan Mako Lanal Batam sebagai tindak |ggningkatan
dari Lanal Klas “C” menjadi Klas “B”. Adapun upayeeningkatan
kesejahteraan prajurit ditempuh melalui perbaika@ssn rumah
dinas dan pembangunan balai pengobatan, serta pgozn UGD
Mintohardjo Jakarta beserta peralatan kesehatannya.

14 Pengembangan Pertahanan Matra Udara

TNI-AU sebagai inti kekuatan pertahanan di wilayatara
nasional dikembangkan melalui upaya pembinaan kgmuamdan
pembangunan kekuatan yang ditujukan untuk menikgkat
kemampuan satuan-satuan operasi, satuan pertahm@a dan
Pasukan Khas TNI-AU dalam rangka optimalisasi WRagkhasau,
serta memantapkan dan mengembangkan secara bertahap
kemampuan satuan-satuan TNI-AU yang berada dalgaraja
Komando Operasi | dan Komando Operasi .

Dalam upaya pemantapan sistem pertahanan udacna@si
khususnya wilayah Indonesia Timur vyaitu dalam rangk
meningkatkan kemampuan pengawasan udara, idestijfika
intersepsi dan penindakan sasaran udara, telamglibasecara
bertahap Komando Sektor Hanudnas IV yang bermadkasiak.
Disamping itu sebagai langkah awal pasca jajak gestddi Timor
Timur telah dimulai pembangunan Satrad 25U di Larktlthri
Kupang. Dalam rangka pembangunan personil, padant2000
telah dilakukan pengadaan sebanyak 698 prajuritAW(Tabel X-
3), sehingga sampai dengan triwulan kedua tahurl 20hlah
personil TNI-AU mencapai sebanyak 24.655 orang ytendjri dari
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6.406 orang perwira, 11.666 orang bintara, dan3ds&8ng tamtama
(Tabel X-1).

Pembangunan materiil TNI-AU telah diupayakan melalu
pengadaan peralatan dan suku cadang alutsista lyarigitan
langsung dengan pemantapan 15 Skadron Udara, 3rdBkad
Pendidikan, 16 Skadron Radar, 6 Skadron Paskhas&kadron
Teknik dan 7 Skadron Depo Pemeliharaan. Dalam upaya
optimalisasi kesiapan operasional pesawat, telatakukan
penyelesaian program lanjutan pengadaan 16 pedaavek 2000
tahap Il, penyelesaian proses pengadaan 16 peB#\#&832, serta
melanjutkan perbaikanFélcon Up) pesawat F-16 tahap Il agar
dapat dipertahankan kondisi kesiapan operasionshvys, serta
overhaul secara menyeluruh pesawat Puma SA-33Qukddalam
upaya meningkatkan kesiapan operasional persenjataaka
dilakukan pengadaan roket FFAR. Guna meningkatkaekudtan
dan kesiapan alutsista yang ada, telah dilakukaggmaan 3 unit
pesawat CN-235 MPA. Pada tahun 2000 telah ditandata
kontrak pengadaan 12 pesawat Helikopter Latih @dilE-120 dari
Perancis dan imbal beli 7 pesawat latih KT-1 dadré&a Selatan.
Pesawat Colibri tersebut akan masuk jajaran TNI-Akcara
bertahap mulai bulan Juli 2001. Disamping itu untakndukung
kesiapan operasional pesawat VVIP telah dilakukeameiharaan
dan pengadaan suku cadang pesawat VVIP diantarangiak
pesawat Hercules C-130, pesawat Fokker 27, pesakier 28 dan
pesawat Helikopter SA-330.

Pembangunan fasilitas TNI-AU diprioritaskan pada
pembangunan dan rehabilitasi 6 skadron Pasukan KhasAU
secara bertahap. Dalam rangka meningkatkan kemampmraukul
udara strategis guna menahan laju invasi selamagkiumi luar
Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai batas dalamdame
penyanggah serta dapat mengatasi 2 daerah krigsika relah
dilaksanakan pemantapan operasi “Pelangi Nusantaedagai
pembinaan potensi dirgantara, serta melanjutkanbgegunan
Lanud Timika dan pengembangan tahap IV Lanud Op&twgsadio
menjadi lanud induk. Guna mendukung kesiapan ojoeras di
wilayah Indonesia Timur, maka telah dilakukan peniggngan
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Lanud Eltari menjadi Pangkalan Operasi dan memilentu
Detasemen TNI-AU di Palu. Disamping itu, pembangufesilitas
TNI-AU diwujudkan pula dengan melanjutkan pembaraguman
rehabilitasi sarana dan prasarana guna meningk&tegjahteraan
prajurit, rehabilitasi sarana dan prasarana lemipagalidikan guna
meningkatkan kualitas personil TNI-AU.

2. Program Pengembangan Dukungan Pertahanan

Program pengembangan dukungan pertahanan adalah
perwujudan dari upaya menyelenggarakan pertahanegara
melalui pengerahan seluruh potensi nasional yangphepembinaan
dan pendayagunaan wilayah negara, survei dan pamatsional,
sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB),
pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan peaggab
sarana dan prasarana nasional, iptek dan indus#tegis, serta
kerja sama internasional di bidang pertahanan.r&agaogram ini
adalah tersedianya perangkat peraturan perundarggkior
pertahanan yang didasarkan pada paradigma barsistemya
piranti lunak untuk penyelenggaraan dukungan parah negara,
pembinaan survei dan pemetaan serta pendayagurexgEnap
sumber daya nasional untuk ditransformasikan menrgatuan-
satuan kekuatan komponen pertahanan negara, téipgau
penyelenggaraan kekuatan pertahanan negara untukijukan
tingkat kesiapan optimal yang dapat digunakan mgmgaangi
setiap ancaman yang membahayakan negara.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program iniadda
menanamkan dan membentuk kesadaran setiap wargeaaneada
hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan damakea
negara, untuk meningkatkan kemampuan dan kekuaiknndan
terhadap kemampuan pokok TNI serta menyempurnaksans
pemeliharaan hasil pendayagunaan potensi sumber alayn dan
sumber daya buatan sebagai faktor pendukung dalpayau
meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Upaya koordinasi dan sinkronisasi antardepartensdand
pembinaan sumber daya nasional secara terpadu &kap
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dilaksanakan. Sistem pembinaan dan pendayagunasn (D
SDB, sarana dan prasarana nasional, iptek dan tidiisategis,
pengembangan SDM akan direalisasikan dalam pengasun
petunjuk yang lebih operasional dengan berpedomepada
kepentingan pertahanan negara.

Dalam rangka pengembangan industri strategis, &ecar
bertahap telah dapat didayagunakan dengan dipringrakberbagai
senjata standar, amunisi, berbagai jenis kapablpatanker dan
berbagai jenis pesawat udara ringan untuk keperlTai.
Kemandirian industri strategis di bidang peralgiariengkapan
pertahanan secara bertahap telah berkembang walaupu
ketergantungannya terhadap bahan baku industri ldari masih
sangat besar.

3. Program Pengembangan Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban M asyar akat

Program pengembangan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat bertujuan untuk mewujudkan
penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban arafay
sehingga mampu melindungi, melayani dan mengayahirih
warga masyarakat Indonesia dari gangguan kamtibeessiai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakgarsh
program ini adalah terwujudnya Polri yang profeaiosebagai
penanggung jawab dan pelaksana inti penegak huKungsi
keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu taemgiu
segenap  komitmen/kesepakatan  nasional, serta  mampu
menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang berkembs@syai
dengan perubahan lingkungan strategis.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program iniedda
mengembangkan profesionalitas dan kesiapan yandaharagi
anggota Polri, menyempurnakan piranti lunak dangesibangkan
tipologi kepolisian di daerah, membangun kekuatairi Rlalam
rangka memenuhi kesiapan jumlah personil dan niateri
membangun dan mengembangkan kemampuan dukungapaberu
sarana dan prasarana, materiil, alat peralatarlikigm fasilitas dan
jasa, mendayagunakan potensi sumber daya alamudares daya
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buatan untuk menyelenggarakan operasi penegakarumhuk
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cepsgmin

Pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat dilakukan melalui pembangunan kekugtambinaan
kekuatan, dan operasional kepolisian. Dalam ramggmabangunan
kekuatan maka telah dilaksanakan pengembanganisagasatuan
kewilayahan sesuai dengan administrasi pemerintdrati dan
pengembangan organisasi Kepolisian di tingkat psssiiai dengan
Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang OrganisasiTdéa Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai denggpaya
pembangunan fasilitas meliputi pembangunan gedenigalgai tipe
sebanyak 8 unit Mako Polda/ Mako Polwil, 5 unit MaRolres, 17
unit Mako Polsek, 7 unit Mako Brimob, serta pemharan 60 unit
rumah dinas dan pembangunan 4 unit barak DalmaséBri Untuk
memperlancar tugas-tugas satuan kewilayahan telaksanakan
penggelaran kekuatan yang diprioritaskan pada pealaam
personil pada satuan kewilayahan dan fungsi oparaki
Disamping itu, upaya pembangunan kekuatan dilakukestalui
peningkatan intake personil baru dan penahanan masausia
pensiun untuk Bintara dan Tamtama serta meningkdtikagsi PNS
Polri sebagai komplemen yang mampu melaksanakas-tugas di
bidang staf. Pembangunan kekuatan personil Pdenmtiuh pula
melalui penerimaan anggota Polri sebanyak 16.5&hgormpada
tahun 2000 dan sebanyak 12.195 orang sampai déngan Mei
2001 (Tabel X-5). Adapun sampai dengan triwulanuledahun
2001 jumlah kekuatan personil Polri mencapai sediar63.528
orang anggota Polri dan 18.640 orang PNS (Tabe).XSasaran
ideal jumlah personil Polri yaitu perbandingan jampersonil Polri
terhadap jumlah penduduk Indonesia adalah 1 : 7&fa pkhir
2004. Sampai dengan triwulan pertama tahun 200hapdingan
tersebut baru mencapai sekitar 1 : 900. Pembanguageriil Polri
dilakukan melalui pengadaan peralatan komunikagralptan
khusus, dan peralatan kesatrian. Sementara itningl@tan
kesiapan Poalri khususnya berkaitan dengan gangguaninalitas,
kerusuhan massal, kegiatan pembangunan yang dikaa baru
mencukupi sebagian peralatan kepolisian sepettutdana dan alat
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khusus, sarana mobilitas satuan berupa kendaraanoioe dan
kendaraan air (kapal/perahu kecil) berbagai ukuratuk satuan
Polisi Air, berbagai peralatan komunikasi, serteafadan Dalmas/
PHH.

Dalam bidang pembinaan kekuatan telah disusun gefon
dasar dalam rangka menyiapkan kemandirian Polripuorél (1)
Bidang Doktrin dan Etika Kepolisian; (2) Bidang listik Polri; (3)
Bidang Personil Polri termasuk Sisdik Polri; (4p8ng Operasional
Polri; (5) Bidang Manajemen Polri; (6) Bidang Angagia/Keuangan;
(7) Bidang Hukum dan Perundang-undangan serta pgny@aan
berbagai juklak dan juknis yang ada. Sementargp&ningkatan
profesionalitas Polri dilaksanakan melalui pendidgik
pengembangan kejuruan baik di dalam negeri mauemgipman
personil Polri ke luar negeri, memperketat pengawaterhadap
pelaksanaan tugas serta memberikan penghargaan salaksi
(reward and punishment). Selama tahun 2000 telah dilaksanakan
pendidikan terhadap sejumlah 12.021 orang anggotda fPang
meliputi Pendidikan Pembentukan, Pendidikan Pengegdn
Umum/Iptek, dan Pendidikan Pengembangan Spesialisas
Sedangkan pada tahun 2001 sampai dengan triwuldmakelah
dilaksanakan pendidikan terhadap sejumlah 11.5@Bgoanggota
Polri (Tabel X-6). Pembinaan kekuatan dilakukanapubelalui
perbaikan/rehabilitasi beberapa fasilitas yang puoéili perbaikan
rumah-rumah dinas, barak dan asrama. Guna mendutugas
Polri, maka pengoptimalan terhadap sarana dan rpresaPolri
dilakukan dengan meningkatkan upaya pemeliharadoerbpa
peralatan maupun fasilitas yang relatif tua.

Dalam rangka operasional kepolisian maka sesuagasfen
Keppres Nomor 54 Tahun 2001 telah dibentuk Badaglijen
Keamanan (BAINTELKAM) yang bertugas menangani nmesal
keamanan dan keselamatan negara untuk selanjutagzbenikan
masukan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yangubas
menangani masalah ancaman negara baik ancamandalarn
maupun luar negeri. Telah pula dilakukan validasan d
pengembangan organisasi Korps Brimob guna menikgiat
kemampuan penanganan gangguan keamanan dalam .negeri
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Terkendalinya kamtibmas secara umum, walaupun hmizsjadi

gangguan keamanan di beberapa daerah konflik sémat, Irja,

Maluku, Kalimantan dan Sulawesi Tengah serta kets#dn

pengungkapan kasus-kasus peledakan bom di bebelapmaah

merupakan salah satu keberhasilan Polri dalam setakan fungsi
Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan kedertibasyarakat.
Jumlah kasus kriminal pada tahun 2000 adalah 1Z2K&&us,
meningkat sebesar 2,07 persen dibanding tahun Xedfesar
169.033 kasus, adapun jumlah penyelesaian kasusinkii

meningkat sebesar 0,53 persen, yaitu dari sejuS$an34 kasus
pada tahun 1999 menjadi sejumlah 97.248 kasus tadum 2000
(Tabel X-11). Jumlah kecelakaan lalu lintas yangate pada tahun
2000 mengalami peningkatan sebesar 2,67 persendiitgatahun
1999, vaitu dari 12.716 kejadian menjadi 13.055dign, adapun
penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas memgaleningkatan
sebesar 4,21 persen, yaitu dari 8.512 kejadian paldan 1999
menjadi 8.870 kejadian pada tahun 2000. Jumlamgeéaan lalu
lintas yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebaryaR9.459
pelanggaran atau meningkat sebesar 32,84 persanddlilg tahun
1999 sebanyak 1.000.829 pelanggaran, adapun psaigie
terhadap pelanggaran lalu lintas pada tahun 2000gahemi

peningkatan sebesar 30,34 persen dibanding tahe® y&tu dari

935.673 pelanggaran menjadi 1.219.567 pelanggdraine( X-12).

Selanjutnya dalam rangka kerja sama kepolisianriagtonal telah
dilaksanakan: (1) Pengiriman personil Polri dalamnygasan
Civpol PBB di Bosnia; (2) Melaksanakan latihan bera dengan
Polisi Diraja Malaysia; (3) Melaksanakan kerja sam@ngan
kepolisian Australia, Philipina, Singapura, JepanBelanda,

Amerika Serikat, dan Inggris.

4, Program Pengembangan Keamanan Dalam
Negeri

Program pengembangan keamanan dalam negeri bartujua
untuk meningkatkan kemampuan pengamanan wilayahunhuk
nasional serta menanggulangi gangguan keamanam dadgeri
dengan mendayagunakan secara optimal dan terpagensge
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komponen kekuatan keamanan negara. Sasaran pragracalah
terwujudnya penggelaran kekuatan keamanan terhgdagguan
keamanan dalam negeri yang didasarkan atas peadekakum
dengan Polri sebagai inti kekuatan serta bantuans&ébuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku dalam hal ganggeamanan
telah mencapai intensitas yang membahayakan parsatian
integritas wilayah.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program iniadda
menegakkan hukum dan menindak tegas terhadap dkider/
intelektual dan pelaku kerusuhan dalam konflik@oging terjadi di
berbagai daerah, menyusun dan menyempurnakan @eratu
perundang-undangan yang mengatur peranan Pokilsstiérlibatan
TNI dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri

Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dalami,nege
Polri sebagai inti kekuatan keamanan negara sasandibantu TNI
sesuai peraturan perundangan-undangan yang berl&uwna
mengatur bantuan TNI dalam menangani masalah keamn@alam
negeri, maka sesuai dengan RUU Kepolisian khusubeykaitan
dengan  keamanan dalam negeri, saat ini tengah
disusun/disempurnakan peraturan perundangan-unalangag
mengatur peranan Polri dan komponen keamanan kiiayam
menghadapi gangguan keamanan dalam negeri, sestsudi
peraturan perundang-undangan yang mengatur bamtdbkepada
Polri dalam menangani masalah keamanan dalam negeri

Dalam upaya menyelesaikan berbagai ancaman disisieg
bangsa maupun konflik horizontal secara menyelurabrta
menghadapi gejolak yang terjadi di tengah masyardieberapa
latihan pra operasi pusat telah dilaksanakan diamya dalam
rangka penumpasan Gerakan Separatis Bersenjata(G&h Aceh
sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2001 tentangkban
langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Istagsceh
sampai dengan tanggal 10 Oktober 2001, dan dilamutlengan
Inpres  Nomor 7 tahun 2001 tentang Langkah-Langkah
Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Axelai
tanggal 11 Oktober 2001), penumpasan GSB Irian ,Jaya
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penanggulangan kerusuhan di Maluku, Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Disamping itu, dalam upaya menciptakan rasa aman ba
masyarakat telah dilaksanakan operasi kepolisiapader yang
meliputi: pengamanan terpadu kegiatan bersifat @sar nasional
seperti Natal, Idul Fitri, Imlek, Nyepi dan Tahu@ar; pengamanan
terpadu dalam penanggulangan bencana alam dan kissupil;
penanggulangan terpadu terhadap kasus tindak pidamay
membahayakan keselamatan negara; dan kegiatarduegzdam
rangka pelayanan dan bimbingan masyarakat.

C. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dalam bidang pengembangan pertahanan negara, tindak
lanjut yang diperlukan adalah melanjutkan validagjanisasi TNI
dan jajarannya sesuai dengan paradigma baru metzdigfinisi,
reposisi dan reaktualisasi peran dan fungsi TNamakehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; meningkatka
profesionalitas prajurit TNI; mewujudkan kesiapapesional
satuan melalui pembangunan/pemeliharaan kekuatam da
kemampuan TNI dengan menambah/ melengkapi dan ritemzel
alat utama sistem senjata TNI; mewujudkan kesiagagrasional
satuan-satuan tempur dan bantuan tempur sesuaa melalui
pengembangan dan peningkatan kemampuan satuarkpegdu

Dalam bidang pengembangan dukungan pertahanaaktind
lanjut yang diperlukan adalah melanjutkan penanaman
penumbuhan, pembentukan dan pemantapan konsepsnégéra;
menyusun piranti lunak tentang pembinaan potensibsu daya
alam (SDA), sumber daya buatan (SDB); sosialisasiddg-undang
Pertahanan Negara dan penyusunan piranti lunakgaepEbaran
Undang-undang Pertahanan Negara dalam rangka pasmbitan
pengelolaan potensi pertahanan negara; dalam upayaijudkan
kemandirian di bidang pertahanan negara periu ik
pembinaan sarana dan prasarana pertahanan, samarmaasarana
nasional untuk kepentingan pertahanan.
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Dalam bidang pengembangan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, tindak lanjut yang dipentuledalah: (1)
Melanjutkan pembangunan kekuatan keamanan nedanaichnya:
(a) melanjutkan program pengembangan organisash piadkat
satuan kewilayahan yang merupakan penjabaran saldganisasi
tingkat pusat (Mabes Polr) dan sesuai dengan asimasi
pemerintahan daerah, (b) meningkatkan intake petd@olri guna
mencapai target rasio jumlah personil Polri dengamlah
penduduk 1 : 750 pada akhir tahun 2004, (c) mellemjuprogram
peningkatan pengadaan peralatan kepolisian, esilisarana dan
prasarana kepolisian; (2) Melanjutkan pembinaan u&en
keamanan negara, diantaranya: (a) melanjutkan pengn konsep
dasar doktrin keamanan dalam negeri, sistem hulampdrundang-
undangan serta berbagai juklak dan juknis, (b) njedkan program
peningkatan kesejahteraan personil, (c) melanjuti@ongram
peningkatan kemampuan profesionalitas Polri dan apaman
tentang HAM, (d) melanjutkan program reformasi Ptdrutama
aspek kultural guna mewujudkan sikap dan perilagerasional
sebagai pelindung, pengayom, pembimbing dan pelayan
masyarakat; (3) Melanjutkan pengembangan operdskaaananan
negara, diantaranya: (a) melanjutkan program p&atag dan
pengembangan fungsi deteksi, fungsi pre-emtif, $umgyeventif,
fungsi penindakan dan fungsi represif, (b) melakkan operasi
pemulihan keamanan di Aceh dalam rangka langkadkéan
komprehensif penanganan masalah Aceh dan operasisip
kepolisian (penegakan hukum) guna mengatasi kohdrkzontal di
Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, SuksiwBengah
dan kriminalitas berkadar tinggi, narkotika, uangalsp,
penyelundupan/teror dan lain-lain, (c) melanjutkgmogram
peningkatan sistem keamanan swakarsa guna merkagkadaya
tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap gangguaibmas,
(d) melanjutkan program peningkatan kesiapan Paolalam
menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri aftatih
perorangan, latihan satuan).

Dalam bidang pengembangan keamanan dalam negeri,
tindak lanjut yang diperlukan adalah meningkatkapaya
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penegakan hukum dan menindak tegas setiap peladaktpidana,
terutama yang mengakibatkan timbulnya kerusuharsahakonflik
sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangs#njuigan
penyusunan dan penyempurnaan rancangan peraturardaegan-
undangan yang mengatur hubungan kerja sama Pairi Td\i
khususnya peraturan tentang permintaan/ penerifaatuan TNI
dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk menanganianan
dalam negeri; serta meningkatkan pengamanan dalddenflik,
baik terhadap penduduk setempat, para pengungsggselapangan
guna memperlancar pendistribusian bantuan baharkpok

KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TEKNIS OLEH POLRI ATAS BENTUK-BENTUK
PENGAMANAN SWAKARSA

Jumat, 26 Oktober 2007

KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
TEKNIS OLEH POLRI ATAS BENTUK-BENTUK
PENGAMANAN SWAKARSA Oleh : Awaloedin Djamin
Bahwa semenjak pemisahan Polri dan ABRI tahun 1299
terjadi dalam era Reformasi, keadaan Negara diliplgh
krisis multidimensi. Keadaan keamanan juga lebifalpalari
tahun, bahkan dekade sebelumnya. Tidak hanya Kkejaha
tradisional berdimensi baru,, tapi kejahatan banu kejahatan
transnasional sangat meningkat. Ditambah lagi letgah
terror, terutama terror bom yang terorisnya teladncakupi
manca Negara (multi nasional). Semua ini merupakan
tantangan yang berat bagi Polri yang baru manadimbali
setelah lebih dari 30 tahun. Proses demokratisgsqd
governance, civil society, supremasi hukum, pedirghn
HAM, mulai berjalan walaupun pelan sekali. Dalama er
reformasi inilah keluar UU Nomor 2 tahun 2002 tegta

X -17

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupaka
landasan hukum baru bagi pemolisian di Indones#urgh
anggota Polri harus menguasai UU Nomor 2/2002 aduaik,
terutama para perwiranya. Fungsi kepolisian, tugakok
Polri, tugas-tugas, wewenang perizinan dan laim-Egperti
yang dalam UU itu harus dijabarkan secara tepatlked
kebijaksanaan (atau kebijakan) yang lebih rendabperti
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan
KAPOLRI sebagai kebijakan teknis (technical polisgmpai
pada Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, pedodaam
sebagainya. Semua ini harus dirumuskan secara tigat
serasi satu sama lain, terutama oleh para pembaROLRI
ditingkat MABES. Tentunya didamping UU Nomor 2/2002
Polri juga harus menguasai dan memperhatikan pargtu
perundang-undangan yang terkait dengan fungsi isigol
dan tugas pokok Polri, seperti KUHAP, KUHP (yangasang
sedang dibaharui). UU Nomor 23 tahun 1959 tentaegddn
Bahaya, UU anti terror, UU anti korupsi, UU money
laundering, tentang otonomi daerah, tentang kepaigaw
Negara (UU Nomor 43/1999) tentang Perseroan Teshida
sebagainya. Polri merupakan Kepolisian Nasoinaamisasi
besar dan kompleks (big and complex organization),
karenanya memerlukan kemampuan management dakating
MABES sampai ke Polsek. Bahwa Polres merupakan
Komando (kesatuan) Operasional Dasar (KOD) atawsitBa
Police Unit" (BPU) yang telah merupakan strategin da
kebijakan KAPOLRI perlu pula menjadi pegangan dalam
manajemen kepolisian (police management) Indon&sitam
kaitan manajemen yang menyeluruh inilah "koordinasi
pengawasan dan pembinaan teknis" oleh Polri atatule
bentuk pengawasan swakarsa hams dilakukan. Dalam
manajemen organisasi besar dan kompleks dari wkk&tu
waktu perlu djadakan evaluasi untuk mengetahui apak
pelakanaan fungsi kepolisian, tugas pokok dan ttuges
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telah berjalan dengan baik. Bila dari evaluasi rdpai
kelalaian dan kekeliruan, maka perlu diadakan pleabadan
penyempurnaan. Penulis, selaku perwira Polri, ba#ktu
menjabat Deputi Khusus KAPOLRI, 30 tahun yang lgang
antara lain membidangi Babinkamra (Badan Pembinaan
Keamanan Rakyat) dan Babinpolsus (Badan Pembinaan
Kepolisian Khusus) sudah terlibat dengan yang daiam
"bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Sebagai KARPOLR
dalam sambutan Hari Bhayangkara tahun 1979, telah
menyatakan, bahwa keberhasilan Polri dalam pelaleasn
tugas akan tergantung dari "pengamanan swakarsalasa
dan swadana". Karena itulah, waktu pemerintah
menyampaikan RUU Kepolisian Negara Indonesia (yang
kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 28/1997),gyan
hanya menyebut "SATPAM" penulis sebagai nara sumber
yang diundang DPR mengajukan agar kata "SATPAM"
diganti menjadi "bentuk-bentuk pengamanan swakatdalll
penulis diterima DPR, dan tetap tercantum dalamNd#dhor
2/2002. 1l FUNGSI KEPOLISIAN Pasal 2 UUD Nomor
2/2002 menyatakan : "Fungsi Kepolisian adalah saai
fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaamkean
dan  ketertibnan  masyarakat, = penegakkan  hukum,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarpkasal

3 ayat (1) "Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kspo
Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : epdfisian
Khusus b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/ataBentuk-
bentuk pengamanan swakarsa Kepolisian Negara RPathii,
seperti halnya dengan kepolisian dinegara-negama tidak
mungkin melaksanakan tugas pokoknya sendiri, t@apauan
instansi-instansi terkait dan masyarakat pada umgamn
Disemua Negara dikenal kepolisian dari pemerinfakblic)

dan kepolisian "swasta" atau "private police" Semburaikan
diatas, di Indonesia sejak lama telah dikenal "kazan
rakyaf. Istilah "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"
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sekarang berarti mencakupi semua bentuk pengamanan
swakarsa, dari ronda kampung, siskamling diseké&atigional
sampai ‘“industrial security" disektor modern. @atu
pengamanan (SATPAM) adalah bagian integral yandimgn
dari industrial security. Bahkan badan usaha dimdggasa
pengamanan (karena antara lain perlu izin operakidan
pengawasan oleh Polri, pasal 15 (2) f) masuk rdargikup
"bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Pasal 14 (1) f
menegaskan, sebagai tugas Polri: "melakukan koasdin
pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepdtisiesus,
penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentukgaenanan
swakarsa". Pasal 15 (2) g dinyatakkan pula, bahwhi P
berwenang dalam "memberikan petunjuk, mendidik dan
melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pesgam
swakarsa dalam bidang teknis kepolisian" Pada tal980,
penulis selaku KAPOLRI telah rnembentuk Satuan
Pengamanan (SATPAM) dengan berbagai petunjuk dan
pedoman, seperti uniform dengan tanda-tanda pehgiama
sebagainya. Istilah ini adalah teriemahan daridsgcguards”
yang terdapat hampir disemua Negara. Pada mulamyak
menanamkan "security consciousness" para pimpinan
organisasi, terutama pimpinan perusahaan, makaijdi&an
agar SATPAM merupakan pegawai dari perusahaan atau
organisasi vang bersangkutan. (proprietary, atainouse
security service) Di Amerika Serikat semenjak tahihan,
kerugian karena kejahatan yang menimpa perusahaan,
terutama korupsi, mencapai US$ 40 miliar. Dalanarsdy,
memang terdapat hubungan antara perkembangan slacial
budaya dengan kejahatan, dan nyata pula ada huh@amiara
usaha-usaha pengamanan untuk tneiiflhadap] ancaman.
kejahatan dengan kerugian yang diderita. Beitambaik
usaha pengamanan yang digunakan, bertambah kurang
kerugian yang diderita. Pengamanan oleh kepolisian,
disamping menanggulangi kejahatan yang terjadi ggun
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utama : represif). harus mencegah terjadinya k&aha
(preventif) dengan memelihara keamanan dan ketertib
masyarakat (the maintenance of public order and the
apprehension of criminals). Kepolisian bersamaaimstterkait
dentgan keikut sertaan organisasi kemayarakatantaleh
pimpinan formal dan informal harus pula secarastenenerus
mengupayakan agar anggota masyarakat mentaati hdaom
norma-norma yang hidup dalam masyarakat (pre-enagxdi
pembinaan masyarakat). Indonesia adalah masyayeas
rnulti cultural dengan berbagai suku bangsa, agdamadat
istiadat yang harus pula selalu diperhitungkan alam
pemolisian. Pasal 15 (2) g dinyatakkan pula, balireéi
berwenanq dalam "memberikan petunjuk, mendidik dan
melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pesgam
swakarsa dalam bidang teknis kepolisian" Pada tdl@80,
penulis selaku KAPOLRI telah membentuk Satuan
Pengamanan (SATPAM) dengan berbagai petunjuk dan
pedoman, seperti uniform dengan tanda-tanda pehgleama
sebagainya. Istilah ini adalah terjemahan daridsgcguards”
yang terdapat hampir disemua Negara. Pada mulamyak
menanamkan  "security consciousness" para pimpinan
organisasi, terutama pimpinan perusahaan, makaljdi&an
agar SATPAM merupakan pegawai dari perusahaan atau
organisasi yanq bersangkutan. (proprietary, atainouse
security service) Di Amerika Serikat semenjak tahihan,
kerugian karena kejahatan yang menimpa perusahaan,
terutama korupsi, mencapai US$ 40 miliar. Dalanarsdy,
memang terdapat hubungan antara perkembangan slacial
budaya dengan kejahatan, dan nyata pula ada ha@nuaciara
usaha-usaha pengamanan untuk menphadapi ancaman
kejahatan dengan kerugian yang diderita. Bertambaik
usaha pengamanan yang digunakan, bertambah kurang
kerugian yang diderita. Pengamanan oleh kepolisian,
disamping menanggulangi kejahatan yang terjadi gun
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utama : represif). harus mencegah terjadinya k&aha
(preventif) dengan memelihara keamanan dan kedertib
masyarakat (the maintenance of public order and the
apprehension of criminals). Kepolisian bersamaamstterkait
dentgan keikut sertaan organisasi kemayarakatantalah
pimpinan formal dan informal harus pula secarastenenerus
mengupayakan agar anggota masyarakat mentaati hdaom
norma-norma yang hidup dalam masyarakat (pre-erafdif
pembinaan masyarakat). Indonesia adalah masyayeaas
multi cultural dengan berbagai suku bangsa, agaamaadiat
istiadat yang harus pula selalu diperhitungkan alam
pemolisian. The Report of Task Force on PrivateuSgcdi
Amerika Serikat paa lahun 1976 menyatakan pentiagny
standard jsasj daJam seleksi dan pelatihan, unjfparalatan
dari private security, khususnya dalam physicalsgcojeh
.security guards (SATPAM) serta kerja samanya denga
kesatuan kepolisian dilapangan. Pada pokoknya kstaol
adalah "society or citizen oriented” sedangkan gte\vpolice
adalah “client  oriented'. 1] BENTUK-BENTUK
PENGAMANAN SWAKARSA Seperti diuraikan diatas,
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di Indonesia;akepi
sistim pengamanan lingkungan (siskaming) didaerah
pemukiman (neighborhood policing) didesa dan pekot
Didaerah pedesaan, siskamling umumnya dilakukargaten
ronda oleh anggota masyarakat desa sendiri. Inabswtia
sejak dahulu kala. Daerah pemukiman di perkotasgg jeal
estate, sering menggunakan tenaga bayaran sepdifi/A/,
HANSIP dan lain-lain. Disektor modern, baik instans
pemerintah, ataupun perusahaan Negara dan swastaald
istilah "industrial security”. Ada Negara yang mgagakan
istilah “internal security" untuk pengamanan gedgedung
pemerintahan seperti dewan perwakilan rakyat, kdP¢odana
Menteri dan lain-lain. (eg. Australia) Memang bakystilah-
istilah security lainnya seperti ‘“international sety",
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"national security”, "regional security" dan lamfA yang
menjadi tugas pemerintah. Bahkan ada istilah "sseeurity”
yaitu jaminan sosial, yang tidak ada hubungannyagale
pengamanan. Industrial security, yang sering diksihgecurity
saja, mencakupi seluruh instansi pemerintah, peegutinggi,
semua bentuk dan bidang usaha, seperti pelabuhara,ud
pelabuhan laut, hotel, bank, mall, supermarket, ripab
pertambangan, perkebunan, instalasi dan sebagdegaeka
ragaman instansi dan perusahaan-perusahaan tersebut
disamping perbedaan bidang, juga besar-kecil ubahzeda-
beda, cara pengamannya juga disesuaikan. Pada waumn
security dibagi dalam "physical security"; "pemsehsecurity’
dan "information security". Ketiga bidang tersebotasing-
masing merupakan bidang-bidang yang cukup luasjngras
masing memerlukan teknik yang berbeda. Di Indonesiag
sering dibicarakan antara lain karena terror bolgladn
physical security, dimana SAT RAM memainkan peran
penting disamping peralatan, pemagaran pintu, kkunoci,
CCTV, metal detector, sistim alarm cara pengatusnu,
karyawan sendiri, lalu lintas dalam lingkungan,kpag dan
sebagainya. Di Indonesia, yang gawat, adalah peeton
security, kejahatan yang dilakukan pejabat pimpiuh@an para
karyawan sendiri, yaitu korupsi, kolusi dan nepugs
Pencurian, pemalsuan dan penggelapan oleh oraragngdal
termasuk ruang lingkup personnel security. Caragasinya
memerlukan pengetahuan "personnel atau human oesour
management dari personnel security”. Informationusty
adalah pengamanan semua informasi perusahaannatansi
agar jangan jatuh ketangan pihak yang tidak berméézmasi
dapat berbentuk dokumen (tertulis) ataupun yang dedam
computer. Dinegara-negara besar telah sejak larkenali
“industrial espionage”. Dalam usaha-usaha besar dan
menengah atau instansi pemerintah dan universisangani
bidang pengamanan yang memerlukan berbagai keahlian

X -23

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



teknis, peralatan dan SATPAM, keberadaan manapmirrisg
yanq professional sangat menentukan. Seorang manaje
sekurity yang professional dapat memperkirakan raaca
yang mungkin terjadi (threat assessment), threatuation,
security survey serta cost effectiveness of sgcurlanajer
security yang profesional masih sangat langka ddmesia.
Maksud penulis terlibat dalam pembentukan dan
pengembangan Asosiasi Manajer Sekurity IndonesM3A
adalah untuk membantu berkembangnya kemampuan @nanaj
security professional di Indonesia. KAPOLRI adalRdmbina
AMSI Pusat dan para KAPOLDA adalah Pembina AMSI di
Polda masing-masing. Bila para manajer securityendis
instansi dan perusahaan sudah berkembang baiknaare
merekalah yang membina SATPAM di instansi dan
perusahaan masing-masing, maka akan mudahlah loagi P
untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan membinaisekn
atas SATPAM diseluruh Indonesia. SATPAM di Indoresi
yang potensial dapat berjumlah 500.000 dari lehihakg
250.000 sekarang dan Poiri akan dapat mengkoorkams
mengawasi dan membina teknis anggota SATPAM tetsebu
melalui para manajer sekuriti itu sendiri. Pasab$ét (1) UU
Nomor 2/2002 menyatakan " "Setiap pejabat kepalisia
Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsilisegoro
ila'mnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagdidehan
wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fugsin
ayat (2) : "Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, ekrgan,
pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatas dengan KeputusanO{A®"
SKEP KAPOLRI tahun 1980 telah menetapkan bahwa
uniform SATPAM adalah kemeja putih dengan celanggra

biru dengan pet untuk didalam gedung, dan pakapanigan
berwarna biru-biru dengan field-cap biru. Nama, aanstansi
atau perusahaan didada serta tanda Polda/Polezgalil. 1kat
pinggang dan lencana juga sudah ditetapkan. Narewash
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ini, karena lemahnya pengawasan dan pembinaan stekni
uniform SATPAM telah menjadi "1001 macam". Padddfie
cap banyak ditulis "Security". Banyak hotel mengajkan
SATPAM untuk diluar gedung dan "security" dengaifarm
beraneka ragam buat didalam gedung. DPR, yang terus
menerus dibantu pengamanannya oleh Poiri menggaonaka
istilah "KAMDAL" dengan uniform yang lain lagi. Dekian

pula perusahaan jasa pengamanan. "Shield' yangakgn
hotel JW Marriott, menggunakan uniform hitam-hitam,
menyerupai Gegana Polri. Disamping kesimpang siuran
uniform dan kelengkapan SATPAM ini terdapat pula
"SAIGAS" "KOMANDO FRONT" dan lain-lain yang dimilik
partai politk atau organisasi massa yang sangat
membingungkan masyarakat. Ada yang memakai seragam
loreng dengan baret merah, mirip Kopassus dan ada p
bersorban mirip gerilyawan Palestina. Yang terakfitidak
merupakan bentuk pengamanan swakarsa. Di Inggeris,
semenjak tahun 1934, organisasi seperti yang akhir
dilarang, termasuk yang mengadakan latihan-latibeperti
militer. Indonesia perlu segera menertibkan "pasuka
pasukan" tersebut. Di Indonesia, perusahaan jas@npan
termasuk bentuk pengamanan swakarsa. UU Nomoh@nta
2002 pasal 16 (2) f menyatakan bahwa Polri berwgnan
"memberikan izin operasionai dan melakukan pengawas
terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanantlisPen
pernah menulis sebagai saran, agar diadakan Skarbars
antara KAPOLRI. Menkeh HAM dan Menperindan untuk
mengatur badan usaha dibidang jasa pengamanaiBilai.
semula diadakan pembagian badan usaha jasa peragaman

a. usaha konsultan security b. usaha konsultan jerasa
securityl c. cash in transi d. usaha perdagangatalat
security e. usaha pelatihan SATPAM KAPOLRI Rusmalnha
dengan Skep KAPOLRI menetapkan badan usaha jasa
security, sebagai berikut: a. usaha konsultan §h @a transit

X -25

Manajemen sistem..., Adi Benny Cahyono, Pascasarjana Ul, 2011.



c. usaha perdagangan alat-alat security d. usalsihae
SATPAM e. usaha penyewaan SATPAM (contract security
service) f. search and rescue Penulis menyarankan i
operasional oleh Polri merumuskann a. usaha mgaayaag
diminta pengusaha; b apa persyaratan untuk rnetidapiin;

c. bagaimana prosedvirnya dan d. siapa yanq dikagas
KAPOLRI yang berwenang menanda tangani izin openasi

itu. Juga perlu jelas berapa biaya untuk mendapatktu izin
usaha atau lebih. Bagaimana pula, bila satu pesasah
mencakupi seluruh wilayah R\, beberapa propingita lboesar
atau hanya satu propinsi saja ? Apa semua izinsharu
ditandatangani pejagbat MABES yang ditentukan KAROR
Atau ada delegasi pada Polda ? Bagaimana pengaturan
monitoring pengawasan seperti yang diharuskan gidan
undang, agar perusahaan tersebut tidak melanggayang
diberikan ? Media Indonesia tanggal 21 Septembei320
dalam fokusnya menulis "Bisnis Keamanan Marak, tkaa
"Anggota". Dalam tulisan tersebut, yang dikaitkaengan
pembunuhan bos Asaba adalah Gunawan - dengan
menggunakan oknum Marinir. sedangkan korban dikawal
anggota Kopassus. Apakah "pengawalarv" atau "bagrd)

ini dilakukan perorangan atau berkelompok, sebakny
KAPOLRI dengan Panglima TN1 dan KASAD. AL dan AU
rnembicarakan dan rnenflaturnya. Keikut sertaargatayTNI
dalam bidang preventif. misalnya penjagaan mallnkba
airport, DPR dan lain-lain tentu akan sangat merb&olri.
Soalnya harus diatur secara jelas, dengan membrdat
pengenal tersendiri. Bila tidak, dampaknya justriiana
menjadi counter product Tulisan Media Indonesia ajug
menyinggung aneka ragam badan usaha jasa pengamanan
termasuk asing, seperti Shield yang dipimpin KerDy
McKinney, jebolan US Army, dimana salah satu kligsn
adalah hotel JW Marriott. Ada persyaratan dan elat
SATPAM perusahaan asing dan pribumi ini yang |elalik
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dari persyaratan dan pelatihan yang diberikan &ehi. Ini
perlu pula menjadi perhatian Polri. Diperkirakarbagian
besar anggota SATPAM yang ada, kurang sekali atkk t
terlatih sama sekali. Kesadaran pemilik dan pimpina
perusahaan atas pentingnya pengamanan juga masiahre
Mereka menganggap pengamanan sebagai "cosf, beban
perusahaan, Semua hal-hal tersebut diatas, hamsraseg
dibenahi dan ditata ulang oleh Polri.terutama dkat
MABES sebab bila tidak segera dilakukan, semua uent
bentuk pengamanan swakarsa akan "out of controfatan
menimbulkan permasalahan baru. IV MANAJEMEN
SEKURITI OLEH PERUSAHAAN DAN OLEH POLRI
Management atau manajemen adaah kunci keberhasitana
organisasi. Pada tahun 50-an para pakar menegasiara
"jurang" antara Negara maju dengan Negara berkegnban
adalah jurang manajemen. Teori, prinsip-prinsip teknik-
teknik manajemen telah berkembang dengan pesataga d
masih terus berkembang. Hal ini tidak mungkin dkaa
dalam tulisan singkat ini. Manajemen mengenal furgsu
proses, seperti diuraikan Luther Gulick dan L. Wkvdalam
buku "Paper on the Science of Administration" denga
POSDCORBnNya, yang berarti Planning, Organizingffieita
Directing, Coordinating..Reporting and Budgetingungsi-
fungsi ini masih perlu dalam semua kegiatan manaferiuga
tentang pembagian tugas yang jelas, baik horizan&ipun
vertical telah menjadi perhatian ilmu manajemen esgak
dulu. Pendekatan sistim menyatakan pula, salingitesaling
pengaruh antara semua unsur atau tugas-tugas dslam
organisasi, bahkan dengan organisasi lain yangaiterk
Manajemen sekuriti pada pokoknya menyangkut marepjem
dalam satu organisasi. Para manajer sekuriti telatupakan
professional dan terhimpun dalam organisasi profésperti
ditulis diatas, di Indonesia, penulis memprakatsidirinya
Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia disinnkat AM3i
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Indonesia, baik SATPAM maupim Manajer Sekurjtj melu
merupakan professional seperti yang diharapkaneréaitu
Polri  rnenurut UU Nomor 2/2002 ditugaskan untuk
memberikan pembinaan teknis atas SATPAM, AMSI cam-|

lain bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Beberagaé ¢hari

UU Nomor 2/2002 seperti yang disebut terdahulu,
memerlukan manajemen oleh Polri atas bentuk-benluk
pengamanan swakarsa, mengatur uniform dan tandgepain
serta perlengkapan SATPAM. member! pembinaan teknis
mengkoordinasi. memonitor perkembannannya dan
pengawasan adalah fungsi manajemen yang perlur dikgh
Polri baik ditingkat MABES, POLDA, POLRES dan
POLSEK. Seperti dimaklumi, dengan Skep Organisasi d
Tata Kerja lama, tugas dan wewenang tersebut dishsn
berjalan sebagaimana mestinya, Sekarang denganrd&epp
Organisasi dan Tata Kerja baru, perlu kejelasaasiREOPS
dengan Bjro Bimmas (Bjmbingan Masyarakat) dan
BABINKAMdengan Djrektorat Samapta mengenai semua
tugas dan tanggung jawab functional mengenai bemunkuk
pengamanan swakarsa. Pembagian tugas sekarang, Vvait
DEOPS cq Bjmmas mengenai "pembinaan” dan BABINKAM
cq Pit Samapta mennenai "operasional” harus dipsrg@apa
yang menata "kekacauan" yang terdapat selama msi@dga
yang harus persiapkan juklak dan juknis. Anggotadiisian
yang melaksanakan tugas pokok terbanyak adalah
SABHARA, polisi tugas umum (general duty police)nga
berada di Polres. Nomenklatur Pembinaan Masyarakat
(Bimmas) yang selama ini terdapat dari Polda sardpagan
Polsek, Unit Bimmas di Polsek telah dihapus. Didaotlan
Polres diganti dengan istilah Bina Mitra. Nomenkfatlan
titulatur dilingkungan Polri, tidak hanya harus agl dan
dimengerti bagi intern Polri sendiri, tapi harugygujelas
dimengerti oleh masyarakat luas. UU Nomor 2/2002apa4

(1) ¢ menyatakan salah satu tugas Polri adalahemnilbma
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masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarséda
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan paratu
perundang-undangan” Sebenarnya pembinaan masyarakat
(BINMAS) adalah merupakan Fungsi Utama Polri disengp
represif dan preventif. Sekarang lebih sering dadgam istilah
Pre-emptif sebagai pengganti Pembinaan MasyarSkhiagai
organisasi besar, kepolisian nasional, maka perabaigigas
secara vertical dari MABES sampai Polsek harusnaiigkan
sejelas mungkin dengan juga memperhitungkan masaiara
yang multi cultural (suku, etnis dan agama). MABESIri
adalah organisasi puncak yang bertanggung jawal ata
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, tugas-tugas d
wewenang Polri yang diatur dalam peraturan perugdan
undangan. Sebagai organisasi puncak, MABES Polri
menangani hal-hal yang bersifat konsepsional deatesfis,
mengatur. memberikan petunjuk pelaksanaan, damjpé&tu
teknis serta pedoman-pedoman tertulis untuk kesatua
bawahan, terutama Polda dan Polres. Pelaksanaas pjogok
Polri yaitu : a. memerlihara keamanan dan Kketettiba
masyarakat b. menegakkan hukum c. memberi perlgaiun
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat termaksuk
tugas-tugas yang dimuat pasal 14 UU Nomor 2/200#a pa
pokoknya dilaksanakan ditingkat Polres. sebagai #&wio
(kesatuan) Operasional Dasar (KOD) dengan menjabark
kebijakan juklak dan juknis yang diberikan oleh dean
atasan yaitu POLDA dan MABES (police manuals). &eca
bertahap, perlu ada delegasi wewenang kepada Palyes
nanti benar-benar mampu berfungsi sebagai KOD &saic
Police Unit (BPU). Filsafat dan penerapan "Communit
Policing agar dihayati dan dilaksanakan ditingkatlrés
dengan "ujung tombak"nya Polsek-Polsek bawahannya.
Koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis tephada
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, termasuk SATeEaV
siskamling pada dasarnya merupakan tugas, wewedang
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DEOPS dan KABABINKAM dengan dibantu oleh pejabat-
pejabat MABES yang terkait (seperti Koorsahli) aduduk
bersama menelaah semua permasalahan ini untuk kemud
mengatur pembagian tugas,, wewenang dan tanggwap ja
fungsional (bukan komando) yang lebih jelas. Tugas,
wewenang dan tanggung jawab Polri, mengkoordinasika
pengawasan dan pembinaan teknis, tidak hanya megkwyan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, tapi juga Palaos
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Keadaan dan masalah
HANSIP, KAMRA, Polisi Pamong Praja, Tramtib, Limmas
juga masih perlu penanganan oleh Polri bersama 8ghdan
Pemda. HANSIP dan KAMRA berfungsi sebagai SATPAM,
sedangkan Polisi Pamong Praja, Tramtib dan Limneasigas
menegakkan peraturan daerah. Polri harus mendi#esti
permasalahan dan memecahkannya satu per satu secara
sistematis agar pelaksanaan, tugas pokok Polriraseca
keseluruhan berdaya guna dan berhasil guna.
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